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1.1. [bookmark: _Toc155553847][bookmark: _Toc222841844] 	Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya potensial yang tersebar di seluruh wilayahnya. Berdasarkan website Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sofi, 2021), Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi Tuhan akan kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, minyak bumi, gas alam, batubara hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. 
Di Indonesia, terdapat beberapa daerah  yang  dikenal dengan kekayaan alam dari sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah hutan. Sesuai dengan Pasal 1, ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan“ (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 1999).
Secara luas diketahui hutan di Kalimantan memiliki peranan penting sebagai penyumbang utama oksigen dan penyerap karbondioksda. Sebutan paru-paru dunia tidak hanya untuk hutan Kalimantan tetapi juga Papua dan Sumatera hingga pulau-pulau kecil lain yang berada di Maluku. Berkat wilayah-wilayah tersebut, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai penghasil utama oksigen terbesar setelah Brazil dan Kongo (Wicaksono, 2019).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan pendapat dalam pidato utamanya pada webinar bertema "Peningkatan Peran Hutan dalam Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan oleh Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) Universitas Indonesia. Beliau menyatakan bahwa hutan berperan sebagai penggerak ekonomi, antara lain sebagai penyedia devisa, penyedia modal awal dalam pembangunan berbagai sektor, dan penyedia lapangan kerja lewat kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan, pemanenan hasil hutan, dan industri hasil hutan. Selain itu, hutan juga berperan dalam penyediaan oksigen, pengatur tata air, pencegahan erosi dan banjir, serta nilai keragaman hayati lainnya yang tidak masuk dalam perhitungan ekonomi nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).
Hutan di daratan jelas berperan penting dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDG) terkait perlindungan ekosistem daratan (SDG 15), namun peran hutan juga mendukung ekosistem laut (SDG 14). Hutan bakau, misalnya, menjadi habitat penting bagi ikan pesisir dan laut, yang menjaga ketahanan ekosistem perairan. Contoh di Delta Mekong menunjukkan bahwa kehilangan kawasan hutan telah berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan ikan. Selain itu, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon yang, apabila terganggu, dapat memicu peningkatan keasaman laut yang berdampak buruk bagi biota laut (Seymour & Busch, 2017). 
Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023), dilaporkan ada seluas 125,76 juta hektare kawasan hutan Indonesia atau mencakup sekitar 62,97% dari luas daratan Indonesia, dan saat ini menjadi yang terbesar ke-8 di dunia. Tetapi, dalam Kongres Kehutanan Indonesia 2022, sektor kehutanan Indonesia baru berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 0,66%, jumlah ini sangatlah relatif kecil bila dibandingkan dengan luasan hutan yang ada di Indonesia. 
Sektor pertanian dan kehutanan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, banyak orang yang bergantung pada hutan dan lahan pedesaan, termasuk masyarakat adat, memiliki pendapatan di bawah rata-rata nasional (The World Bank, 2021). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), dari 9,2 juta rumah tangga desa yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, sebanyak 1,7 juta tergolong berpenghasilan rendah. Di masa lalu, distribusi lahan hutan dari pemerintah lebih banyak menguntungkan sektor swasta dibandingkan masyarakat lokal, yang menyebabkan terbatasnya akses bagi penduduk desa, konflik kepemilikan lahan, ketidakadilan sosial, dan kemiskinan.
Pada tahun 2015, Indonesia mulai berupaya untuk memastikan bahwa lahan dan kawasan hutan tersedia bagi masyarakat lokal dan adat. Untuk mencapai keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, pemerintah meluncurkan program Perhutanan Sosial (PS) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola 12,7 juta hektar hutan negara secara berkelanjutan. Dengan akses tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya hutan demi meningkatkan taraf hidup sekaligus menjaga kelestarian hutan (The World Bank, 2021).
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021b).
Disebutkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) Program Perhutanan Sosial  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, sambil tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah mendapatkan persetujuan, mereka diizinkan untuk mengolah dan memanfaatkan hutan dengan cara yang ramah lingkungan.
Masyarakat juga akan mendapatkan dukungan teknis dari pemerintah untuk mengelola tanaman di lahan yang mereka kelola. Hasil panen dari tanaman tersebut dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Saat ini, ada tiga kategori hak hutan yang bisa diajukan, yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Pengajuan hak ini dapat dilakukan pada area yang tertera di Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial, dengan pemerintah menargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga akan membentuk Kelompok Kerja Daerah yang bertugas mendampingi dan membina masyarakat yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program ini. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap pengelolaan hutan dan lahan, dan dengan pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan, upaya konservasi lingkungan dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tambahan dari program ini adalah keterlibatan masyarakat lokal sebagai pihak utama dalam menjaga kelestarian hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).
Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 1, Bab I, ayat 6 (2021), bahwa hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Dalam pengelolaannya, Hutan Produksi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelestarian sumber daya hutan serta memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan berdasarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 1, Bab I, ayat 4 (2021). Dalam Rencana Kerja tahun 2024, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp313.008.183.000, yang bertujuan untuk memperluas akses pengelolaan hutan sosial serta meningkatkan kapasitas dan produktivitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Keuangan Negara pasal 1, Bab I, ayat 7 (2003). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Rencana Kerja tahun 2024 menerima Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7,71 triliun. Anggaran ini berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5,809 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,64 triliun, dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp210,48 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 50,27 miliar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).
Berdasarkan Informasi APBN Tahun 2024, Belanja Pemerintah Pusat direncanakan mencapai Rp3.325,1 triliun, dengan rincian belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.376,7 triliun, serta transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Alokasi belanja non-K/L yang cukup besar ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).
[bookmark: _Hlk191051464]Masyarakat berperan penting dan menjadi pemeran utama dalam melaksanakan pemeliharaan hutan untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan mereka. Dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 1, Bab I, ayat 26 (2021): "Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan."
Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) Tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat merupakan pemangku kepentingan penting dalam sektor publik melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Pada bagian yang membahas 'Perhutanan Sosial', masyarakat disebut sebagai pihak yang memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam. Program pemberdayaan masyarakat juga menyentuh dan berhubungan dengan budidaya perikanan, menunjukkan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi masyarakat dengan melibatkan usulan dari masyarakat. Beberapa desa di kawasan Delta Mahakam memiliki potensi wisata yang akan diusulkan masyarakatnya menjadi Hutan Desa dan ekowisata, mengindikasikan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata alam, yang merupakan bagian dari sektor publik (UPTD KPHP Delta Mahakam, 2023).
Dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mengoptimalkan potensi hutan untuk kesejahteraan masyarakat, RPHJPd Tahun 2024 menempatkan peran aktif masyarakat sebagai penggerak utama dalam pengelolaan hutan. Melalui program “Fasilitasi Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar” yang diimplementasikan lewat pengadaan peralatan ekonomi produktif, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dan mandiri. Dasar hukum dari program ini merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, ketentuan rinci mengenai ayat dan pasal yang menjadi dasar hukum program ini disusun sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 1 yang pada dasarnya menetapkan bahwa masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat diakui sebagai pelaku utama yang mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat termasuk dalam bentuk KTH menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 6 yang pada intinya mengatur bahwa mekanisme akses hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial diwujudkan melalui persetujuan yang diterbitkan oleh Menteri. Ketentuan ini mencakup berbagai instrumen, seperti Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, serta Persetujuan Kemitraan Kehutanan, yang membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan jaminan hukum untuk turut serta dalam pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional telah diatur secara jelas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu:
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 138 menetapkan bahwa program Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional (Bang PeSoNa) menjadi bagian dari kegiatan peningkatan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kehutanan. Dengan demikian, program ini menjadi landasan strategis dalam memperkuat investasi dan pengembangan industri hasil hutan secara berkelanjutan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 140 mengatur bahwa promosi produk hasil hutan dapat dilakukan melalui temu usaha, pameran, katalog produk, media elektronik, dan media sosial. Dengan demikian, kegiatan promosi ini bertujuan memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk hutan masyarakat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 141 mengatur bahwa akses permodalan untuk pengembangan usaha dapat diperoleh melalui pinjaman lembaga perbankan, CSR BUMN/BUMD/swasta, atau dana hibah. Dengan demikian, fasilitasi ini mendorong pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi produktif masyarakat.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Paragraf 5 Kerja sama Pengembangan Usaha mengatur kerja sama pengembangan usaha dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan, melibatkan mitra seperti BUMN, koperasi, dan swasta. Dengan demikian, kolaborasi ini memperkuat integrasi industri hutan dalam rantai nilai nasional dan global.
 Selanjutnya, pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi masyarakat sebagai salah satu sub-kegiatan diatur secara rinci dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni:
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 138 menetapkan bahwa pemberian bantuan alat ekonomi produktif merupakan bagian dari kegiatan peningkatan produksi untuk kelompok masyarakat pengelola hutan. Dengan demikian, bantuan ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah hasil hutan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 139 mengatur bahwa peningkatan nilai tambah produk dapat dilakukan melalui pemberian bantuan alat ekonomi produktif, seperti mesin pengolahan hasil hutan. Dengan demikian, bantuan ini mendukung modernisasi usaha dan efisiensi produksi masyarakat.
Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan, dan pemasaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional merupakan langkah strategis yang tidak bersifat memaksa, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing para pelaku ekonomi. Pendekatan ini dirancang untuk memperluas wawasan dan kemampuan dalam mengenali peluang investasi, merencanakan pengembangan industri, serta mengoptimalkan pemasaran produk hasil hutan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Kerjasama antara instansi lintas sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak terkait menjadi kunci dalam menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di KPHP Delta Mahakam meliputi pengadaan sarana dan prasarana promosi investasi secara online maupun cetak dengan biaya Rp100.000.000, promosi potensi areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan potensi areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan biaya Rp100.000.000, pembangunan industri kreatif berbasis komoditas produk lokal dengan biaya Rp250.000.000, pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi masyarakat (sub kegiatan penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial dengan biaya Rp2.400.000.000, dan mendorong pemasaran produk hasil hutan dan jasa lingkungan melalui e-commerce dengan biaya Rp100.000.000 (UPTD KPHP Delta Mahakam, 2023).
Menurut Noadiawan & Hertianti (2018), indikator kinerja merupakan komponen utama dalam penganggaran yang berorientasi pada kinerja. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan oleh organisasi. Secara konseptual, indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif guna menggambarkan sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).
Indikator kinerja dalam sektor publik terdiri dari tiga jenis utama: indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), dan indikator hasil (outcomes). Indikator masukan mencakup segala sumber daya yang digunakan dalam proses pelayanan, seperti dana, tenaga kerja, dan bahan baku. Indikator keluaran merujuk pada hasil langsung dari aktivitas atau pelayanan yang diberikan, misalnya jumlah layanan yang diselesaikan atau produk yang dihasilkan. Sementara itu, indikator hasil menggambarkan dampak atau perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari keluaran, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat atau pencapaian tujuan program.
Indikator kinerja yang digunakan oleh KPHP Delta Mahakam terlampir dalam Lampiran Dokumen Roadmap Strategi dan Kebijakan PS Kaltim 2023-2030 yang berisi 4 strategi yakni:
1. Percepatan proses perijinan dan pengakuan dalam Perhutanan Sosial, Strategi ini berfokus pada penyederhanaan mekanisme perijinan dan pengakuan kawasan Perhutanan Sosial (PS) melalui kajian potensi kawasan, sosialisasi prosedur, pendampingan teknis, serta penguatan sistem komunikasi antar pemangku kepentingan. Kebijakan ini mencakup empat langkah utama: (1) telaah kawasan potensial PIAPS (Potensi Izin Akses Perhutanan Sosial), (2) sosialisasi prosedur perijinan kepada masyarakat, (3) pendampingan bagi kelompok masyarakat dengan akses terbatas, dan (4) penyusunan SOP komunikasi antar pihak.
2. Penguatan Kelembagaan, Strategi ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemegang izin PS (KPS/KUPS/KTH) dan institusi pendukung (Dinas Kehutanan, Pokja PPS) melalui pelatihan administratif, penguatan komoditas, penambahan tenaga pendamping, serta pengelolaan data komoditas dan pasar.
3. Meningkatkan Kerjasama para pihak termasuk di luar, Strategi ini mengintegrasikan PS ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui sinergi antar-sektor, penyusunan regulasi pendukung, pengembangan kawasan terpadu berbasis PS (IAD), serta pembangunan jejaring pemasaran dan pembelajaran antar kabupaten/kota.
4. Pendanaan dan Pembiayaan, Strategi ini memastikan ketersediaan pendanaan melalui skema APBN, APBD, Dana Desa, serta mekanisme inovatif seperti perdagangan karbon, kompensasi ekologi, dan akses permodalan dari lembaga keuangan (BPDLH).
Berdasarkan Lampiran Dokumen Roadmap Strategi dan Kebijakan PS Kalimantan Timur 2023-2030 diatas, strategi pendanaan dan pembiayaan pada arah kebijakan “fasilitasi akses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Provinsi melalui Dinas Kehutanan” menjadi landasan bagi subkegiatan “pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi masyarakat” dalam proses perizinan dan pengelolaan sumber daya. Input meliputi alokasi dana APBD Provinsi yang dikelola KPH, pendanaan swasta, serta sumber daya manusia seperti Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS), penyuluh kehutanan, pendamping masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor (LSM, perguruan tinggi, swasta). Output Keluaran direalisasikan melalui capaian kuantitatif, yaitu fasilitasi pendanaan APBD bagi 1–8 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan luasan 5.000–40.000 hektar, terselenggaranya pengajuan perizinan, serta pengadaan sarana ekonomi produktif berbasis APBD. Outcome Hasil mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan KPS, legalitas pengelolaan sumber daya oleh masyarakat sekitar Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus PIAPS, dan sinergi multipemangku kepentingan. Benefit Manfaat meliputi penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya secara legal, penurunan potensi konflik tenurial, serta optimalisasi APBD untuk program strategis sektor kehutanan. Impact jangka panjang berupa pembangunan kehutanan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan deforestasi ilegal, dan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang partisipatif serta target lingkungan global. Dengan demikian, indikator kinerja ini menegaskan bahwa integrasi pendanaan APBD dalam perizinan dan pengelolaan sumber daya tidak hanya menjamin akuntabilitas anggaran, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekologis dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.
Kerangka indikator kinerja yang telah dirumuskan oleh KPHP Delta Mahakam merupakan gambaran rencana kedepannya dalam strategi dan arah kebijakan pengelolaan kehutanan. Namun, melalui analisis yang lebih mendalam dan terfokus pada aspek pelibatan masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Tani Hutan (KTH), khususnya dalam implementasi sub-kegiatan “Pengadaan Peralatan Ekonomi Produktif bagi Masyarakat”. Indikator kinerja tersebut dapat dipersempit sebagai, keterlibatan KTH dalam penyusunan anggaran di sektor kehutanan, terutama melalui subkegiatan pengadaan peralatan ekonomi produktif, dapat dipandang sebagai bagian dari indikator inputs. Partisipasi KTH sebagai perwakilan masyarakat dalam merumuskan kebutuhan, seperti usulan pengadaan mesin pengolahan hasil hutan, menjadi dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.400.000.000 dari APBD (DBH DD) dan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF). Proses ini didukung kolaborasi sumber daya manusia seperti Pokja PPS dan pendamping masyarakat, serta memprioritaskan lokasi di 8 desa/kelurahan (contoh: Desa Muara Badak Ulu, Desa Salo Palai, Desa Sepatin). Indikator keluaran (outputs) tercermin dari realisasi 1 paket peralatan ekonomi produktif yang disalurkan ke KTH, dengan realisasi anggaran Rp346,03 juta per triwulan, sesuai jadwal pencairan APBD. Selanjutnya, indikator hasil (outcomes) terlihat dari peningkatan kapasitas produksi KTH melalui pemanfaatan alat tersebut, legalitas operasional melalui PIAPS (Perizinan Pengelolaan Hutan Sosial), dan sinergi dengan pelaku usaha lokal. Pada tingkat manfaat (benefit), program ini mendorong penciptaan lapangan kerja di desa sasaran, peningkatan pendapatan KTH dari penjualan produk olahan, serta penurunan deforestasi ilegal akibat ekonomi legal berbasis alat. Adapun dampak (impact) jangka panjang mencakup penguatan ekonomi lokal di 8 desa/kelurahan, pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan KTH, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pengelolaan hutan lestari (SDG 15). Dengan demikian, integrasi partisipasi KTH dalam siklus anggaran tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan sosial.
Walaupun sudah tersusun adanya input, output, dan outcome, pengelolaan dana dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah proses pembahasan dana yang melibatkan tiga kementerian, sehingga menyita waktu dan menghambat efisiensi pengelolaan. Selain itu, program dan kegiatan yang sudah ditentukan oleh kementerian membatasi ruang untuk berkreasi dalam pelaksanaannya. Kegiatan penanaman sangat tergantung pada musim hujan; musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan bibit mati dan menyulitkan pihak pemeriksa dalam menilai lokasi yang jauh di dalam hutan. Kesulitan juga muncul dalam mencari lahan yang memenuhi kriteria untuk penanaman, mengingat fokus program adalah menghijaukan lahan kritis dan bukan menebang hutan yang masih lebat. Kendala lainnya adalah kewenangan pemerintah daerah yang membatasi kegiatan hanya di luar kawasan hutan, serta konflik sosial dan masalah aksesibilitas, yang mengakibatkan kesulitan dalam distribusi bibit dan pupuk.
Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2019) serta Kempa & Kozłowski (2020) menunjukkan bahwa implementasi anggaran partisipatif dapat menjadi salah satu cara mengatasi masalah dalam perencanaan pembangunan, karena penerapannya mendorong keterlibatan komunitas lokal dan membentuk sikap sosial warga untuk berpartisipasi dalam diskusi publik. Garaj & Bardovič (2021) menambahkan bahwa kerangka hukum yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah mengatur mekanisme penganggaran partisipatif sesuai kebutuhan, sedangkan Dewi et al. (2021) menemukan bahwa pengalaman yang lebih lama dalam partisipasi anggaran berhubungan dengan meningkatnya alokasi dana khusus untuk program tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi anggaran tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi praktik pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, penelitian Manes-Rossi et al. (2023) dan Szczepańska et al. (2022) mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi warga sering kali terbatas, terutama karena kendala teknis seperti masalah privasi dalam partisipasi daring dan dominasi isu tertentu seperti tata ruang kota dan transportasi. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Nemec et al. (2022), yang menunjukkan variasi praktik penganggaran partisipatif di berbagai kota karena perbedaan budaya politik dan tujuan kebijakan lokal. Dengan demikian, meskipun anggaran partisipatif memiliki potensi besar untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola, tantangan terkait keberlanjutan, kesetaraan akses, dan efektivitas jangka panjang masih menjadi isu yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks adaptasi teknologi dan perbedaan kapasitas kelembagaan.
Penelitian sebelumnya banyak membahas partisipasi anggaran di tingkat daerah dan kota, tetapi jarang menyinggung pengelolaan kawasan hutan produksi. Sebaliknya, penelitian mengenai hutan produksi yang melibatkan partisipasi masyarakat juga jarang membahas bagaimana mekanisme partisipasi anggarannya berjalan. Padahal, KPHP sebagai pengelola kawasan hutan memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk melihat peran keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan anggaran serta kaitannya dengan efektivitas program pemberdayaan di kawasan tersebut.
Peneliti memilih KPHP Delta Mahakam sebagai contoh dalam skripsi ini karena berbagai program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di wilayah ini. Beberapa program tersebut mencakup sosialisasi tingkat tapak yang dilaksanakan di tiga lokasi dengan anggaran sebesar Rp 41.500.000, fasilitasi usulan izin perhutanan sosial di area seluas ± 1.000 hektar dengan anggaran Rp 179.000.000, serta fasilitasi pembuatan rencana kerja kelompok perhutanan sosial sebanyak empat kali dengan anggaran Rp 315.468.000​​. Selain itu, hasil capaian dari berbagai program ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat setempat, serta peningkatan aspek teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia (SDM) KPHP Delta Mahakam​. Program pemberdayaan masyarakat lainnya seperti pengembangan tambak silvofishery dan rehabilitasi hutan dan lahan juga menunjukkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan anggaran, khususnya di KPHP Delta Mahakam. Ketertarikan ini didasari oleh pengamatan langsung terhadap dinamika pengelolaan hutan dan interaksi antara masyarakat lokal dengan berbagai pihak yang terlibat. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturasi yang berfokus pada perspektif KPHP Delta Mahakam dalam interaksi dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
1.2. [bookmark: _Toc222841845]Fokus Penelitian
[bookmark: _Toc166534921][bookmark: _Toc166539397][bookmark: _Toc166540310][bookmark: _Toc166541250][bookmark: _Toc170879194][bookmark: _Toc155553848]Penelitian ini berfokus pada bagaimana para stakeholder, khususnya KTH, terlibat dalam proses penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam. Melalui laporan yang menunjukkan capaian kinerja serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan anggaran untuk program-program di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis sejauh mana partisipasi KTH melatarbelakangi efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan masyarakat di KPHP Delta Mahakam. 
1.3. [bookmark: _Toc222841846]Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam dengan melibatkan berbagai stakeholder?
2. Seberapa besar dampak keterlibatan stakeholder dalam penyusunan anggaran terhadap pencapaian kinerja program di KPHP Delta Mahakam?
3. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di KPHP Delta Mahakam?
1.4. [bookmark: _Toc155553849][bookmark: _Toc222841847]	Tujuan Penelitian
1. Memahami proses penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam yang melibatkan stakeholder.
2. Menilai dampak keterlibatan stakeholder terhadap pencapaian kinerja program di KPHP Delta Mahakam.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di KPHP Delta Mahakam.
1.5. [bookmark: _Toc155553850][bookmark: _Toc222841848]	Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
a) Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori partisipasi stakeholder dalam penyusunan anggaran dan dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran aktif stakeholder dalam proses perencanaan dan implementasi program. 
b) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang lebih partisipatif, sehingga program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran, program-program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan lebih. 
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[bookmark: _Toc166534926][bookmark: _Toc166539402][bookmark: _Toc166540315][bookmark: _Toc166541255][bookmark: _Toc222841849]BAB II
[bookmark: _Toc155553852][bookmark: _Toc222841850]KAJIAN PUSTAKA
2.1. [bookmark: _Toc222841851]	Teori Strukturasi
2.1.1. [bookmark: _Toc222841852]Pengertian Teori Strukturasi
Pada tahun 1984, Anthony Giddens memperkenalkan teori strukturasi yang menguraikan hubungan timbal balik antara struktur sosial dan agen individu dalam membentuk dan melestarikan praktik sosial. Giddens menentang pandangan konvensional yang menganggap struktur sebagai batasan bagi tindakan individu. Sebaliknya, ia berargumen bahwa struktur juga memberikan peluang bagi individu untuk bertindak (Giddens, 1984).
Konsep "dualitas struktur" menjadi inti dari teori ini. Dualitas ini menunjukkan bahwa struktur tidak hanya dibentuk dan diperkuat oleh tindakan agen, tetapi juga membatasi dan mengatur tindakan tersebut. Dengan demikian, struktur dan agen saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Giddens menegaskan bahwa dalam analisis data menggunakan kerangka strukturasi, perlu mempertimbangkan bagaimana aturan dan sumber daya dalam struktur sosial membatasi sekaligus memungkinkan tindakan individu. Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana tindakan individu ini dapat mengubah atau mempertahankan struktur yang ada.
2.2. [bookmark: _Toc222841853][bookmark: _Hlk170876192][bookmark: _Hlk170875644]Stakeholder
2.2.1. [bookmark: _Toc222841854]Pengertian Stakeholder
Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi karena dapat mendorong atau dibentuk oleh kegiatan organisasi tersebut. Dalam kasus KPHP Delta Mahakam, stakeholder mencakup masyarakat sekitar, pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan industri terkait.
Pelibatan stakeholder dalam proses penyusunan anggaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini sejalan dengan Teori Stakeholder yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas organisasi, tidak hanya pemegang.
2.2.2. [bookmark: _Toc222841855]Stakeholder Inclusiveness
Eskerod et al. (2015) mendefinisikan inklusivitas pemangku kepentingan sebagai "tingkat di mana semua pemangku kepentingan dipertimbangkan oleh organisasi fokus." Definisi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan semua pihak yang berkepentingan, terlepas dari tingkat kekuasaan atau pengaruh mereka. Sementara International Finance Group (2007) berpendapat bahwa inklusivitas pemangku kepentingan adalah "proses melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek." Ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan proyek.
2.3. [bookmark: _Toc222841856]Anggaran
2.3.1. [bookmark: _Toc222841857]Pengertian Anggaran
Nafarin (2004) menjelaskan bahwa anggaran merupakan sebuah rencana terstruktur yang mencakup semua aktivitas perusahaan. Rencana ini dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk periode waktu tertentu di masa mendatang.
2.3.2. [bookmark: _Toc222841858]Manfaat Anggaran
Anggaran memiliki berbagai manfaat penting dalam pengelolaan organisasi, yang dapat dilihat dari berbagai perspektif ahli sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Pengendalian Keuangan
Menurut Horngren et al. (2012), anggaran membantu organisasi dalam merencanakan alokasi sumber daya yang optimal dan memonitor kinerja keuangan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif​. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk merencanakan kegiatan keuangan organisasi di masa depan. 
2. Evaluasi Kinerja
Drury (2018) menyatakan bahwa anggaran memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. ​Anggaran memungkinkan organisasi untuk menetapkan target kinerja dan mengukur pencapaian terhadap target tersebut. 
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Menurut Arnstein (1969), keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini memastikan bahwa anggaran disusun secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan​. Proses penyusunan anggaran yang partisipatif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
4. Pengambilan Keputusan
Garrison et al. (2018) menegaskan bahwa anggaran yang baik memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai pengalokasian sumber daya, investasi, dan pengembangan program-program baru. Anggaran menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. 
5. Koordinasi dan Komunikasi
Menurut Simons (1995), anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, sehingga semua pihak memahami arah dan prioritas organisasi​. Anggaran membantu dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas dalam organisasi dan memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama.
2.3.3. [bookmark: _Toc222841859]Anggaran Sektor Publik
Menurut Mikesell (2020), anggaran sektor publik mencakup semua pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sementara Mardiasmo (2018) mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai rencana keuangan yang menggambarkan alokasi sumber daya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan publik dalam periode waktu tertentu. Anggaran ini mencakup estimasi pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi, serta perincian pengeluaran untuk membiayai program dan layanan publik.
Hal ini sejalan dengan pendapat Sadar (2023)yang menyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran ini berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
2.3.4. [bookmark: _Toc222841860]Prinsip Anggaran Sektor Publik
Halim (2017) menggarisbawahi beberapa prinsip penting dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
Anggaran publik perlu menyajikan informasi yang transparan mengenai tujuan, target, hasil, serta manfaat yang akan diterima masyarakat dari program atau kegiatan yang didanai. Masyarakat berhak mengetahui dan mengakses informasi mengenai proses penganggaran, karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan aspirasi, kepentingan, dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
2. Disiplin Anggaran
Proyeksi pendapatan dalam anggaran adalah estimasi yang realistis dan terukur dari setiap sumber pemasukan, sementara alokasi belanja pada setiap pos anggaran merupakan batas maksimum pengeluaran. Penggunaan dana pada setiap pos harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Keadilan Anggaran
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan distribusi anggaran yang merata dan adil, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya tanpa adanya perbedaan perlakuan dalam penyediaan layanan publik.
4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
Proses penyusunan anggaran perlu memperhatikan prinsip efisiensi, ketepatan waktu, dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja
Penyusunan anggaran berbasis kinerja menekankan pada pencapaian hasil yang diharapkan dari alokasi biaya yang telah direncanakan.
2.3.5. [bookmark: _Toc222841861]Fungsi Anggaran Sektor Publik
Mardiasmo (2018) menguraikan bahwa anggaran sektor publik memiliki sejumlah fungsi krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:
1. Alat Perencanaan
Anggaran pemerintah berfungsi sebagai peta jalan yang dirancang untuk mengarahkan tindakan pemerintah. Anggaran ini memperkirakan biaya yang diperlukan dan hasil yang diharapkan dari pengeluaran publik. Sebagai alat perencanaan, anggaran membantu merumuskan tujuan dan target kebijakan, merencanakan berbagai program dan kegiatan, mengalokasikan dana, serta menentukan indikator kinerja dan tingkat keberhasilan strategi yang telah ditetapkan.
2. Alat Pengendalian
Anggaran berfungsi sebagai peta terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sehingga penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pengendalian anggaran sektor publik dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan rencana yang tertuang dalam anggaran, menganalisis selisihnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk varians tersebut, baik yang dapat dikendalikan maupun tidak. Tanpa anggaran, pemerintah akan kesulitan dalam mencegah pemborosan anggaran.
3. Alat Kebijakan Fiskal Pemerintah
Anggaran pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan fiskal yang akan diambil, sehingga memungkinkan untuk melakukan prediksi dan perkiraan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, anggaran dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Alat Politik
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk menentukan prioritas-prioritas kebutuhan keuangan dan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan urgensi dan kepentingan masing-masing prioritas tersebut.
5. Alat Komunikasi dan Alat Koordinasi
Penyusunan anggaran melibatkan seluruh unit kerja pemerintah, sehingga koordinasi dan komunikasi antar unit di lingkungan eksekutif menjadi krusial untuk memastikan keselarasan dan efektivitas anggaran.
6. Alat Penilaian Kinerja
Anggaran menjadi bukti komitmen eksekutif terhadap legislatif. Kinerja eksekutif akan dievaluasi berdasarkan keberhasilan mencapai target anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
7. Alat Motivasi
Anggaran berfungsi sebagai pendorong bagi manajer dan staf untuk bekerja secara hemat, efektif, dan efisien dalam mencapai target serta tujuan yang telah ditetapkan.
2.4. [bookmark: _Toc222841862]	Indikator Kinerja
2.4.1. [bookmark: _Toc222841863]Pengertian Indikator Kinerja
Noadiawan & Hertianti (2018) mengidentifikasi tiga jenis utama indikator kinerja dalam sektor publik: indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), dan indikator hasil (outcomes):
1. Indikator Masukan (Inputs) 
Sumber daya yang digunakan dalam proses pelayanan, seperti dana, tenaga kerja, dan bahan baku.
2. Indikator Keluaran (Outputs)
Hasil langsung dari aktivitas atau pelayanan yang diberikan, seperti jumlah layanan yang diselesaikan atau produk yang dihasilkan.
3. Indikator Hasil (Outcomes)
Dampak atau perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari keluaran, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat atau pencapaian tujuan program.
2.5. [bookmark: _Toc222841864]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Hlk170875972][bookmark: _Hlk170876327]Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Studi-studi ini berfungsi sebagai perbandingan untuk penelitian saat ini, membantu dalam memahami konteks dan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat memperkuat argumen dan temuan penelitian dengan menyediakan bukti empiris yang relevan:
[bookmark: _Toc166538462][bookmark: _Toc166538663]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Peneliti (Tahun)
	Judul Penelitian
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Rahmawati et al. (2019)
	Implementasi Penganggaran Partisipatif di Indonesia
	Penelitian perpustakaan (library research)
	Praktik anggaran partisipatif dapat menjadi cara untuk mengatasi masalah dalam sistem perencanaan pembangunan, dengan penerapan yang disesuaikan pada tingkat dan kondisi pemerintahan; meskipun menghadapi tantangan, peluang pengembangannya tetap besar berkat prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang diusung.


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1. Sambungan
	No.
	Peneliti (Tahun)
	Judul Penelitian
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	2.
	Kempa & Kozłowski (2020)
	Participatory Budget as a Tool Supporting the Development of Civil Society in Poland
	Metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran partisipatif mampu mendorong komunitas lokal dan memengaruhi sikap sosial warga untuk terlibat dalam diskusi publik, meskipun dampaknya terhadap pertumbuhan jumlah organisasi masyarakat sipil masih menjadi perdebatan, serta tingkat partisipasi warga belum mencapai tingkat partisipasi secara total.

	3.
	Garaj & Bardovič (2021)
	Participatory Budgeting – the Case of the Slovak Republic
	Metode Komparatif
	Legislative framework memungkinkan kota dan daerah memiliki fleksibilitas yang cukup besar dalam merancang proses penganggaran partisipatif mereka, termasuk tahapan, persyaratan pengajuan proyek, prosedur pemungutan suara, dan kelayakan peserta.


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1. Sambungan
	No.
	Peneliti (Tahun)
	Judul Penelitian
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	4
	Manes-Rossi et al. (2023)
	Features and drivers of citizen participation: Insights from participatory budgeting in three European cities
	Metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
	Partisipasi warga dalam perencanaan dan perancangan bersama sering kali terbatas, dengan beberapa workshops tidak diterima dengan baik dan partisipasi online terhalang oleh masalah privasi dan persepsi tidak mengikat.

	5
	Bednarska-Olejniczak et al. (2021)
	Grants for Local Community Initiatives as a Way to Increase Public Participation of Inhabitants of Rural Areas
	Metode Kuantitatif
	The grant system secara efektif mengaktifkan masyarakat kecil, terutama mereka yang sebelumnya pasif atau dikucilkan.

	6.
	Falanga et al. (2021)
	Green(er) Cities and Their Citizens: Insights from the Participatory Budget of Lisbon 
	Metode Campuran
	Pergeseran usulan warga terhadap ruang publik hijau, dengan peningkatan fokus pada taman dan penurunan penekanan pada pemulihan dan intervensi berbasis infrastruktur

	7.
	Szczepańska et al. (2022)
	Participatory Budgeting as a Method for Improving Public Spaces in Major Polish Cities
	Metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
	Diungkapkan bahwa penduduk kota memiliki prioritas yang sama terkait ruang publik, dan proyek-proyek sipil paling sering membahas pengelolaan lahan dan transportasi, yang menarik hampir 50% suara.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan
	8.
	Dewi et al. (2021)
	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli
	Metode Kuantitatif
	Terindikasi bahwa di kota-kota besar, pengalaman yang lebih lama dengan partisipasi anggaran berkorelasi dengan lebih banyak dana yang dialokasikan secara khusus untuk pelaksanaan dan pengelolaan partisipasi anggaran dalam anggaran program.

	9.
	Ruan et al. (2022)
	Social Network, Sense of Responsibility, and Resident Participation in China’s Rural Environmental Governance
	Metode Kuantitatif
	Partisipasi masyarakat dalam komunitas pariwisata berpengaruh positif terhadap dukungan mereka terhadap Tata Kelola Lingkungan Pedesaan Tiongkok

	10.
	Nemec et al. (2022)
	Unraveled Practices of Participatory Budgeting in European Democracies
	Metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
	Praktik penganggaran partisipatif di empat kota bervariasi, dipengaruhi oleh faktor institusional, budaya politik, dan tujuan kebijakan lokal.

	11.
	Murtin & Rahmawati (2023)
	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial
	Metode Kuantitatif
	Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan transparansi penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penganggaran.


Disambung ke halaman berikutnya 

Tabel 2.1. Sambungan
	13.
	Murray Svidroňová et al. (2024)
	Determinants of sustainability of participatory budgeting: Slovak perspective
	Metode Kuantitatif
	Keberlanjutan anggaran partisipatif dipengaruhi secara signifikan oleh komitmen pemerintah daerah, dukungan masyarakat, dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, ketersediaan regulasi serta pemanfaatan teknologi informasi juga turut mendukung keberlanjutan pelaksanaan anggaran partisipatif.


Sumber:  Data diolah peneliti, 2026
2.6. [bookmark: _Toc222841865]Kerangka Pikir  
Menurut Sugiyono (2017), Kerangka pikir dapat dipahami sebagai suatu sintesis yang menggambarkan keterkaitan antar variabel. Sintesis ini dikembangkan berdasarkan kajian mendalam terhadap berbagai teori yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis. Melalui proses analisis tersebut, kerangka pikir menghasilkan suatu sintesis baru yang berbeda dengan teori-teori sebelumnya, menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan terpadu. Kerangka pikir penelitian berperan penting dalam membantu penulis menyusun konteks dan gagasan penelitian secara lebih terstruktur. Visualisasi kerangka konseptual ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
[image: ]
[bookmark: _Toc152597855][bookmark: _Toc155553691]Gambar 2. 1 Kerangka Pikir
Sumber: Peneliti, 2026
[bookmark: _Toc152597213][bookmark: _Toc152598081][bookmark: _Toc155553860]
[bookmark: _Toc166539414][bookmark: _Toc166541267][bookmark: _Toc222841866]BAB III
[bookmark: _Toc155553861][bookmark: _Toc170879218][bookmark: _Toc222841867]METODE PENELITIAN
3.1. [bookmark: _Toc222841868] Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu secara mendalam. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. 
3.2. [bookmark: _Toc222841869] Pendekatan Strukturasi
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi menekankan pada interaksi antara struktur (aturan, sumber daya) dan agen (individu atau kelompok) dalam menciptakan dan mereproduksi praktik sosial. Menurut Giddens (1984), struktur tidak hanya membatasi tindakan, tetapi juga memungkinkan tindakan. Pendekatan ini cocok digunakan untuk memahami bagaimana partisipasi stakeholder dalam penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam terjadi dan bagaimana interaksi ini membentuk hasil kinerja program. 
3.3. [bookmark: _Toc222841870] Situs Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam, yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur. KPHP Delta Mahakam dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kehutanan​. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Kriteria tersebut antara lain:
1. Berperan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
2. Memiliki peran dalam penyusunan anggaran
3. Bersedia menjadi informan dalam penelitian ini
[bookmark: _Toc155553863]Tabel 3. 1 Informan Penelitian
	Informan
	Jabatan

	R
	Anggota KTH Ramah Lingkungan

	SA-1
	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

	SA-2
	Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam


Sumber: Peneliti, 2026
3.4. [bookmark: _Toc222841871] Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi partisipatif dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam. Menurut Patton (2015), data primer sangat penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena yang sedang diteliti​​. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi KPHP Delta Mahakam, laporan kinerja, literatur terkait, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sekunder ini berfungsi untuk memperkuat dan mengonfirmasi temuan dari data primer. Menurut Creswell (2014), data sekunder memberikan latar belakang dan konteks tambahan yang membantu dalam analisis dan interpretasi data​​.
3.5. [bookmark: _Toc155553864][bookmark: _Toc222841872] Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Wawancara Mendalam
Dilakukan dengan para pejabat KPHP Delta Mahakam yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Wawancara bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka mengenai partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. 
b. Observasi Non-Partisipatif 
Dalam observasi non-partisipan, peneliti mengambil peran sebagai pengamat eksternal yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas atau situasi yang sedang diteliti. Fokus peneliti adalah pada pencatatan dan analisis perilaku, interaksi, atau peristiwa yang terjadi secara natural. Pendekatan ini memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi karena peneliti tidak memberikan pengaruh atau terlibat dalam situasi yang diamati. Peneliti tidak terlibat langsung dalam beberapa kegiatan KPHP Delta Mahakam untuk mengamati secara langsung proses partisipasi dan interaksi antar stakeholder.
c. Dokumentasi secara merinci
[bookmark: _Toc155553865]Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, laporan kinerja, dan kebijakan yang diterapkan di KPHP Delta Mahakam​​.
3.6. [bookmark: _Toc222841873]Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan strukturasi. Menurut Giddens (1984) strukturasi adalah proses dimana struktur sosial dan agen individu saling mendorong dalam menghasilkan dan mereproduksi praktik sosial. Strukturisasi menekankan pentingnya memahami tindakan individu dalam konteks struktur sosial yang lebih besar.
Giddens (1984) menekankan bahwa analisis data dalam kerangka strukturasi harus mempertimbangkan dualitas struktur, yaitu bagaimana struktur membatasi dan memungkinkan tindakan individu. Dalam analisis data kualitatif, ini berarti memeriksa bagaimana tindakan individu terkait dengan aturan dan sumber daya yang ada, serta bagaimana tindakan ini, pada gilirannya, mengubah atau memperkuat struktur yang ada, proses analisis data dalam strukturasi dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Menguraikan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi tidak berpartipasi, dan dokumentasi secara rinci.
2. Menemukan tema-tema yang muncul dari data yang relevan dengan penelitian.
3. Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi untuk mempermudah analisis lebih lanjut.
4. Menyusun data dalam bentuk matriks atau tabel untuk menggambarkan hubungan antara berbagai tema dan kategori yang ditemukan.
5. Mengembangkan narasi yang menghubungkan temuan-temuan utama dengan teori strukturasi, menjelaskan bagaimana tindakan individu dan struktur sosial saling membentuk.
6. Menafsirkan temuan dengan mengaitkannya pada teori strukturasi, menjelaskan bagaimana struktur dan agen berinteraksi dalam konteks penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam.
7. Memperkuat teori yang ada berdasarkan temuan penelitian.
8. Menguji konsistensi dan validitas temuan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.
3.7. [bookmark: _Toc222841874]Keabsahan Data
Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi adalah metode pengujian keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber, teknik pengumpulan data, dan teori untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian. Menurut Denzin (2017), triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian dengan memanfaatkan berbagai perspektif. Patton (2015) Triangulasi sumber melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber data untuk mengonfirmasi dan memverifikasi temuan penelitian. Hal ini meningkatkan kredibilitas penelitian dengan menunjukkan bahwa temuan tersebut didukung oleh berbagai perspektif.


[bookmark: _Toc222841875]BAB IV
[bookmark: _Toc222841876]HASIL DAN BAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc222841877]Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. [bookmark: _Toc222841878]UPTD KPHP Delta Mahakam
UPTD KPHP Delta Mahakam adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Kota Samarinda, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 30, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Kantor ini mengelola kawasan hutan produksi di wilayah Delta Mahakam yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Anggana, dan Kecamatan Muara Badak. Kecamatan Muara Jawa memiliki luas wilayah sekitar 619,16 km² dengan delapan desa, di mana semua delapan desa berada di daratan. Kecamatan Anggana memiliki luas wilayah sekitar 1.798,80 km² dengan delapan desa, di mana lima desa berada di daratan dan tiga desa berada di wilayah kepulauan. Kecamatan Muara Badak memiliki luas wilayah sekitar 781,52 km² dengan empat belas desa, di mana sembilan desa berada di daratan dan lima desa berada di wilayah kepulauan.
4.1.2. [bookmark: _Toc222841879]Gambaran Umum Informan
Informan penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, anggota KTH Ramah Lingkungan; dan kedua, pejabat struktural yang menduduki posisi Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam. Informan pertama adalah R, seorang anggota KTH Ramah Lingkungan, yang ditemui pada 25 Februari 2025, pukul 11.17 WITA, di aula UPTD KPHP Delta Mahakam. Dalam penyusunan anggaran KPHP Delta Mahakam, R bertugas sebagai ketua seksi perikanan dari KTH Ramah Lingkungan, mewakili penyampaian aspirasi melalui komunikasi kepada pihak UPTD KPHP Delta Mahakam atas kegiatan fasilitasi dan pelatihan melalui proposal resmi yang diserahkan kepada UPTD KPHP Delta Mahakam. Karena kesibukan dan lokasi KTH yang jauh, informan baru dapat diwawancarai pada saat berada di kantor UPTD KPHP. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dalam suasana yang hening, dengan latar suara kedatangan dari pegawai lain yang sedang datang setelah melakukan rapat di luar kantor. Keterlibatannya secara langsung dengan masyarakat dan petugas UPTD KPHP membuat R dikenal sebagai pribadi yang ramah dan terbuka, sehingga proses wawancara dapat diselesaikan dengan cepat dalam waktu 32 menit 41 detik.
Informan kedua adalah SA-1 selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang ditemui pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 12.34 WITA di Ruang Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Delta Mahakam. Dalam penyusunan anggaran KPHP Delta Mahakam, informan SA berperan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas kegiatan tersebut. Sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, informan SA juga memiliki peran dalam penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Informan SA ditemui tepat sebelum jam istirahat kantor dalam kondisi waktu luang, sehingga wawancara dapat dilakukan secara fokus dan tanpa gangguan di ruang kerjanya. Situasi yang tenang dan tertutup ini menghadirkan suasana yang kondusif dan nyaman untuk berdiskusi. Informan SA juga merupakan pribadi yang ramah, terbuka, serta bersedia mengajarkan hal-hal yang belum saya pahami, bahkan di tengah waktu istirahatnya. Sikapnya yang cepat, tepat, dan lugas dalam memberikan penjelasan membuat suasana wawancara menjadi cair dan produktif. Wawancara dengan Informan SA berlangsung selama 35 menit 04 detik.
Informan ketiga adalah SA-2 selaku Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam yang ditemui pada 25 Februari 2025 pukul 15.05 WITA di Ruang Kepala Kantor UPTD KPHP Delta Mahakam; dalam penyusunan anggaran UPTD, beliau berperan memimpin tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian, serta setelah program dengan anggaran tersebut dijalankan turut memimpin tugas dan fungsi pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. SA ditemui atas arahan langsung dari pihak kantor dan rekomendasi SA-2, tepat setelah beliau selesai istirahat dan sedang menyelesaikan urusan pekerjaan, sehingga wawancara sempat jeda beberapa kali ketika satpam menyerahkan map amplop kepada SA; meski demikian, jeda tersebut tidak mengganggu alur diskusi. SA dengan kesibukannya memiliki pribadi yang sangat disiplin dan tegas dengan gaya bicara lugas dan formal; walau terkesan kaku, penjelasannya selalu jelas dan tepat sasaran dengan peraturan-peraturan yang tertulis, sehingga wawancara berlangsung dengan sangat fokus selama 55 menit 04 detik. 
4.2. [bookmark: _Toc222841880]Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan strukturasi dari Anthony Giddens (1984) dalam menganalisis data. Pendekatan ini menekankan adanya hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan individu, di mana keduanya saling memengaruhi dan membentuk praktik sosial yang berlangsung. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana keterkaitan antara kebijakan, aturan, dan sumber daya organisasi dengan tindakan para pelaksana di KPHP Delta Mahakam membentuk proses penyusunan anggaran serta pengembangan indikator kinerja. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana para pelaku di KPHP Delta Mahakam menafsirkan dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Para pelaksana juga berperan dalam menyesuaikan dan memperkuat struktur melalui tindakan serta keputusan yang diambil dalam kegiatan pengelolaan kehutanan dan perencanaan anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini menggambarkan proses timbal balik antara struktur dan agen yang secara berkesinambungan membentuk pola kerja organisasi.
4.2.1. [bookmark: _Toc222841881][bookmark: _Hlk212037934]Penyusunan Anggaran di KPHP Delta Mahakam yang Melibatkan Stakeholder
[bookmark: _Hlk212024324][bookmark: _Hlk212024425]Penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam merupakan tahapan penting dalam merancang dan mengatur pemanfaatan sumber daya untuk menunjang pelaksanaan berbagai program serta kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Proses ini meliputi perencanaan kebutuhan, penetapan skala prioritas kegiatan, hingga pengaturan pembiayaan agar setiap program dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam selain berfokus pada bagian teknis dan administratif, tetapi juga mengedepankan partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan seperti pemerintah daerah, kelompok tani hutan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam dapat dilihat dari upaya lembaga untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan hutan. Salah satu bentuk nyata dari keterlibatan tersebut tampak pada kegiatan pendampingan terhadap masyarakat yang tinggal dan bergantung pada kawasan hutan, sebagaimana dijelaskan oleh informan R sebagai berikut
“Nah karena ini berada di dalam kawasan hutan negara, nah jadi status kami itu usaha taninya berada di dalam kawasan negara, nah supaya legal makanya dari KPHP Delta Mahakam ini kan melakukan pendampingan terhadap eh… kami masyarakat, pemberdayaan, kepada mereka yang memang kehidupannya itu bergantung di… di dalam kawasan hutan yang di kelola KPHP Delta Mahakam. Nah, jadi supaya kami bisa mengakses eh… apa izin persetujuan perhutanan sosial gitu ya, salah satu yang apa yang bisa apa ya memberikan mereka akses legal itu salah satunya itu bentuk kelompok, Kelompok Tani Hutan.”

Masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan negara umumnya menjalankan usaha tani di dalam wilayah yang secara hukum merupakan area kelola negara. Agar aktivitas tersebut memperoleh kepastian dan pengakuan secara legal, KPHP Delta Mahakam berperan memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat tersebut. Pendampingan ini diarahkan untuk membuka akses mereka terhadap skema perhutanan sosial, yang mensyaratkan adanya wadah resmi berupa KTH. Melalui pembentukan KTH inilah masyarakat dapat mengajukan persetujuan pengelolaan secara sah, sekaligus menjadi bagian dari tata kelola hutan yang diatur oleh KPHP. KPHP dalam membentuk KTH menunjukkan bahwa proses legalisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat membutuhkan tahapan administratif yang jelas. Pembentukan KTH tidak hanya berkaitan dengan pendampingan, tetapi juga mencakup penetapan areal dan kelengkapan dokumen administrasi sebagai dasar pengajuan izin perhutanan sosial. Informan R jelaskan sebagai berikut
“Ehh kan kalau membentuk kelompok tani hutan kami harus ditentukan nih eeh.. apa… ehh… arealnya itu dimana aja, nah itu nanti kami kalau tahapan membentuk kelompok ini kan setelah kita mengikut arahan sosialisasi dari pihak KPH ke masyarakat tentang kawasan hutan, kemudian dimana tata cara pembentukan kelompok tani ada kami ngajukan, kemudian kami menyerahkan tuh administrasi KTP, KK, sama lokasi arealnya. Nah jadi kalau arealnya itu di dalam kawasan mereka KPHP Delta Mahakam, berarti kami masyarakatnya berada di dalam arealnya, tapi kalau dia alokasinya di luar areal KPHP Delta Mahakam yang disekitarnya itu kan itu berarti dia mereka letaknya di luar dari kawasan. KPHP Delta Mahakam ini memang 90% itu mangrove, jadi datarannya sedikit saja, daratannya maksudnya…”

Dijelaskan bahwa proses pembentukan KTH tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena harus mengikuti ketentuan yang sudah disosialisasikan oleh KPHP terkait status dan batas kawasan hutan. Setelah menerima arahan mengenai tata cara pembentukan kelompok, masyarakat kemudian mengajukan permohonan resmi dengan melampirkan dokumen identitas seperti KTP, KK, serta titik lokasi areal yang akan dikelola. Penetapan lokasi ini menjadi krusial karena menentukan apakah lahan tersebut berada di dalam wilayah kelola KPHP Delta Mahakam atau berada di luar kawasan tersebut. Perlui diingat sebagian besar area KPHP Delta Mahakam didominasi ekosistem mangrove, ruang daratan yang dapat digunakan masyarakat pun relatif terbatas. Verifikasi areal menjadi langkah awal yang penting sebelum proses lebih lanjut dalam tahapan perhutanan sosial. Fondasi utama dari proses awal perhutanan sosial yang sudah dijelaskan terdiri dari batas dan status areal. Namun, pemahaman terhadap perta dan informasi sosial di kalangan masyarakat tidak selalu seragam, sehingga upaya pendampingan menjadi sangat menentukan dalam meminimalkan potensi kekeliruan di lapangan. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut
“Kan ada peta.. nah kalau di masyarakat memang, kami awal-awalnya memang agak awam dengan peta gitu kan, nah tapi sekarang karena sudah sering ada pendampingan, sosialisasi, kami juga sudah ada pegang peta, peta kami sendiri juga kami pegang, jadi sudah ini sih… maksudnya apa.. sudah kecil lah untuk tumpang tindih, kecuali memang yang mereka ni agak minim pengetahuan gitu, yang yaa.. yang bisa dibilang mereka suka serobot-serobot gitu nah itu kemungkinan besar tumpang tindih.”

Keterbatasan yang dimilki masyarakat dalam memahami peta batas kawasan, terutama terkait dilineasi areal yang berada di dalam maupun di luar wilayah kelola KPHP merupakan awal saat penerapan perhutanan sosial.  Namun, seiring adanya pendampingan rutin dan sosialisasi yang diberikan oleh KPHP Delta Mahakam, pemahaman tersebut mulai meningkat. Masyarakat kini telah terbiasa mengakses dan menggunakan peta yang mereka miliki sendiri sebagai acuan dalam menentukan lokasi usaha atau area pengelolaan. Peningkatan literasi spasial ini membuat potensi tumpang tindih lahan semakin berkurang, meskipun kasus serupa masih mungkin terjadi pada kelompok yang minim pengetahuan atau yang cenderung melakukan penguasaan lahan secara serampangan. Seiring dengan meningkatnya kemapuan masyarakat dalam membaca batas kawasan maka proses penentuan areal yang dikelola KPHP mulai menjadi tepat sesuai sasaran. Yakni, pembentukan KTH tetap harus mengikuti syarat dasar terkait kejelasan areal dan riwayat pemanfaatannya oleh masyarakat. Informan SA-1 jelaskan hal ini sebagai berikut
“Kalau kita pemerintahan sudah pasti kita melayani semua Masyarakat secara sama, adil, tidak ada pembeda-pembedaan, sudah kita tekankan bahwa siapapun yang datang, membutuhkan pelayanan, misalnya pengen bentuk kelompok tani hutan boleh nggak “monggo silahkan” tapi ada syarat tetap, syarat mereka kalau pengen KTH harus jelas dulu, apakah ada area yang selama ini sudah dipakai untuk kebutuhan hidup mereka, dan kawasan hutan ya. Tapi kalau baru menyoba-nyoba ikut-ikutan nah itu mungkin kami, akan kita bedakan, beda ni makanya kita utamakan yang sudah eksis, yang sudah lama ketergantungan di kawasan hutan, dia mau bentuk KTH monggo silahkan. Kita register, kita bantu, nanti diregister oleh Kepala Dinas Kehutanan. Kemudian nanti kita bawa lagi mereka untuk ngajukan perhutanan sosial, agar nanti mereka boleh bermain dalam kawasan hutan.”

Penerapan prinsip pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam proses pembentukan Kelompok Tani Hutan, namun tetap mensyaratkan adanya keterkaitan nyata antara calon anggota dan areal hutan yang selama ini mereka manfaatkan. Persyaratan ini diperlukan untuk memastikan bahwa akses legal melalui skema perhutanan sosial diberikan kepada kelompok yang benar-benar bergantung pada kawasan hutan, bukan kepada pihak yang hanya ikut-ikutan tanpa dasar pemanfaatan sebelumnya. Setelah kesesuaian areal dan identitas kelompok diverifikasi, KPHP memfasilitasi proses registrasi hingga mendapatkan pengesahan dari Dinas Kehutanan, yang kemudian menjadi dasar bagi kelompok untuk mengajukan izin perhutanan sosial dan terlibat secara resmi dalam tata kelola kawasan.  Pelayanan yang selektif dalam pembentukan KTH sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh SA-1 juga berjalan selaras dengan pengelolaan program anggaran di tingkat pemerintahan, di mana terdapat pembedaan antara program administratif yang bersifat umum dan kegiatan khusus yang secara spesifik mendukung fungsi sektor kehutanan. Informan SA-2 sebutkan sebagai berikut
“Terima kasih, untuk di pemerintahan itu memang ada program yang sifatnya itu baku, yaitu untuk memenuhi kebutuhan minimal untuk kegiatan kantor yang sifatnya lebih ke administratif. Sedangkan untuk yang sifatnya kegiatan, artinya tentang tugas pokok dan fungsi daripada OPD kami, tentu ada lebih khusus lagi di spesifikkan terutama yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kehutanan.”

Penjelasan pernyataan SA-2 tersebut menunjukkan adanya pembedaan yang tegas dalam struktur program anggaran di instansi pemerintahan, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang kehutanan. Program-program administratif diposisikan sebagai kebutuhan dasar operasional kantor, sedangkan program kegiatan lebih diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama kelembagaan. Dalam konteks KPHP Delta Mahakam, program-program ini mencakup kegiatan teknis kehutanan yang dirancang secara khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pembagian alokasi sumber daya yang lebih terarah dan tepat sasaran. Struktur program anggaran yang strategis dan tepat sasaran ini juga tampak dalam praktik penyusunan RKPS oleh KPS disusun secara bertahap, misalnya seperti yang dijelaskan oleh Informan R
"Nah itu salah satu kewajiban kami sebagai KPS itu menyusun RKPS, yaitu Rencana Kerja Perhutanan Sosial untuk 10 tahun ke depan, nah di dalam rencana kerja itu, misalkan kami di tahun beberapa merencanakan kegiatan-kegiatan usaha, nah tapi di tahun ketiga kami mau mulai usaha ternak. Tapi saat itu kami baru punya lahannya saja, belum ada ternaknya. Nah kami ajukan ehh masukkan proposal mengajukan di KPHP, minta minta bantuan ternak gitu.."

Pernyataan Informan R menjelaskan bahwa salah satu kewajiban KPS adalah menyusun RKPS untuk jangka waktu sepuluh tahun. Dalam dokumen tersebut KPS merencanakan berbagai kegiatan usaha berdasarkan tahun pelaksanaannya. Informan R memberi contoh bahwa pada tahun ketiga mereka merencanakan usaha ternak, namun pada saat penyusunan RKPS kondisi kelompok masih terbatas, di mana mereka hanya memiliki lahan tanpa sarana ternak. Karena keterbatasan tersebut, KPS kemudian mengajukan proposal kepada KPHP untuk mendapatkan dukungan berupa bantuan ternak agar rencana usaha yang tercantum dalam RKPS dapat direalisasikan. proses perencanaan dan pengajuan kebutuhan kelompok umumnya dilakukan oleh pengurus KPS. Hal ini sejalan dengan pernyataan Informan R berikutnya yang menegaskan bahwa pengurus—seperti ketua, sekretaris, dan bendahara—memiliki peran lebih aktif dalam menyampaikan usulan kepada pihak KPHP maupun pemerintah. Informan R membagikan penjelasan sebagai berikut
“Kalau yang menyampaikan sih kami kebanyakan memang pengurus, ketua, serketaris, atau bendahara karena itu yang lebih aktif kan, lebih aktif ke pemerintah. Kalau anggota itu biasanya mereka menyampaikan ke kita pengurus misalnya “pak saya mau ini” nyampaikannya ke pengurus, lain langsung ke kita-kita.”

Pernyataan Informan R menunjukkan bahwa penyampaian kebutuhan dan usulan kegiatan kelompok umumnya dilakukan oleh pengurus KPS, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, karena mereka lebih aktif berhubungan dengan pihak pemerintah maupun KPHP. Anggota kelompok tidak menyampaikan usulan secara langsung, melainkan melalui pengurus yang kemudian meneruskan aspirasi tersebut. Mekanisme ini menggambarkan adanya alur komunikasi internal yang terpusat pada pengurus dalam proses penyampaian kebutuhan kelompok. Selain menjelaskan mekanisme penyampaian usulan melalui pengurus, Informan R juga mengungkapkan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan anggota pada umumnya berkaitan dengan kebutuhan bantuan dan dukungan yang lebih besar dari KPHP, sebagaimana terlihat. Informan R sampaikan sebagai berikut
“Harapannya, jadi mereka maunya alatnya banyak, bantuannya banyak, perhatiannya juga banyak, sering apa.. sering ada pelatihan apa… karena kalau.. mereka tu ya maunya banyak gitu..”

Digambarkan oleh informan R bahwa anggota KPS memiliki banyak harapan terhadap dukungan dari KPHP, baik berupa alat, bantuan, perhatian, maupun pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kelompok cukup beragam dan mereka menginginkan adanya peningkatan fasilitas serta pembinaan untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial. Harapan dan kebutuhan yang beragam dari anggota tersebut kemudian ditampung melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan proses penyaringan aspirasi dari tingkat tapak, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Informan SA-1 berikut ini
“Masih ada, makanya kan kita mencari RPJPd juga menyerap aspirasi dari tingkat tapak, kan ini memang ujung tombaknya KPHP Delta Mahakam adalah penyuluh-penyuluh kehutanan. Jadi setiap ada musrenbang tingkat desa, itu penyuluh kan mendengarnya keikut tuh, bersumbangsih pemikiran pemasukan, pemasukan juga aspirasi juga ditampung, nah dari situ juga dibawalah ke kecamatan, gitu terus mereka tuh, nah nanti baru nyampaikan ke kami “ini pak ada usulan ini pak, mereka ini ini” nah itu dituangkan di RPJP, RPJPd terutama. Kadang kalau di RPJP nya gak.. tapi rata-rata umumnya RPJP 10 tahun sudah kita siapkan tuh, programkan… untuk tampolan program tahunannya nanti. Harus ada, bottom up itu ada perencanaan bottom up dari bawah ke atas ya, gabisa kita langsung menyalahkan program-program tetiba kan gaboleh..”

Dijelaskan oleh informan R bahwa KPHP Delta Mahakam tetap menerima dan menampung aspirasi dari tingkat tapak melalui mekanisme perencanaan berjenjang. Penyuluh kehutanan menjadi ujung tombak dalam proses ini karena mereka mengikuti musrenbang desa dan mengumpulkan masukan serta kebutuhan dari masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dibawa ke tingkat kecamatan sebelum akhirnya disampaikan ke KPHP untuk diolah dan dimasukkan ke dalam RPJP atau RPJPd. Proses ini menunjukkan bahwa KPHP menerapkan pendekatan bottom-up dalam penyusunan rencana jangka panjang dan program tahunan, sehingga usulan dari bawah tetap menjadi dasar dalam perencanaan. Sejalan dengan mekanisme perencanaan yang menampung aspirasi dari bawah tersebut, Informan SA-2 turut menegaskan bahwa pendekatan penggalian kebutuhan langsung dari KTH juga menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas KPHP, sebagaimana dijelaskan pada pernyataan informan SA-2 berikut
“Eh.. sementara ini kita menjalankan eh.. apa.. tugas pokok kita sebagai kepala KPHP ini tidak lepas daripada tugas yang telah dituangkan di dalam.. di dalam pergub tadi. Namun demikian, sebenarnya bukan inovasi saya sendiri, saya lebih senang itu menggali itu dari bawah, apa sih kemauan daripada KTH, apasih kemauan daripada kelompok untuk meningkatkan ekonomi misalnya, atau meningkatkan kesejahteraan. Saya lebih menggali ke bawah, ketemu langsung, dan sifatnya itu menanya langsung ke KTH, apasih yang kalian mau. Kalau secara khusus, inovasi tidak ada, lebih memberikan atau menunggku apa yang diinginkan amsyarakat. Kita percuma juga kalau punya usulan yang “wah” tapi tidak berkesesuaian dengan kemauan masyarakat, sulit dilaksanakan. Beberapa waktu lalu, saya sempat memberikan semacam apa.. usulan kepada dinas kehutanan dalam bentuk diskusi semacam demplot untuk percontohan penanaman mangrove, yang berupa bedeng, supaya keberhasilannya itu bisa dilihat secara nyata. Namun demikian usulan apapun yang kita tawarkan ketika ini kita kalkulasikan dengan pembiayaan, dan kita sinkronkan kegiatan dan sub kegaitan yang ditawarkan dalam nomenklatur, kalau itu tidak ada, ini menjadi usulan yang sia-sia. Jadi sementara ini tidak ada inovasi yang kami sampaikan, kami cuma tunduk kepada nomenklatur kegiatan-kegiatan yang sifatnya konvensional saja.”

Pelaksanaan tugas KPHP tetap berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, kepala KPHP menekankan pentingnya menggali kebutuhan langsung dari KTH sebagai dasar penyusunan kegiatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pertemuan dan dialog untuk mengetahui apa yang dibutuhkan kelompok dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Informan juga menjelaskan bahwa usulan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau tidak tercantum dalam nomenklatur akan sulit direalisasikan. Karena itu, KPHP cenderung menjalankan kegiatan yang bersifat konvensional sesuai aturan, meskipun tetap membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dari rangkaian pernyataan Informan R dan SA-2 dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan program dan rencana kerja di KPHP Delta Mahakam menerapkan pendekatan bottom-up dengan menampung aspirasi KTH melalui mekanisme berjenjang dan peran aktif penyuluh kehutanan. Meskipun realisasi usulan tetap dibatasi oleh ketentuan nomenklatur dan ketersediaan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder pada tingkat tapak telah difasilitasi, namun implementasinya masih bergantung pada kesesuaian regulasi dan struktur anggaran yang berlaku. Informan SA-1 memberikan penjelasan mengenai alur penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam dan dasar regulasi yang menjadi acuannya. Sebagaiman yang dijelaskan informan SA-1 sebagai berikut
“Jadi KPHP Delta Mahakam sama seperti KPH KPH lainnya yang ber PT dinas kehutanan itu menyusun anggaran, kita berdasarkan ada eh berdasarkan pada regulasi juga sih yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan sekarang kan, kemarin yang mengacu pada program prioritas Kemenhut, kemudian turun ke tingkat provinsi itu ada Rencana kehutanan tingkat provinsi, kemudian turun lagi ada rencara kehutanan Tingkat tapak, tapak itu tadi ada PJ…. disitu kita nyusun anggaran, kita mengolah dulu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan jika berdasarkan KTH. Nah, kemudian kita menyesuaikan lagi, anggarannya ada gak? yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan seluruh rencana-rencana dan rencana program kegiatan tersebut.”

Menurut Informan SA-1, proses penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh Kementerian Kehutanan. Alur penyusunan dimulai dari program prioritas kementerian, kemudian diteruskan ke tingkat provinsi melalui Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, hingga ke tingkat tapak. Dalam praktiknya, KPHP terlebih dahulu mengolah dan mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kondisi serta aspirasi KTH, sebelum menyesuaikannya dengan ketersediaan anggaran. Penyesuaian ini diperlukan agar rencana program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai kapasitas pendanaan yang ada. Penjelasan tersebut diperkuat oleh Informan R, yang menggambarkan bagaimana proses penyesuaian kebutuhan kelompok dengan kemampuan anggaran juga terjadi pada tahap pengajuan proposal bantuan, terutama ketika membahas spesifikasi dan kesesuaian harga dengan dana yang tersedia. Disampaikan Informan R sebagai berikut
“Biasanya kan kami ditanya waktu masukkan proposal, ini mau spesifikasi yang seperti apa gitu, nah nanti misalkan kami menyampaikan biasanya sih kalau kelompok perhutanan sosial lah gitu, nyampaikan pasti yang tinggi-tinggi kan angkanya, mau yang bagus gitu. Nah, nanti dari sana ketersediaan anggaran untuk bantuan ini berapa nanti disampaikan kurang lebihnya, ohh dari KPH bisanya yang di harga segini gitu, kalau misalkan mereka bersedia ya dilanjutkan.”

Kelompok diminta menyampaikan spesifikasi kebutuhan yang mereka inginkan di dalam proposal. Meski kelompok sering mengusulkan bantuan dengan nilai yang cukup tinggi, KPHP kemudian menyesuaikannya dengan ketersediaan anggaran dan memberikan kisaran harga yang dapat dipenuhi. Jika kelompok menyetujui penyesuaian tersebut, proses pengajuan bantuan dapat dilanjutkan. Mekanisme ini menunjukkan adanya penyeimbangan antara kebutuhan kelompok dan kemampuan anggaran KPHP. Sejalan dengan proses penyesuaian kebutuhan dan anggaran tersebut, Informan SA-2 turut menjelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan UPTD KPHP dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan, sebagaimana dijelaskan oleh informan SA-2 sebagai berikut
“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang saya sampaikan tadi, bahwa UPTD KPHP menyelenggarakan beberapa fungsi, yang pertama adalah menyusun perencanaan program kegiatan pengelolaan hutan produksi, yang kedua melaksanakan tata hutan pada wilayah KPHP. Selanjutnya, yang ketiga pelaksanaan penyusunan perencana pengelolaan hutan KPHP. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP.”

Lebih lanjut, Informan SA-2 memperkuat penjelasan sebelumnya dengan menguraikan fungsi utama UPTD KPHP, yaitu menyusun perencanaan program, melaksanakan tata hutan, hingga mengelola pemanfaatan kawasan hutan. Fungsi-fungsi ini menjadi landasan dalam menjalankan tugas pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP. Penyusunan anggaran dan program di KPHP Delta Mahakam berjalan dalam kerangka regulasi dan fungsi kelembagaan yang telah ditetapkan, sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi KTH sesuai kapasitas pendanaan yang tersedia. Informan R kemudian menjelaskan bagaimana proses pengajuan bantuan dilakukan di lapangan, khususnya terkait penyesuaian dengan RKPS dan cara KPH menentukan kelompok mana yang diprioritaskan. Dijelaskan dengan pernyataan sebagai berikut
“Peralatan ekonomi apa, nah itu disesuaikan sama RKPS nya, kemudian diajukan aja proposalnya ke KPH, nah nanti KPH ada pertimbangan dan ada seleksi gitu kan, yang mana yang diprioritaskan kelompok kelompok yang mau dikasih bantuan.”

Dijelaskan oleh informan R bahwa jenis peralatan ekonomi yang dibutuhkan kelompok disesuaikan terlebih dahulu dengan RKPS. Setelah itu, kelompok mengajukan proposal ke KPH. Dari pihak KPH, proposal yang masuk kemudian dipertimbangkan dan diseleksi untuk menentukan kelompok mana yang diprioritaskan menerima bantuan. Proses ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kecocokan kebutuhan dengan rencana kerja serta prioritas yang ditetapkan KPH. Informan R menambahkan bahwa dalam penentuan bantuan tersebut juga diperlukan proses pengecekan dan pertimbangan lebih lanjut, sebagaimana pada pernyataan berikut oleh informan R
“Perlu crosscheck dan pertimbangan. Sebenarnya darisana maksudnya crosscheck itu ndak perlu ada beberapa, ada beberapa perlu bantuan yang harus disana cek, ground check lokasi gitu kan misalnya demplot gitu kan memang harus cek lokasi berkali-kali, nah tapi kalau kayak bantuan alat ekonomi produktif yang kayak seperti apa, penggiling daging gitu kan gaperlu mereka ke lokasinya kan, itu cukup via telepon saja gitu, atau kita kan selama ini sudah interaksi gitu udah tau sih kondisi kami gitu kan, tinggal di ini aja, konfirmasi telepon.”

KPH melakukan pengecekan dan pertimbangan terlebih dahulu. Untuk beberapa jenis bantuan, seperti demplot, diperlukan pengecekan langsung ke lokasi karena kondisi lapangan harus dipastikan berkali-kali. Namun, untuk bantuan peralatan ekonomi produktif seperti penggiling daging, pengecekan tidak perlu dilakukan secara langsung. Cukup melalui telepon karena KPH sudah sering berinteraksi dengan kelompok dan sudah mengetahui kondisi mereka. Proses ini menunjukkan bahwa cara verifikasi disesuaikan dengan jenis bantuan yang diajukan. Setelah menjelaskan proses verifikasi bantuan, Informan R juga menyinggung bahwa dalam hal penganggaran dan pengadaan peralatan, terdapat pembagian tugas dan pendampingan tertentu dari pihak kehutanan, sebagaimana dijelaskan Informan R
“Ehh kalau soal penganggaran… itu biasanya… lebih banyak diurus sama PPTK ya… kami sih nggak terlalu terlibat langsung gimana di situ. Tapi, kalau soal pengadaan peralatan untuk kegiatan itu ya ekonomi produktif, kami biasanya didampingi sama pendamping dari kehutanan.”

Untuk penganggaran, urusan ini akan ditangani oleh PPTK, seperti yang disampaikan oleh informan R, sehingga pihak kelompok tidak terlibat langsung dalam proses tersebut. Namun, ketika menyangkut pengadaan peralatan untuk kegiatan ekonomi produktif, kelompok tetap mendapatkan pendampingan dari pihak kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terlibat dalam penganggaran, kelompok tetap dibantu dalam proses pengadaan agar sesuai kebutuhan. Penjelasan tersebut didukung oleh pernyataan informan SA-1 yang menjelaskan bahwa proses penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme dan pagu yang ditetapkan KPHP, sehingga urusan anggaran berada di ranah internal KPHP, bukan kelompok, lebih lengkapnya dijelaskan informan SA-1 sebagai berikut
“Kebetulan di UPTD KPHP Delta Mahakam, seperti KPH KPH lain juga kan memiliki anggaran besar nih. makanya, ketika menyusun anggaran kita melihat PAGU, persediaan pagu yang dibagi-bagi oleh Dinas Kehutanan. Jadi contoh semisalnya kita memang ada beberapa menu wajib yang ada disiapkan oleh Kementerian, namanya RKP (Rencana Kerja dan Penganggaran) terus ada menu pilihan, menu pilihan kegiatan apa saja yang ada, tapi kegiatan utama yang di amanahkan oleh diikuti oleh dinas kehutanan itu seksi perencanaan yang bukan seksi perencanaan dua seksi ya, perencanaan di bawah seksi perlindungan dan permbedayaan Masyarakat, satu TU di depan ya.”

Pernyataan informan SA-1 menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di UPTD KPHP Delta Mahakam dilakukan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan melalui RKP, baik untuk menu wajib maupun menu pilihan. Kewenangan penentuan alokasi berada pada seksi perencanaan di bawah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga proses anggaran menjadi domain internal KPHP. Dengan ini menegaskan kelompok hanya berperan menyampaikan kebutuhan tanpa terlibat langsung dalam penganggaran. Sejalan dengan penegasan tersebut, bagian selanjutnya menjelaskan lebih rinci bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan, termasuk penggunaan kertas kerja manual dan acuan harga satuan dalam SIPD. Dijelaskan oleh informan SA-1 sebagai berikut
“Nah dari empat tadi saya sebutkan, itu semua kita susun anggarannya berdasarkan kertas kerja yang kita susun secara manual dulu kan, kemudian kita – dengan standar harga satuan yang tersedia di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).”

Pernyataan SA-1 menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dimulai dari kertas kerja yang disusun manual sebagai dasar perencanaan, kemudian nilai-nilai dikalibrasi menggunakan standar harga satuan resmi di SIPD. Menegaskan adanya prosedur teknis yang mengarah pada acuan daerah untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan kesesuaian dengan PAGU yang telah ditetapkan. Informan SA-1 mempertegas dengan pernyataan berikut
“Terus ada aplikasi sudah  yang disiapkan, nanti kita susun, kita mengolah rencana kerja anggaran, kita pakai aplikasi tuh, gabisa lagi nyusun manual kayak dulu, kita klik klik klik yang mana kita butuhkan.”

Proses tersebut menunjukkan bahwa penyusunan anggaran kini dilakukan melalui aplikasi, sehingga rencana kerja diolah secara lebih terstruktur dan mengikuti standar sistem yang telah ditetapkan. Lebih lanjut mengenai bagaimana aplikasi SIPD digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan belanja. Informan SA-1 menjelaskan sebagai berikut
“Disitu ada misalnya penyusunan RPJP, RPJP berarti kita membutuhkan paling enggak ada belanja jasa narasumber misalnya, narasumber untuk membantu menyusun RPJP kan. Nah itu kita siapkan, kita klik, kita cari, mana di SIPD tadi jasa narasumber yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita membutuhkan narasumber yang kompeten dengan lulusan S3 misalnya, muncul tersedia tuh tinggal di klik, terus kita pilih berapa bulan kita membutuhkan dia, entah satu bulan saja, dua bulan, tiga bulan, kita pilih itu di SIPD nya”

Pernyataan informan SA-1 menerangkan bahwa aplikasi SIPD memungkinkan pemilihan komponen anggaran secara terperinci, misalnya belanja jasa narasumber untuk penyusunan RPJP dengan parameter kualifikasi dan durasi penugasan. Mekanisme “klik–pilih” dengan kesesuaian alokasi terhadap kebutuhan program. Pemanfaatan fitur tersebut kemudian diikuti dengan proses klarifikasi kebutuhan dari pihak kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan berikut oleh Informan R
“Biasanya kan kami ditanya waktu masukkan proposal, ini mau spesifikasi yang seperti apa gitu, nah nanti misalkan kami menyampaikan biasanya sih kalau kelompok perhutanan sosial lah gitu, nyampaikan pasti yang tinggi-tinggi kan angkanya, mau yang bagus gitu. Nah, nanti dari sana ketersediaan anggaran untuk bantuan ini berapa nanti disampaikan kurang lebihnya, ohh dari KPH bisanya yang di harga segini gitu, kalau misalkan mereka bersedia ya dilanjutkan.”

Informan R menjelaskan adanya negosiasi antara kelompok dan KPH dalam menyesuaikan spesifikasi usulan dengan batas ketersediaan anggaran. Adanya partisipasi kelompok dalam pengusulan, namun keputusan akhir dan realisasi bantuan bergantung pada kapasitas anggaran KPH sehingga menuntut kompromi antara kebutuhan ideal kelompok dan keterbatasan sumber daya. Fokus pada pelaksanaan teknis di lapangan, lebih lanjut dijelaskan informan SA-1 sebagai berikut
“Tinggal melaksanakan, jalan kegiatan di lapangan nanti buka DPA, oh ini, penyusunan RPJP, kita harus kemarin ada narasumber diperbolehkan dua orang selama dua bulan misalnya. Langsung kita proses, kita bersurat kemana kita membutuhkan, ke UNMUL misalnya, Fahutan UNMUL, minta dua orang dosen atau peneliti untuk membantu penyusunan RPJP.”

Informan SA-1 menjelaskan bahwa spesifikasi dan PAGU disepakati, pelaksanaan teknis dilanjutkan dengan pembukaan DPA dan pemenuhan kebutuhan narasumber melalui mekanisme resmi. Penggunaan anggaran juga dapat diperluas untuk rekrutmen tenaga bakti di KPH melalui skema pembiayaan tertentu, seperti dana bagi hasil dan reboisasi, sebagaimana informan SA-1 jelaskan sebagai berikut
“maka kelebihan anggaran kita bisa merekrut bakti tenaga-tenaga bakti dibawah yang ditempatkan setiap KPH tu ada 15 orang, nanti dianggarkan oleh melalui dana bagi hasil, dana reboisasi.”

Pemanfaatan sisa anggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan sumber daya tambahan di lapangan, seperti perekrutan tenaga bakti di setiap KPH yang dibiayai melalui dana bagi hasil dan reboisasi. Informan R menambahkan dukungan anggaran juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas di lapangan, seperti pelatihan, yang pelaksanaannya bergantung pada alokasi dana dari KPH. Informan R jelaskan sebagai berikut
“Enggak, enggak tiap minggu gitu. Jadi kalau pelatihan ini kan eh kalau kasi ini kan perlu biaya tinggi, kalau ke wilayahnya delta mahakam.. jadi kalau mau mengadakan pelatihan itu pasti berkaitan sama anggaran yang disediakan di KPH gitu, atau ada pihak luar yang ngadakan yang melibatkan kelompok, nah itu bisa mengundang KPHP utnuk hadir, biasanya saling kolaborasi aja, bisa dari dinas mengadakan pelatihan, atau dari KPHP.”

Informan R menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan tidak dilaksanakan secara rutin karena memerlukan biaya yang cukup besar. Pelaksanaan pelatihan bergantung pada anggaran yang tersedia di KPH atau melalui kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti dinas atau lembaga lain yang melibatkan kelompok. Pelatihan juga mempertimbangkan usulan langsung dari kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh SA-2 sebagai berikut
“Sedangkan kaitannya dengan Kelompok Tani Hutan sendiri, kalau kita mengadakan pelatihan, tentu saja kita memberikan pematerinya sesuai dengan bidang dan tugasnya, sesuai profesinya. Ada beberapa kegiatan pelatihan selama tahun 2023, 2024 ini kami lakukan. Ini dasarnya adalah sebagian itu memang permintaan dari kelompok masyarakat.”

SA-2 menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan disesuaikan dengan kompetensi pemateri dan dilaksanakan atas dasar permintaan kelompok. Dukungan terhadap dijelaskan lebih lanjut oleh SA-2 mengenai kegiatan pelatihan tersebut juga tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat yang lebih luas terhadap program-program KPHP, sebagaimana dijelaskan pernyataan SA-2 berikut
“Selama ini kalau kolaborasi, kita dengan masyarakat ini sudah jalan dengan baik, dalam artian apa yang kita lakukan untuk mencapai program dan kegiatan didukung oleh masyarakat. Untuk KPHP sendiri, baik itu kegiatan perlindungan hutan, maupun kegiatan perhutanan sosial, sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Buktinya apa? Buktinya untuk perlindungan hutan kita sudah mempunyai yang namanya tuh masyarakat mitra polhut. Kita juga bisa membentuk namanya MPA (Masyarakat Peduli Api), dalam melaksanakan kegiatan, mereka kita libatkan mereka juga terlibat secara aktif kalau itu ada kegiatan berupa pemadaman. Kaitannya dengan perhutanan sosial buktinya apa? Dukungan masyarakat buktinya dengan banyaknya perizinan yang sudah keluar dari KLHK, jumlahnya 29 persetujuan perhutanan sosial, ini legal yang dikeluarkan dari kementerian. Sedangkan yang masih dalam berupa kelompok tani hutan yang teregister di dinas hutan, di dinas kehutanan ini jumlahnya juga sudah belasan, sudah.. artinya apa ini merupakan dukungan masyarakat untuk KPHP Delta Mahakam, mungkin itu.”

SA-2 menambahkan bahwa dukungan masyarakat terhadap program KPHP tercermin melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan perlindungan hutan dan perhutanan sosial. Bentuk partisipasi tersebut antara lain melalui pembentukan mitra polhut, MPA, serta tingginya jumlah persetujuan perhutanan sosial dari KLHK dan kelompok tani hutan yang telah teregister di dinas. Menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin telah berjalan secara fungsional dan mendapat respon positif dari masyarakat. Informan R juga menambahkan masyarakat juga kerap berkomunikasi melalui telpon sebagaimana informan R sampaikan sebagai berikut
“…selalu nyampaikan keluhannya di mana-mana… pas telfonan juga…”

Penyampaian keluhan tersebut menunjukkan keinginan masyarakat tetap terlibat bahkan melalui komunikasi informal seperti percakapan via telepon. Pelaksanaan program di tingkat lapangan mengikuti alur yang terstruktur, dimulai dari kesepakatan atas spesifikasi dan pagu anggaran, dilanjutkan dengan pembukaan DPA dan pemenuhan kebutuhan teknis secara formal, seperti pengadaan narasumber. Sisa anggaran dimanfaatkan untuk mendukung operasional, termasuk perekrutan tenaga bakti. Kegiatan pelatihan berjalan secara kondisional, tergantung ketersediaan anggaran atau inisiatif kolaboratif dari pihak luar, namun tetap menyesuaikan permintaan dari kelompok. Sementara itu, partisipasi masyarakat terlihat nyata, baik melalui keikutsertaan dalam program maupun penyampaian aspirasi melalui jalur komunikasi informal.
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4.2.2. [bookmark: _Toc222841882]Dampak Keterlibatan Stakeholder terhadap Pencapaian Kinerja Program di KPHP Delta Mahakam
Dampak keterlibatan stakeholder mengacu pada sejauh mana partisipasi aktif pihak eksternal seperti masyarakat, akademisi, LSM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha memengaruhi keberhasilan suatu program, baik dalam tahap perencanaan dan penyediaan sumber daya atau input, proses pelaksanaan dan pencapaian hasil atau output, hingga hasil jangka panjang atau outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan program di KPHP Delta Mahakam, keterlibatan ini tampak melalui kontribusi nyata dalam bentuk pelatihan, penyediaan peralatan, hingga dukungan pendanaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun program pemerintah. Dukungan tersebut turut memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan dan memperluas jangkauan program, termasuk dalam distribusi dan pemasaran hasil. Dampaknya tidak hanya memperlancar jalannya program, tetapi juga meningkatkan kapasitas kelompok, pencapaian kegiatan di lapangan, serta kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari keterlibatan tersebut tercermin dari yang disampaikan informan R sebagai berikut
“Jadi waktu itu datang ke bimtek pelatihan penggunaan alat sekaligus praktek bikin pelet”

Pelatihan tersebut bersifat praktis dan lebih lanjut lagi KPHP memberikan pelatihan lainnya yang dijelaskan lebih lanjut oleh informan SA-2
“Kalau mereka tidak bisa menyuarakan pelatihan, kami memberikan opsi ohh cocoknya pelatihannya ini sesuai dengan potensi yang ada di KTH. Misalnya KTH nilam, karena mereka disitu memproduksi lidi nimpah, kami memberikan menawarkan pelatihan yang diversifikasi mereka tidak cuma membuat lidi, mereka bisa menghasilkan lainnya, tempat-tempat misalnya, tempat penyimpanan barang yang terbuat dari lidi nimpah, atau membuat keranjang atau membuat tempat yang bahan bakunya itu dari daun nipah. Ada juga membuat sirup dari nipah, ini disesuaikan dengan potensi alamnya, yang kita tawarkan. Juga, bahkan mereka bisa meminta disesuaikan, ada pelatihan misalnya membuat kaldu dari kepala udang karena di KPHP Delta Mahakam ini produksi udangnya banyak, dan selama ini udang itu kepalanya cuma dibuang saja, jadi kita optimalkan dengan memberikan pelatihan  dan mendatangkan narasumber, instruktur yang memang bisa untuk memberikan pelatihan.”

Informan SA-2 menjelaskan bahwa apabila kelompok tidak mengusulkan kebutuhan pelatihan secara langsung, KPHP aktif menawarkan paket pelatihan yang disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya diversifikasi produk dari lidi nipah atau pemanfaatan kepala udang dengan mendatangkan narasumber sesuai kompetensi. Pemberian pelatihan bersifat merupakan inisiatif dari KPHP, ada juga perbedaan sumber dukungan, di mana beberapa jenis bantuan material seperti pupuk lebih banyak disalurkan melalui dinas sebagaimana dijelaskan oleh informan R sebagai berikut
“Engga, kalau sejauh ini belum ada bantuan pakan pupuk gitu belum ada, kalau dari KPHP. Tapi kalau dari dinas, ada sih bantuan yang satu paket, ohh yang ini baru-baru aja sih dari KPHP yang satu paket ada pupuknya untuk apa.. pembangunan hutan rakyat, tapi Kelompok Tani Hutan, bukan KPS.”

Bantuan pakan dan pupuk umumnya disalurkan oleh dinas, KPHP hanya baru memberikan paket terbatas untuk pembangunan hutan rakyat yang dialokasikan kepada Kelompok Tani Hutan, bukan KPS. Di samping paket dinas, dukungan material juga datang dari CSR seperti yang dijelaskan informan SA-2 sebagai berikut
“Kalau dengan kegiatan lainnya adalah CSR tentu disesuaikan dengan kemampuan dari pihak yang menyokongnya. Misalnya ada KPH kami Muara Jawa, di Muara Kembang, itu diberi bantuan alat oven untuk mengeringkan lidi dari nipah, ini diberikan bantuan dari Pertamina Foundation. Karena pihak Pertaminyanya cukup mempunyai dana, mereka mendapatkan bantuan.”

Dukungan CSR disesuaikan dengan kapasitas pemberi dana, Kondisi ini berlanjut pada peran berbagai pihak lain yang ditambahkan oleh informan SA-2 sebagai berikut
 “ehh ada beberapa stakeholder yang melaksanakan kegiatan di wilayah kerja KPHP Delta Mahakam, yang bersentuhan dengan para petani, para kelompok tani hutan, yang ada di wilayah KPHP Delta Mahakam. Contohnya sendiri adalah pihak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selain kami dari provinsi, di bawah dinas kehutanan, KPHP Delta Mahakam, pihak kabupaten kukar sendiri juga berbagai macam bantuan diberikan kepada kelompok tani hutan itu, contohnya pemberian liner udang, liner udang. Ini cukup banyak diberikan, untuk catatannya kami tidak… secara khusus tidak tau, yang jelas ketika memberikan bantuan, kami ada di tempat yang bersangkutan. Ada juga bantuan lainnya seperti, kapal.. kapal untuk para petambak. Disini mereka mendapatkan bantuan kapal, sedangkan pihak lain yang memberikan bantuan itu sepertu Pertamina Foundation itu juga ada memberikan berbagai macam bantuan, baik berupa alat ekonomi produktif, maupun bantuan lainnya. Yang seperti saya sampaikan tadi, mereka ada memberikan bantuan seperti.. apa ini.. alat pengering begitu, dan bantuan lainnya. Sedangkan untuk KPHP kami sudah sampaikan tadi berbagai macam juga kami beri bantuan selain alat ekonomi produktif, kami juga membuat..,, memberikan bantuan berupa fasilitas jembatan, maupun gazebo yang bisa dijadikan tempat wisata, dan juga kami memberikan sebagian beberapa kapal kepada KTH. Jadi secara umum, berbagai pihak yang ada melakukan aktivitas di wilayah kerja KPHP Delta Mahakam ini memberikan berbagai macam bantuan kepada kelompok tani yang ada di sekitar wilayah kerja kami.”

Keterlibatan berbagai pihak dalam penyediaan dukungan material dan fasilitas bagi KTH, meliputi bantuan teknis dan infrastruktur dari pemerintah kabupaten, dukungan CSR dari swasta, serta program dan fasilitas yang difasilitasi KPHP di lokasi. Bentuk bantuan seperti liner udang, kapal, oven pengering, alat produksi, jembatan, dan gazebo disalurkan sesuai kebutuhan kelompok. Hubungan antar pemangku kepentingan memperluas jangkauan dan memperkuat kapasitas KTH sehingga pelaksanaan program di lapangan menjadi lebih menyeluruh dan berdampak. Peran ini berlanjut di akademisi, (Non-Governmental Organization) NGO, dan BUMN yang turut memberikan dukungan teknis, program, dan pendanaan sebagaimana sebagaimana disampaikan informan SA-1 sebagai berikut
“Stakeholder tu kan berarti ada akademisi tadi, akademisinya sudah pasti, fungsi anggaran kita tadi saya singgung tadi kan, kita pakai narasumber aja jadi tenaganya dari mereka. NGO sudah pasti, kayak di Delta Mahakam ni paling sering berkolaborasi dengan Delta Mahakam adalah Yayasan Mangrove Lestari, itu paling sering itu, baru ada juga  GGGI itu aktif juga, dana nya juga termasuk yang BUMN, Pertamina, nah itu juga itu kemitraan di Delta Mahakam, sering kolaborasi untuk kegiatan, jadi mereka ada program-programnya sendiri-sendiri juga nih yang untuk kaitannya dengan kebudayaan masyarakat dan pemberdayaan lingkungan, sudah pasti itu. Tetapi juga mendorong tu mereka menggerakan isu strategis di Delta ni dua isu, pemberdayaan lingkungan maupun pemberdayaan masyarakatnya itu harus dimasukkan dalam program utama setiap stakeholder, banyak itu.”

keterlibatan stakeholder dalam program KPHP Delta Mahakam disampaikan oleh informan SA-1 penyediaan tenaga ahli melibatkan NGO dan BUMN. Berbagai organisasi ini menjalankan program masing-masing yang mendukung pemberdayaan lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendorong integrasi isu strategis tersebut ke dalam agenda utama para pemangku kepentingan. Pandangan ini turut diperkuat oleh informan SA-2 yang menyampaikan berikut
“Baik, ada beberapa kegiatan pelaku atau pelaksana kegiatan di KPHP Delta Mahakam, baik dari instansi kami sendiri (KPHP) maupun pihak di luar instansi, seperti yang dilakukan oleh pihak BPDAS (Balai Pengelolaan Dasar Aliran Sungai) Mahakam berau, ada juga pihak swasta seperi Pertamina Foundation, ada juga pihak dari pemegang izin PPKH seperti grup bayan, grup indeksi, dan lainnya. Ada juga NGO yang melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.”

Hal ini dipertegas informan SA-2 bahwa pelibatan pihak eksternal mencakup berbagai institusi dan sektor, baik pemerintah maupun swasta, yang turut menjalankan kegiatan di wilayah KPHP Delta Mahakam. Kerjasama ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk formal seperti yang disampaikan informan SA-1 berikut ini
“Sama tadi ada… ada salah satu DPA kami tadi yang judulnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha. Nah itu untuk yang pertamina, operator pertamina mereka pengguna Kawasan hutan tuh. Jadi tuh kita tiap tahun tuh ada kita rapat baru ke lapangan, melihat kerjaan-kerjaan mereka, termasuk program pemberian Masyarakat mereka apa saja, itu sudah pasti kita akan ada itu evaluasi. Terus dengan NGO juga tadi, kita kumpul-kumpul, talking morning atau melihat acara-acara apa di hotel, diundang, gatau nih kalau di 2025 apakah masih ada hotel atau enggak. Biasanya kami sediakan aja di kantor, kita di ruang rapat sambil minum kopi atau teh berdiskusi di situ. Kenyataannya mereka memang membutuhkan hal-hal formal seperti itu, ketemu dengan KPHP untuk bahan mereka laporan lampiran untuk laporan mereka untuk ke donator mereka, nah itu mereka juga menjadi menu wajib juga untuk berkoordinasi juga dengan KPH”

Pentingnya forum koordinatif yang bersifat formal maupun informal dalam menjaga sinergi lintas pihak, termasuk pelaku usaha dan NGO. Kerjasama tersebut juga diperkuat melalui diskusi teknis dengan kalangan akademisi, sebagaimana dijelaskan informan SA-2 sebagai berikut ini
“Untuk mengatasi tantangan teknis itu, kita selalu mengadakan berbagai macam kegiatan baik itu dengan berbagai pihak seperti pihak akademisi, kami juga sering melakukan diskusi, FGD, pertemuan, dan lain sebagainya yang sifatnya bersifat teknis. Bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di lapangan. Banyak Stakeholder yang terlibat untuk mengatasi teknis ini, berbagai macam instansi atau lembaga pendidikan baik yang di dalam maupun di luar juga sering kami melakukan diskusi-diskusi terkait dengan masalah teknis seperti ini, demikian.”

Keterlibatan akademisi dan berbagai pihak dalam diskusi teknis menjadi strategi utama untuk menghadapi tantangan di lapangan. Hal ini dilengkapi dengan upaya komunikasi intensif kepada para pemangku kepentingan di tingkat kelompok, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh informan SA-2 sebagai berikut
“Selama ini kita untuk mengatasi sistem yang sudah baik ini kita ya, harus meningkatkan komunikasi kepada KPH KPH. Tentu saja KPH ini bukan individu yang bekerja, KPH ini adalah sekelompok orang, beberapa orang, banyak orang, banyak kepala, yang berbagai macam keinginan dan kepentingan. Ini bagian daripada dinamika kerja kelompok yang harus kami hadapin, mungkin tidak semua bisa menerima tawaran dari KPHP, tapi kami terus mencoba mengkomunikasikan dengan para ketuanya, ketua atau tokoh masyarakatnya. Selama ini itu yang sudah kami lakukan untuk mendukung kegiatan KPHP Delta Mahakam.”

Pentingnya komunikasi yang disorot oleh informan SA-2 dalam menghadapi dinamika kelompok dan perbedaan kepentingan di internal KPH, terutama melalui pendekatan kepada tokoh atau ketua kelompok. Dinamika yang juga disorot oleh informan SA-1 sebagai berikut
“Walaupun dalam prosesnya ada kendala tadi kan, ada masyarakat ragu atau apa tapi tetap bisa terpenuhi, karena kalau ada keraguan kita eh… masi banyak KTH-KTH yang lain yang aktif mengusulkan atau berpotensi penyusunan untuk bangunkan “ayok, masi semangat atau usulkan” itu kita pancing juga kalau kurang. Jadi, kendalanya… kalau kendala pasti ada. Kalau secara umumnya, pasti kalau ada kendala akan menghambat tujuan udah pasti kan.”

Lebih lanjut lagi dukungan tersebut dijelaskan oleh informan SA-1 dengan berikut ini
“Nah itu mungkin yang kita elemen yang kita butuhkan, kemudian para pihak tadi, dukung para pihak. Selama ini bagus sih dukung para pihak, nanti semua yang berkegiatan di kawasan Delta Mahakam tu sepaham gitu loh, kita harus memulihkan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat di dalamnya, jadi saling.. berdampingan jalan, jadi simbiosis mutualismenya dapat gitu kan. Kalau nggak gitu masyarakat cuman lalu lalang, tapi mereka tidak diberi bantuan-bantuan atau bimbingan itu tidak akan jalan semua”

Partisipasi berbagai pihak memperkuat kerjasama, tetapi juga membangun pemahaman bersama bahwa pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan. Menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana masyarakat tidak sekadar menjadi objek, tetapi turut dilibatkan secara aktif melalui pendampingan dan pemberian bantuan. Kerjasama ini kemudian diturunkan ke dalam praktik selektif dalam penyaluran bantuan, di mana prioritas diberikan kepada kelompok yang menunjukkan inisiatif, kreativitas, dan konsistensi dalam pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana informan SA-1 jelaskan dengan pernyataan berikut
“Nah itu nanti, artinya kita gaada beda-bedakan, kemudian nanti mengalir saja, dana yang tersedia untuk hutan sosial nah itu kita nah yang disini mungkin kalau mau diasumsikan beda boleh, karena dari seluruh KTH yang punya izin akhirnya menjadi Kelompok Perhutanan Sosial itu tidak semuanya aktif kan, ada juga yang diem aja gak ngapa-ngapain, nggak ada perubahan, hutan mungkin tetap dibukanya, itu tidak kita akan beri untuk bantuan alat-alat produktif tadi. Tapi beda dengan mereka yang aktif, mereka ikut bertanam terus yakan, baru mereka kreatifnya inovasinya ada menghasilkan hasil turunan produk-produk kehutanan, itu kita bantu, apa kebutuhan mu misalnya, alat pemotong daging, mungkin pengawet, cincang ikan atau apa ya kan, makanan tambak, ikan tambak atau apa nanti kita beri bantuan. Termasuk ekowisata mereka minta bantuan gazebo, nah itu kita liat, oh aktif memang KTH nya, terus direkomendasi oleh penyuluh kehutanan kami. “iya pak bagus pak KTH nya pak” untuk mereka, memancing yang lain juga untuk juga lebih aktif, seperti itu.”

Berdasarkan yang dijelaskan SA-1 bantuan alat produktif difokuskan kepada KTH yang aktif dan inovatif dalam mengelola potensi kehutanan sosial. Kelompok yang menunjukkan konsistensi dalam menanam, menghasilkan produk turunan, serta berinisiatif mengembangkan ekowisata, akan mendapatkan dukungan berupa alat sesuai kebutuhan. Penilaian ini juga mempertimbangkan rekomendasi dari penyuluh lapangan, sebagai bentuk seleksi partisipatif yang sekaligus mendorong kelompok lain untuk lebih aktif. Aktivitas ini sesuai dengan pencapaian target program yang telah ditetapkan. SA-1 kemudian menegaskan dengan pernyataan berikut
“Kalau nya program, selama yang beberapa tahun terakhir ni kita 100% terpenuhi pasti, ya kan terpenuhi. Misalnya, hutan sosial itu 1000 hektar, dari KPHP Delta Mahakam akan diusulkan untuk perhutanan sosial, atau ini kan kita 1134 hektar kita usulkan, artinya memenuhi program, target dari ada 12 KTH ngusulkan itu 1100an lebih 1134 nah itu untuk perhutanan sosial.”

Target luasan perhutanan sosial yang diusulkan oleh KPHP Delta Mahakam yang disampaikan tercapai sesuai rencana, bahkan melebihi seribu hektar sebagaimana diajukan oleh dua belas KTH aktif, menunjukkan bahwa program yang dijalankan mampu menjawab target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah. Capaian tersebut didukung dengan pernyataan SA-2 yang menyebutkan
“Kalau program pengelolaan hutan, itu salah satunya pengelolaan perencana tata hutan, kesatuan pengelolaan hutan atau disebut KPH (Kewenangan Provinsi), sedangkan kegiatan yang kedua adalah kegiatan perencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Kegiatan lainnya adalah pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, ada juga kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan, ditambah lagi ada kegiatan-kegiatan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.”

Uraian yang disampaikan informan SA-2 menggarisbawahi cakupan tugas KPHP yang meliputi pengelolaan perencanaan tata hutan, pemanfaatan kawasan hutan produksi dan lindung, rehabilitasi kawasan non-hutan, serta perlindungan hutan. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari mandat kewenangan provinsi yang dijalankan oleh KPHP. Sejalan lagi dengan apa yang disampaikan oleh informan SA-2 dengan pernyataannya sebagai berikut
“Sedangkan untuk lebih khususnya, di dalam ehh bidang kehutanan, kami dititpin ada dua program yaitu program pengelolaan hutan, dan program.. ada 3! program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, itu yang kedua, yang ketiga program pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.”

Bidang kehutanan terdiri atas tiga program inti pengelolaan hutan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, serta pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga program itu diturunkan lagi ke tahapan kegiatan yang ditambahkan dengan pernyataan SA-2 berikut
“Kita dari program, diturunkan ke kegiatan, diturunkan lagi ke sub kegiatan, tentu dari pemerintah daerah sudah mematok target kita di masing-masing sub kegiatan ada output luaran yang telah ditentukan. Misalnya dalam penanaman, targetnya dipatok misalnya 50 hektar. Nah tentu, saya selaku kepala KPHP Delta Mahakam akan melaksanakan mencapai target yang 50 hektar yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tentu saja saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan itu, baik dari perencanaan, dalam pelaksanaan, maupun dalam hal pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan program kegiatan dan sub kegiatan lainnya, saya mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan kegiatan ini sampai akhir tahun, sampai tercapai tujuan yang telah ditetapkan, demikian.”

Rangkaian pernyataan menunjukkan bahwa program diturunkan secara berjenjang dari program ke kegiatan dan subkegiatan dengan target output yang jelas, misalnya target penanaman 50 hektar per subkegiatan; kepala KPHP bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi agar target itu tercapai hingga akhir tahun. Hal ini menegaskan adanya mekanisme perencanaan dan akuntabilitas yang ketat serta kebutuhan koordinasi antar-pelaksana untuk mengatasi kendala pelaksanaan. Sebagai kelanjutan dari mekanisme tersebut, muncul praktik seleksi dan prioritisasi bantuan kepada kelompok yang menunjukkan kinerja nyata yang disampaikan oleh informan SA-1 sebagai berikut ini
“Jadi kita memang ada skala prioritas untuk mereka yang memang kinerja bagus, tu kan. Kawasan hutan tu tidak tambah merusak hutan, tapi malah mendukung untuk pemulihan hutannya, mereka tetap berproduksi dalam kawasan hutan tapi juga tidak mengurangi fungsi hutannya, nah itu yang akan kita lebih prioritaskan untuk beri reward melalui bantuan-bantuan alat produksi, begitu.”

Kelompok tani hutan yang aktif, menjaga fungsi hutan, dan berinovasi diberi prioritas memperoleh bantuan alat sebagai bentuk penghargaan sekaligus dorongan agar partisipasi mereka terus meningkat. Pola ini juga tercermin dalam respons yang diberikan informan SA-2
“Tentu saja ada timbal balik, dukungan balik dari dinas kehutanan kepada KPHP. Untuk tahun 2024 saja, kami dari kegiatan perhutanan sosial ini dari 20 target peningkatan kelas KUPS KPHP Delta Mahakam itu mampu meningkatkan kelas KUPS nya itu dari silver ke gold ada lima kelompok usaha perhutanan sosial. Karena ini merupakan capaian yang menurut kami cukup signifikan, dinas otomatis di tahun 2025 ini memberikan dana yang lebih kepada KPHP Delta Mahakam untuk kegiatan perhutanan sosialnya. Dibandingkan dengan KPHP-KPHP yang lainnya, ini adalah bentuk dukungan balik dari dinas kehutanan kepada KPHP, artinya untuk kegiatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, KPHP telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, demikian.”

Pernyataan SA-2 memperlihatkan mekanisme timbal balik: kenaikan capaian kinerja KPHP, misalnya lima KUPS yang naik dari silver ke gold, menjadi dasar bagi dinas untuk menambah alokasi dana pada tahun berikutnya. Sebagai tindak lanjut, diungkapkan informan SA-2 bahwa
“Khusus untuk KPHP Delta Mahakam ini daerah pesisir, yang didomniasi oleh kegiatan tambang ikan, tentu saja ini kalau kita bicara tentang ketahanan nasional ini sangat mendukung sekali dari sisi ketahanan nasional, berapa orang yang bisa dihidupi, berapa besar putaran ekonomi yang cukup untuk ngehidupin penduduk sekitarnya. Bahkan merekada sebagian juga melaksanakan produksi yang bisa dijual ke luar daerah, tentu harapannya ini adalah bagian daripada upaya pemerintah untuk menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Untuk produksi kayu, kami Delta Mahakam yah… masi dibilang tidak ada, karena kayunya juga bukan kayu komersial, kayu bakau. Bahkan kami dituntut untuk lebih menanam lagi, biar ada keseimbangan antar ekosistem hutan di wilayah KPHP Delta Mahakam. Yang jelas bicara KPHP Delta Mahakam itu produknya adalah berupa produksi perikanan. Ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan lain sebagainya. Itu yang bisa menopang baik masyarakat sekitar, maupun secara khusus masyarakat sekitar Kutai Kartanegara itu all masuk ke kabupaten Kutai Kartanegara dan secara umum menopang perekonomian nasional, demikian.”

SA-2 menyampaikan bahwa KPHP Delta Mahakam adalah daerah pesisir yang didominasi kegiatan tambak; produksi perikanan seperti ikan, udang, kepiting, dan rumput laut menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal dan berkontribusi pada ketahanan pangan. Sumber kayu komersial sangat terbatas sehingga upaya penanaman kembali penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem mangrove. Selanjutnya dijelaskan pola penanaman yang menyesuaikan kondisi tambak, yakni silvofishery, sebagai berikut:
“Untuk masalah penanaman selama ini, tuntutan masyarakat itu, kalau tambaknya itu masih aktif, dia.. kita polanya silpofishery. artinya tanaman itu tidak ditanam dalam kondisi padat, biat mereka bisa diberi ruang lagi untuk melaksanakan keigatan lainnya, yaitu melaksanakan kegiatan penaburan ikan dan kepiting, ikan, udang, dan lain sebagainya, mereka punya ruang masih. Tapi ada juga pola yang padat ketika itu tambaknya sudah tidak aktif, pada dasarnya masyarakat menerima untuk kegiatan ini, begitu juga yang dilakukan oleh beberapa pihak lainnya.”

Pola penanaman disesuaikan dengan kondisi tambak; pada tambak yang masih aktif diterapkan silvofishery, yakni tanaman tidak ditanam rapat sehingga petambak tetap memiliki ruang untuk budidaya ikan, udang, dan kepiting, sedangkan pada tambak yang tidak aktif penanaman bisa dilakukan lebih padat. Pendekatan ini diterima masyarakat dan diadopsi oleh pihak lain. Berikut pernyataan selanjutnya yang membahas kondisi pasar domestik oleh informan SA-2 sebagai berikut ini
“Kalau produksi jual langsung untuk sebagian para petambak selama ini pasar domestik secara umum masih teratasi mereka bisa menjual hasil produknya, demikian.”

Produksi yang dihasilkan sebagian petambak masih terserap pasar domestik, sehingga pola tanam yang disesuaikan dengan kondisi tambak silvofishery pada tambak aktif dan penanaman lebih rapat pada tambak tidak aktif mendukung keseimbangan antara pemulihan lahan dan kelangsungan produksi; namun penguatan pemasaran dan pengembangan produk turunan tetap diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah. Sebagai tindak lanjut, diungkapkan informan SA-2 bahwa
“Beberapa teman-teman NGO juga sempat memfasilitasi seperti memberikan semacam bimbingan teknis bagaimana pemasaran secara online, di berbagai macam media sosial, seperti facebook, instagram, dan lain sebagainya. Itu bagian dari upaya kami untuk mengatasi kendala teknis berupa pengembangan usaha atau produk turunan yang dihasilkan dari produksi tambak ikan.”

Upaya mengatasi kendala teknis terkait pengembangan usaha perikanan dilakukan dengan dukungan NGO yang memberikan bimbingan teknis terkait strategi pemasaran digital, seperti melalui media sosial, untuk membantu petambak memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dalam praktiknya, respons penerima bantuan berbeda-beda, seperti disampaikan oleh informan R berikut ini
“Jadi, dari banyaknya kelompok… emm kelompok perhutanan sosial lah ya yang diberi bantuan memang kan macem-macem, ada yang mereka punya rasa syukur yang bagus lah ya, nah itu ngucapin terima kasih seberapapun yang diberi. Tapikan ada yang apa… eh rasa rasa syukur ni agak kurang jadi seberapapun mereka yang dikasih, mereka tetap ini.. tetap minta lagi sama yang “aduh kenapa, kenapa alatnya kurang?”.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain upaya teknis seperti fasilitasi bimbingan pemasaran oleh NGO, dinamika sosial dari penerima bantuan juga menjadi bagian dari realitas pelaksanaan program. Beberapa kelompok menunjukkan apresiasi atas bantuan yang diberikan, sementara sebagian lainnya menanggapinya dengan tuntutan lanjutan. Hal ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif serta penguatan sikap penerima dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan dan kolaborasi antar-stakeholder.
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Gambar 4. 2 Dampak Keterlibatan Stakeholder terhadap Pencapaian Kinerja Program di KPHP Delta Mahakam
Sumber: Peneliti, 2025
4.2.3. [bookmark: _Toc222841883]Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di KPHP Delta Mahakam
Kendala pelaksanaan program pemberdayaan di KPHP Delta Mahakam bersifat berlapis, ada persoalan teknis seperti keterbatasan alat dan fasilitas, ada dinamika sosial berupa perbedaan tingkat keaktifan dan harapan antar kelompok, serta ada hambatan kelembagaan ketika koordinasi antar pihak tidak berjalan mulus. Kondisi ini kerap memunculkan ketegangan sebagian kelompok menyambut bantuan dengan rasa syukur, sementara yang lain terus mengajukan tuntutan tambahan yang pada gilirannya memengaruhi proses pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan program lebih ditentukan oleh cara para pemangku kepentingan berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari daripada sekadar tersedianya rencana atau sumber daya. Persoalan utama terkait masyarakat juga disampaikan oleh informan SA-1 sebagaimana dijelaskan lebih lanjut
“Terbalik, itulah yang masyarakat yang kita harus memaklumi dengan kondisi keterbatasan pendidikan, pengetahuan, ini kadang itulah yang masih belum ngerti.”

SA-1 menyatakan bahwa keterbatasan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat sering kali menyebabkan pemahaman yang tidak merata terhadap program, sehingga beberapa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya dipahami oleh penerima manfaat. Berikut pernyataan lanjutan dari informan SA-2 yang menguraikan hal tersebut
“Tentu saja ini bukan sistem yang ideal, karena masyarakat itu terus berkembang, tantangan lain juga kita geografi misalnya, karena mereka tidak berkumpul dalam satru tempat, kadang kita juga harus sabar mengumpulkan mereka. Ada yang kerja di pulau misalnya, ini tantangan sendiri untuk memperbaikin sistem kita. Kadang juga kalau sudah ke luat kita hilang komunikasi jadi harus diberi waktu beberapa hari sebelumnya untuk mengumpulkan masyarakat.”

Kendala geografis dan mobilitas penduduk membuat pengumpulan peserta sulit; sebagian warga bekerja di pulau atau tersebar sehingga komunikasi sering terputus dan perlu pemberitahuan beberapa hari sebelumnya. Berikut pernyataan lanjutan dari informan SA-1 yang menguraikan hal tersebut
“Karena di masyarakat tu ada persepsi, kalau mengikuti program pemerintah, nanti bisa diambil pemerintah lahan kita itu masih ada tantangannya tu, kita harus menjelaskan bahwa salah pemikiran seperti itu, malah sebaliknya karena itu tidak melakukan proses program sosial, maka malah mereka posisinya lemah, misalnya kita pemerintah mengcross nanti kan, “kamu loh gaada izin” gaboleh lagi berusaha.”

Masalah persepsi dan keterbatasan pengetahuan masyarakat, disertai hambatan geografis yang membuat warga tersebar dan sulit dikumpulkan, menyebabkan partisipasi tidak merata dan kerap menghambat proses sosialisasi sehingga perlu upaya berulang untuk meluruskan kekhawatiran seperti takut kehilangan lahan. Penanganan masalah ini menuntut komunikasi yang konsisten, peningkatan kapasitas penyuluh, serta penjadwalan kegiatan yang menyesuaikan kondisi lapang agar pelaksanaan program lebih lancar. Sebagai tindak lanjut dari keterbatasan ini informan SA-1 mengungkapkan bahwa
“nah itu salah satu kedepan, untuk menunjang kegiatan, mendukung kinerja yang baik yang tercapai semuanya, itu adalah meningkatkan jumlah perhutanan sosial, jumlah dan kapasitas atau kualitasnya itu makanya dites penyuluh ada dengan tiga orang bisa, tapi kalau makin banyak makin bagus kan bisa pegang satu desa kalau memungkinkan, tapi sekarang malah susah malah.. malah sekarang tinggal satu, memang ada tambah satu pindahan dari tempat lain. Tapi juga seorang Ibu guru yang sekarang lagi juga hamil, jadi kaitannya itu, punya kehutanan ini sangat-sangat membantu ya dengan keberadaan, untuk mendukung perhutanan sosial, tapi ada penyuluh susah karena ada tahapan-tahapan mereka harus ke lapangan dulu sosialisasi, membentuk KTH, kemudian merapikan administrasi-administrasi anggaran jasa anggaran rumah tangganya, nah baru nanti mengusulkan lagi PS prosesnya panjang. Itu hanya bisa dilakukan oleh para penyuluh, karena juga nanti ada validasi dari mereka tanda tangan, jadi salah satu yang perlu disiapkan adalah kapasistas… jumlah dan kapasitas penyuluh kehutanan plus pendamping kehutanan sosial, nah itu tuh salah satu.”

Ketersediaan dan kapasitas penyuluh menjadi kendala utama karena proses sosialisasi, pembentukan KTH, dan verifikasi administrasi memerlukan kehadiran dan tenaga yang memadai. Pernyataan lanjutan dari informan SA-2 yang menguraikan hal tersebut
“Eh untuk garis sisi SDM, penyuluh, tentu secara umum dinas kehutanan itu masih kurang, secara umum.. Tapi, secara…. karena ini merupakan kewajiban kita ya kita memaksimalkan tenaga kita yang sudah ada, itu dari sisi kuantitas kurang. Dari sisi kualitas tentu saja kita tidak henti-hentinya, terus akan meningkatkan kemampuan untuk.. kemampuan penyuluh untuk bisa meningkat lagi kemampuannya dalam menghadapi masyarakat.”

Kekurangan penyuluh tampak pada dua masalah utama yakni kuantitas yang belum memadai sehingga beban tiap penyuluh menjadi besar, dan kebutuhan peningkatan kualitas agar penyuluh mampu berinteraksi efektif dengan masyarakat. upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan tenaga kemudian dijelaskan informan SA-2 lebih rinci sebagai berikut
“Sedangkan masalah lainnya juga terkait dengan perlindungan hutan, patroli hutan karena cukup luas, menguras tenaga untuk mengawasi areal KPHP. Jadi memang tidak mudah, wilayah kerja kita terdiri dari banyak pulau, jadi butuh ekstra kerja keras untuk mengawasi, butuh dana yang cukup, butuh tenaga yang cukup, untuk melaksanakan perlindungan maupun kegiatan pencegahan karhutla yang terjadi dalam wilayah kerja kami.”
Perlindungan dan patroli hutan memakan sumber daya besar karena wilayah kerja yang tersebar di banyak pulau, sehingga pengawasan dan upaya pencegahan kebakaran membutuhkan tenaga ekstra, anggaran memadai, dan koordinasi lapangan yang intens, sebagaimana disampaikan SA-2. Berikut pernyataan lanjutan informan R yang menguraikan hal tersebut
“Ahh paling ini sih ada beberapa alat yang harus menggunakan listrik, nah itu agak terkendala di situ, karena kalau yang di apa.. 3 desa yang di laut yang di anggana itu kan mereka terbatas masukan listriknya terbatas, jadi penggunaannya alatnya juga terbatas juga.”

Kendala yang diidentifikasi bersifat berlapis mulai dari terbatasnya pengetahuan masyarakat dan persepsi yang salah, jarak dan mobilitas penduduk yang menyulitkan sosialisasi, kekurangan jumlah dan kapasitas penyuluh, beban berat untuk patroli dan perlindungan kawasan di wilayah kepulauan, hingga keterbatasan infrastruktur seperti pasokan listrik yang membatasi penggunaan alat. Kondisi-kondisi ini menimbulkan hambatan nyata dalam pelaksanaan kegiatan dan menuntut langkah-langkah seperti usaha tambak masyarakat yang terganggu sebagai mana disampaikan oleh informan SA-1 dengan pernyataan berikut
“Kalau tantangan kegiatan penanaman itu kan di Delta ini kan sudah terbuka gitu kan berupa tambak-tambak tanami gak semua petambak juga rela ditanamin tambaknya karena malah menganggu, kalaunya rontok daun-daun itu kan berlebihan itu malah air tambak jadi asam, nah itu nanti ikan-ikan kepitingnya udangnya mati, nah itu juga tantangan juga.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tambak sebagai sumber penghidupan utama di wilayah Delta kerap menjadi tantangan dalam program penanaman, sebab tidak semua petambak bersedia lahannya ditanami karena kekhawatiran penurunan produktivitas, seperti daun mangrove yang rontok menyebabkan air menjadi asam dan merusak budidaya. Hal ini menuntut pendekatan yang mempertimbangkan keseimbangan antara produksi tambak dan fungsi ekologis penanaman. Masih dari informan SA-1 disampaikan bahwa
“Jadi harus ada proporsi pengaturan penanaman mereka, komposisinya berapa, presentase mangrove dan tambak berapa itu juga menjadi tantangan tersendiri juga untuk mengoptimalkan mangrove di dalam tambak, gitu.”

Pentingnya pengaturan proporsi antara luasan mangrove dan tambak dalam satu kawasan, agar penanaman tetap berjalan tanpa mengorbankan produktivitas petambak. Komposisi yang seimbang menjadi kunci untuk menyesuaikan fungsi ekologis dan ekonomi secara bersamaan. Informan SA-2 menyampaikan terkait kendala tambak tersebut bahwa.
“Itu tantangan teknis, kalau bicara tantangan non-teknis juga ada, yang saya singgung sedikit adalah masalah sosialnya. Tidak mudah memberikan pemahaman terhadap mereka yang berkegiatan yang ditambak, karena mereka ini adalah.. ehh tambak ini merupakan hasil kehidupan mereka.”

Pelaksanaan program di kawasan tambak tidak terlepas dari tantangan teknis maupun sosial. Penolakan sebagian petambak terhadap penanaman mangrove menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak lingkungan pada produktivitas tambak mereka, terutama jika keberadaan mangrove dianggap mengganggu kondisi air yang diperlukan bagi ikan, udang, atau kepiting. Hal ini kemudian mendorong perlunya pengaturan proporsi antara tanaman dan tambak agar fungsi ekologis tetap berjalan tanpa mengorbankan usaha masyarakat. Di sisi lain, hambatan juga muncul dari aspek sosial ketika pemahaman masyarakat terhadap program tidak sejalan dengan tujuan konservasi. Dalam situasi ini, informan R masih menyebutkan adanya kendala-kendala dari bantuan tersebut yang disampaikan bahwa
“Yaa kalau mencukupi secara apa.. kuantitas sih belum, karena pasti pengennya satu kelompok misalnya jumlah anggotanya 15, pengennya 15 orang itu dapat, kayak gitu kalau dari masyarakat, dari kelompok pasti maunya kayak gitu, jadi misalkan dikasih bantuan, kan ada pengolahan hasil, jadi misalkan alat penggiling,  jumlah kelompok ini anggotanya jumlah anggotanya ada 20, nah dapat bantuannya kan gamungkin 20 nih karena disesuaikan dengan anggaran. Misalkan dapatnya 1, nah jadi itu pasti mereka pengen lagi ada 19 itu, 19 bantuan lagi.”

Informan R menggarisbawahi persoalan keterbatasan bantuan yang tidak sebanding dengan jumlah anggota kelompok, yang kemudian memunculkan ekspektasi tambahan dari masyarakat. Harapan agar seluruh anggota mendapat bantuan secara merata menciptakan dinamika tersendiri di lapangan, terlebih jika bantuan yang diterima hanya berupa satu alat yang harus dibagi oleh puluhan anggota. Dalam hal ini, penerimaan bantuan bukan hanya menyangkut aspek teknis penggunaannya, tetapi juga menyentuh persoalan rasa keadilan dalam kelompok. Pada saat bersamaan, tantangan juga muncul dalam pengembangan produk turunan dari hasil tambak, di mana persaingan usaha dan hambatan pemasaran menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Masih dari informan SA-2 disampaikan bahwa
“Untuk beberapa produk itu, masyarakat atau petambak atau petani, tidak mempunyai kesulitan, tapi ada juga yang untuk kayak produk turunannya, karena hasil tambak ini bisa berupa ikan maupun udang, ini ada produk turunan seperti amplang misalnya, yang kerupuk, udang misalnya, atau terasi, ada juga produk rumput laut gitu, ada seperti sirup mangrove, ini ada beberapa kendala tentang pemasarannya. Mungkin ini lebih disebabkan karena ini lebih ke persaingan usaha, mereka mau memproduksi lebih massive lebih besar lagi, tapi kadang terkendala di pemasaran. Kalau misalnya contoh saja kaya saya contohkan amplang, mereka mau memproduksi amplang sementara di berbagai UKM juga sudah melaksanakan sudah memproduksi amplang, jadi mereka juga merasa tertantang untuk memproduksi, kita juga memfasilitasinya juga serba salah juga, mau memfasilitasnya.”

Persoalan keterbatasan kuantitas bantuan dan tantangan pemasaran produk turunan mencerminkan dua sisi hambatan yang saling melengkapi, yakni antara harapan masyarakat terhadap pemerataan dukungan dan realitas pasar yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan usaha lokal. Beberapa kelompok mengalami kesulitan dalam bersaing dengan produk serupa yang sudah lebih dulu berkembang, sehingga meskipun potensi produksi cukup, namun semangat untuk memperluas skala usaha terhambat oleh kekhawatiran terhadap daya serap pasar. Situasi ini membuat fasilitator lapangan menghadapi dilema dalam memberikan dukungan yang efektif. Berikutnya, tantangan teknis turut menjadi perhatian sebagaimana disampaikan informan SA-2 sebagai berikut ini
“kalau bicara teknis tentu saja ada tantangannya. Bicara teknis di sini misalnya itu masalah pola tambak yang bagaimana yang harusnya mereka kerjakan. Terus tantangan lainnya adalah masalah tanaman, tanaman yang bagaimana yang cocok yang harus ditanam? Dan teknik-teknik pola penanaman yang bagaimana yang tepat? Tentu saja ini menjadikan tantangan kami ke depan.”

Penjelasan dari informan SA-2 menggarisbawahi tantangan teknis yang dihadapi dalam praktik pengelolaan tambak dan penanaman di wilayah KPHP Delta Mahakam. Permasalahan mencakup ketidakpastian dalam menentukan pola tambak yang sesuai, jenis tanaman yang cocok, hingga teknik penanaman yang tepat. Tantangan ini menunjukkan perlunya pengetahuan terapan dan bimbingan teknis yang memadai untuk menjamin keberhasilan kegiatan tersebut. Masalah ini diperkuat oleh tantangan struktural yang disampaikan oleh informan SA-1 berikutnya, yakni
“Tantangan tuh, penyuluh kehutanan maupun kami yang ada di perencanaan untuk menyadarkan masyarakat agar, tapi memang sudah perannya bagus kok peruntukannya cuman kemarin di pemerintahan, di pusat aja sekarang yang agak mengerem bertimbang, ketimbang lebih dalam lagi karena kalau cuma di perhutanan sosial akan jadi dilema juga akhirnya, semua terbuka jadi tambak nanti misalnya.”

Ditegaskan bahwa tantangan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial tidak hanya bersifat teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut hambatan struktural dan kebijakan. Di satu sisi, peran penyuluh kehutanan dan perencana sudah berjalan cukup baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, adanya perubahan atau kehati-hatian dari pemerintah pusat dalam mendorong perluasan program perhutanan sosial menjadi tantangan tersendiri. Kekhawatiran bahwa perluasan program justru akan membuka ruang semakin luasnya alih fungsi lahan menjadi tambak menciptakan dilema antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal ini memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa teknis pola tambak dan teknik penanaman memang memerlukan perhatian khusus karena erat kaitannya dengan aspek sosial dan kebijakan pengelolaan lahan.
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4.3. [bookmark: _Toc222841884]Pembahasan Penelitian
4.3.1. [bookmark: _Toc222841885]Penyusunan Anggaran di KPHP Delta Mahakam yang Melibatkan Stakeholder
Penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam yang melibatkan stakeholder adalah proses perencanaan dan pengalokasian dana untuk kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan KPHP dengan membuka ruang partisipasi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal ke dalam dokumen perencanaan RPJP sehingga usulan kegiatan lebih relevan dengan kondisi lapangan. Melalui KTH, penyuluh, LSM, akademisi, dan mitra. Proses ini bertujuan agar alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dampaknya diharapkan meningkatkan kapabilitas KTH, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendorong efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Menurut Gonçalves (2014), penganggaran partisipatif membuat proses anggaran jadi lebih terbuka dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat. Cara ini membantu pemerintah mendapatkan masukan langsung dari warga agar kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mendorong pejabat publik untuk lebih bertanggung jawab karena ada pengawasan yang lebih sering dan transparan dari masyarakat.
Hasil analisis pertanyaan penelitian pertama hingga ketiga telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Pembahasan berikut akan mempelajari ketiga pertanyaan tersebut. Temuan penelitian pertama adalah pembentukan KTH (Kelompok Tani Hutan) sebagai sarana partisipasi masyarakat. Kedua, penyusunan RKPS (Rencana Kerja Pengelolaan Hutan) dengan melibatkan pemangku kepentingan. Ketiga, perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran. Keempat, proses seleksi proposal program. Kelima, migrasi sistem perencanaan anggaran ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Keenam, pelaksanaan program-program tersebut dijalankan melalui kolaborasi antarlembaga dan pemangku kepentingan.
Pembentukan KTH berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan perencanaan perhutanan sosial di KPHP Delta Mahakam. Hasil wawancara menunjukkan KPHP aktif mendampingi pembentukan KTH, sehingga kelompok yang terbentuk dapat mengajukan usulan kegiatan dan terakomodasi dalam dokumen perencanaan KPHP. Prosesnya meliputi verifikasi administratif dan penentuan titik areal sehingga klaim tumpang tindih dapat diminimalkan. Pendampingan berulang pula meningkatkan kemampuan warga membaca peta dan memahami batas kawasan, sementara prioritas bantuan diberikan pada kelompok yang benar-benar telah lama bergantung pada kawasan. KTH juga menjadi kanal formal untuk memasukkan kebutuhan lapangan ke dalam RKPS/RPJP. Menurut Giddens (1998) keterlibatan warga dalam kelompok masyarakat sipil bukan hanya soal ikut serta, tapi juga menjadi sarana untuk belajar terlibat secara bertanggung jawab. Dengan begitu, warga tidak sekadar menerima kebijakan dari pemerintah, tapi juga berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Selain itu, temuan Antwi-Boasiako & Nkrumah (2018) Organisasi masyarakat sipil biasanya memakai pendekatan partisipatif dalam tahap perencanaan dan penganggaran keuangan publik. Misalnya, mereka juga ikut memantau pengeluaran pemerintah, meninjau kontrak untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran, dan menindaklanjuti temuan laporan dari Auditor Jenderal.
Penyusunan RKPS tahunan dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan KPHP, pemerintah desa, perwakilan KTH, penyuluh, dan lembaga terkait. Usulan program masyarakat dikumpulkan, direkap, lalu dibahas bersama untuk disesuaikan dengan nomenklatur kegiatan dan kapasitas anggaran. Dokumen RKHJP merekam proses ini dan wawancara mengonfirmasi praktik musyawarah serta negosiasi antar agen. Proses input dari penyuluh dan hasil musrenbang menjadi dasar perumusan kegiatan sehingga rencana akhir tercapai melalui kesepakatan RKPS bukan hanya dokumen formal semata, tapi juga berfungsi untuk menampung aspirasi dari lapangan dan menyesuaikannya agar bisa masuk dalam sistem administrasi dan penganggaran secara resmi. Dualitas struktur yang disampaikan Giddens (1979) bahwa struktur berperan sebagai wadah sekaligus hasil dari aktivitas sosial. Struktur memberi arah bagi kerja bersama, dan di saat yang sama, tindakan para aktor ikut membentuk cara kerja struktur sehingga proses perencanaannya menjadi dapat menyesuaikan keadaan.
Pelaksanaan perencanaan kegiatan dan anggaran dari temuan wawancara menunjukkan usulan kegiatan dari masyarakat dibahas bersama dalam forum terpisah yang masing-masing dari forum mempertemukan KPHP, perwakilan petani, BPD, dan dinas teknis. Melalui diskusi tersebut, setiap kegiatan dirancang secara teknis dan dibiayai melalui penyusunan RAB yang disepakati semua pihak. Cara kerja seperti ini mempermudah penerimaan usulan karena sudah melalui negosiasi dan penyesuaian antar-pihak. Hal ini sejalan dengan Widiawan (2016) bahwa Perencanaan partisipatif pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, perumusan alternatif kegiatan, penentuan prioritas kegiatan dan penyusunan RAB secara bersama-sama antara petani, penyuluh, dan para pihak. Teori Stakeholder Inclusiveness oleh Eskerod (2013) menyebutkan, sebuah proyek hanya bisa berhasil jika melibatkan kontribusi dari para pemangku kepentingan. Menjalankan proyek sesuai rencana saja tidak cukup jika kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak terkait tidak diperhatikan dengan baik. Prinsip anggaran publik juga mendukung adanya penyusunan anggaran yang melibatkan berbagai pihak secara bersama-sama. Mikesell (2020) Menyatakan proses ini (anggaran publik) dilakukan melalui forum yang mempertemukan perwakilan masyarakat, instansi teknis, dan pemerintah daerah untuk membahas prioritas kegiatan serta rincian teknisnya. Melalui diskusi tersebut, disepakati rencana kegiatan dan perkiraan biaya agar program yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. 
Seleksi proposal program di KPHP Delta Mahakam dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dimulai dari usulan yang berasal dari RKPS sebagai rencana jangka panjang kelompok. Usulan program diajukan oleh KTH, lalu dibahas bersama dalam forum antara KPHP dan perwakilan masyarakat. Sebelum forum berlangsung, kriteria seleksi telah disampaikan agar proses berjalan transparan. Verifikasi proposal disesuaikan dengan jenis kegiatan: bantuan yang butuh bukti lapangan seperti demplot dicek langsung ke lokasi, sementara bantuan alat cukup diverifikasi lewat telepon atau dokumen. Soal teknis anggaran dikelola oleh PPTK mengacu pada pagu dan menu kegiatan dari dinas kehutanan, dan biasanya didampingi oleh tenaga kehutanan untuk memastikan pengadaan sesuai kebutuhan. Berdasarkan penelitian Suwandi & Rostyaningsih (2012) proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang yang mendata aspirasi dan kebutuhan masyaraka kemudian dibahas dalam forum untuk menetapkan prioritas kegiatan pembangunan. Menurut (Horngren, 2012) penyusunan anggaran yang efektif memerlukan keterlibatan manajer teknis agar anggaran mencerminkan tingkat kegiatan yang realistis dan kebutuhan sumber daya yang sebenarnya. Pejabat teknis proyek memantau pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan rencana teknis.
KPHP Delta Mahakam telah beralih dari kertas kerja manual ke sistem SIPD untuk menyusun perencanaan dan anggaran. Di lapangan, KPHP berkoordinasi dengan Bappeda untuk mengunggah dokumen perencanaan, sementara staf menyesuaikan format usulan agar cocok dengan modul-modul SIPD. Fitur klik-pilih dalam SIPD juga dimanfaatkan untuk menyiapkan belanja jasa narasumber. Meski begitu, spesifikasi bantuan tetap dinegosiasikan sesuai PAGU anggaran, dan verifikasi lapang masih dilakukan untuk kegiatan yang memerlukan pengecekan langsung. Peralihan ke SIPD membuat proses menjadi lebih standar, transparan, dan mempercepat tahapan input serta verifikasi anggaran. Penelitian oleh Lumintang et al. (2025) menyebutkan hal yang sama pada penelitiannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebelumnya digunakan untuk menyusun APBD berbasis kinerja, tapi sekarang pemerintah mewajibkan beralih ke SIPD supaya data pembangunan, keuangan, dan dokumen perencanaan bisa terhubung dalam satu sistem nasional. Sejalan dengan penelitian Septiani & Isnawaty (2024) menunjukkan bahwa penggunaan SIPD membantu menyelaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran, meskipun masih ada beberapa kendala teknis dan keterbatasan SDM.
Pelaksanaan program di lapangan berjalan lewat koordinasi lintas sektor dan dukungan langsung dari berbagai pihak. Setelah DPA dibuka, KPHP bersama KTH, dinas terkait, LSM, dan akademisi menindaklanjuti kegiatan; untuk kebutuhan teknis KPHP mendatangkan narasumber perguruan tinggi. Jika ada sisa PAGU, dana bagi hasil dan reboisasi dipakai merekrut tenaga bakti untuk operasional lapangan. Pelatihan dilaksanakan bila anggaran memungkinkan dan disesuaikan dengan kebutuhan KTH sehingga lebih tepat guna. Masyarakat terlibat aktif melalui mitra polhut, MPA, dan kanal komunikasi informal seperti telepon, dan semua kegiatan dievaluasi berkala dengan perwakilan stakeholder untuk perbaikan pelaksanaan. Hal ini didukung dalam penelitian Suwito (2025) bahwa kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat jalannya program Perhutanan Sosial, terutama dengan menyatukan perencanaan dan penganggaran dari berbagai bidang yang terlibat.

4.3.2. [bookmark: _Toc222841886]Dampak Keterlibatan Stakeholder terhadap Pencapaian Kinerja Program di KPHP Delta Mahakam
Pelatihan dan pendampingan di lapangan terbukti membantu meningkatkan kemampuan KTH dalam mengelola usaha mereka. Misalnya, ada pelatihan langsung untuk menggunakan alat sekaligus praktik membuat pelet, juga pelatihan diversifikasi produk seperti membuat keranjang dari lidi nipah atau mengolah kepala udang jadi kaldu. Narasumber yang dihadirkan pun disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya dari perguruan tinggi atau tenaga ahli yang paham praktik di lapangan. Meski frekuensi pelatihan tergantung pada anggaran, jika tersedia, pelatihannya dirancang berdasarkan potensi lokal sehingga hasilnya langsung bisa dimanfaatkan oleh kelompok. Menurut penelitian Hatulesila et al. (2024) kegiatan pendampingan di tingkat tapak menjadi bagian penting dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat pengelola hutan. Di Desa Masihulan, misalnya, pendampingan dilakukan untuk membantu kelompok tani dan pengelola hutan agar lebih terampil mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, serta memperkuat kelembagaan lokal yang mendukung pengelolaan tersebut. Lebih lanjutnya lagi kegiatan ini dilakukan dengan cara mengembangkan pengetahuan lokal dan melakukan praktik langsung bersama kelompok tani. Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa pemahaman anggota kelompok meningkat cukup signifikan, yakni antara 60% hingga 90%.
Dukungan materi dan pembiayaan terbukti memperlancar pelaksanaan program. Di lapangan beberapa pihak swasta memberikan alat produktif seperti oven pengering lidi nipah dari Pertamina Foundation, sementara pemerintah kabupaten menyalurkan liner udang dan kapal untuk para petambak. KPHP memanfaatkan sisa PAGU, dana bagi hasil, dan dana reboisasi untuk merekrut tenaga bakti lapangan, dan dinas juga pernah menyalurkan paket pupuk untuk pembangunan hutan rakyat. Ketersediaan alat serta dana operasional tersebut memangkas kendala teknis sehingga kegiatan yang dianggarkan lebih mudah direalisasikan dan hasilnya langsung dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Penelitian oleh Budi (2025) menegaskan Pada tahun 2022, sekitar 60% anggaran Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur difokuskan untuk mendukung usaha kelompok perhutanan sosial, khususnya lewat pemberian bantuan berupa alat-alat usaha yang produktif. Pemanfaatan sisa PAGU ini didukung oleh penelitian Nugraha et al. (2023) bahwa salah satu meningkatkan penyerapan DBH DR dengan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti perhutanan sosial dan berbagai program pembangunan daerah yang jadi prioritas.
Keterlibatan berbagai stakeholder terbukti memperkuat solusi teknis sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan. Di lapangan pelaksanaan program dilakukan bersama antara KPHP, KTH, dinas terkait, LSM, BUMN, dan akademisi. Forum rapat berkala, evaluasi lapangan, dan pertemuan informal seperti talking morning mempermudah verifikasi lokasi, sinkronisasi kegiatan, dan penyelesaian masalah teknis. Keterlibatan beragam pihak membuat keputusan lebih mudah diterima oleh pemangku kebijakan dan masyarakat, serta mempercepat akses ke narasumber dan sumber daya teknis saat pelaksanaan. Penelitian Pebrial Ilham et al. (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kawasan hutan. Setiap stakeholder seperti pemerintah, masyarakat lokal, LSM, hingga pihak swasta membawa perspektif dan kepentingan masing-masing, sehingga koordinasi menjadi kunci utama. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Supriyanto et al. (2021) yang memberikan contoh nyata dari kerja sama BUMN ini adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yaitu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan secara kolaboratif antara Perum Perhutani dan masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan.
Dalam pelaksanaan program di lapangan, bantuan kepada kelompok tani hutan diberikan dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas dan inovasi dari masing-masing kelompok. KPHP lebih memprioritaskan kelompok yang aktif sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar mereka terus berkembang. Kelompok yang menunjukkan kinerja baik seperti rutin melakukan penanaman, mengolah hasil hutan, serta menjaga komunikasi dengan penyuluh biasanya lebih berpeluang menerima bantuan alat produksi, fasilitas ekowisata, atau pendampingan tambahan. Penentuan bantuan ini umumnya berdasarkan pengamatan langsung dan rekomendasi dari petugas di lapangan. Pendekatan ini mendorong munculnya persaingan sehat antar kelompok dan memberi peluang bagi kelompok yang lebih aktif untuk naik kelas dan mendapatkan dukungan tambahan dari dinas. Dengan cara ini, sumber daya bisa lebih tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok yang siap. Penelitian sebelumnya oleh Thony & Anggraeni (2023) menyoroti pentingnya pemberian insentif dan sanksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja. Salah satu contohnya adalah pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian yang berkinerja baik, serta sanksi bagi yang tidak menunjukkan hasil kerja yang memadai. Pendekatan ini dinilai dapat memotivasi para penyuluh untuk bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Pernyataan oleh Drury (2018) menyampaikan penilaian kinerja perlu dibuat agar bisa memotivasi pengelola untuk mencapai target organisasi, misalnya dengan memberi penghargaan berdasarkan hasil kerja mereka. Kelompok atau unit yang kinerjanya bagus sebaiknya mendapat prioritas bantuan dan dukungan lebih, supaya bisa terus meningkatkan hasil dan menjadi contoh bagi yang lain.
Dukungan dari LSM dan mitra dalam hal pemasaran cukup membantu KTH untuk mulai menjangkau pasar baru. Mereka memberikan pelatihan online, membantu memperbaiki kemasan, dan mengajarkan cara menjual produk dengan lebih baik. Hasilnya, beberapa kelompok mulai bisa mengolah hasil seperti nipah, ikan, atau udang dengan kualitas yang lebih bagus. Tapi kenyataannya tidak mudah karena produk mereka harus bersaing dengan barang-barang lain yang sudah lebih dulu dikenal, sehingga sulit untuk masuk ke pasar dalam skala besar. Selain itu, anggota KTH juga punya sikap yang berbeda-beda. Ada yang semangat dan berterima kasih, tapi ada juga yang terus meminta bantuan tambahan, jadi pendamping harus pintar mengatur harapan mereka. Dukungan awal memang penting, tapi agar usaha ini benar-benar bisa bertahan, masih dibutuhkan bantuan lanjutan seperti akses ke modal, jaringan pemasaran, dan pendampingan usaha secara terus-menerus. Dalam penelitian Harjana & Setiawati (2024) di salah satu KTH Sinar Nilam, disebutkan bahwa kekuatan jaringan komunikasi berada di tingkat sedang, yaitu sekitar 40%. Ketua kelompok cukup aktif memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan kegiatan dan produk kelompok. Namun berbeda dengan peran pendamping atau penyuluh, karena sebagian besar responden menilai dukungan di bidang ini masih rendah (42%). Hal ini disebabkan karena belum ada penyuluh yang secara khusus mendampingi KTH tersebut.
Di lapangan terlihat hasil yang cukup jelas seperti bantuan yang berhasil disalurkan, pelatihan untuk KTH yang sudah berjalan, dan beberapa target perhutanan sosial yang tercapai dan membantu ekonomi masyarakat sekitar. Meski begitu agar dampaknya bisa terus berlanjut tetap dibutuhkan dukungan seperti pendanaan yang rutin, keberadaan penyuluh yang cukup, serta kerja sama yang baik antar pihak yang terlibat. Tantangan teknis seperti terbatasnya listrik di daerah terpencil dan lokasi yang terpencar juga membuat pelaksanaan program menjadi tidak mudah. Karena itu pemantauan dan dukungan yang terus-menerus sangat dibutuhkan supaya hasil yang sudah ada bisa berkembang lebih jauh dan tidak hanya berhenti di awal saja. Menurut penelitian Budi (2025) setelah izin perhutanan sosial disetujui, keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat sangat bergantung pada dukungan yang mereka terima. Jika masyarakat mendapat bantuan yang cukup seperti sumber daya, kebijakan yang mendukung, serta program kegiatan dari berbagai pihak, maka pengelolaan hutan bisa berjalan maksimal. Hal ini akan membantu mereka mencapai tujuan bersama, menjaga kelestarian hutan yang dikelola, dan memungkinkan keberlanjutan pengelolaan hingga 35 tahun ke depan. Sebaliknya, jika bantuan dan kebijakan dari pihak terkait masih minim, maka pengelolaan bisa berjalan lambat, bahkan berisiko tidak berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, ekosistem hutan yang dikelola maupun hutan di sekitarnya bisa terancam keberadaannya.
4.3.3. [bookmark: _Toc222841887]Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di KPHP Delta Mahakam
Di lapangan, masih banyak warga yang belum benar-benar paham cara kerja program maupun batas-batas wilayah yang termasuk dalam peta kawasan. Hal ini memunculkan salah paham, seperti takut kalau ikut program nanti tanahnya diambil pemerintah. Karena itu, proses pendaftaran jadi lambat dan sering harus dijelaskan berulang kali. Sosialisasi yang hanya sekali biasanya belum cukup, jadi perlu ada pendampingan yang lebih rutin, termasuk bantu mereka belajar baca peta dan urus dokumen. Kalau pengetahuan dasar ini belum kuat, proses pengajuan kelompok bisa terus tertunda dan bisa menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Penelitian terdahulu oleh Yumantoko (2022) menunjukkan kesalahpahaman tersebut antara KPH dan para petani seringkali punya pandangan yang berbeda soal bagaimana kawasan hutan sebaiknya dikelola. Kelompok tani merasa bahwa skema Kemitraan kurang menguntungkan bagi mereka. Beberapa hal yang jadi perhatian antara lain anggapan bahwa mereka harus membayar PNBP, peran mereka di dalam kawasan dianggap terbatas, tanaman yang sudah ditanam bisa saja diganti oleh pengelola, dan kesempatan berdiskusi tentang pengelolaan hutan masih sangat sedikit. Karena itulah, banyak petani merasa ragu dan sulit membayangkan manfaat jangka panjang jika mengikuti program Kemitraan. Kendala seperti belum benar-benar memahami cara kerja program sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi hambatan utama, ini didukung oleh penjelasan oleh Giddens (1984) bahwa struktur sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mengikat dan mengontrol tindakan manusia. Memang, struktur bisa membatasi, tetapi pada saat yang sama struktur juga memberi aturan dan sarana yang membuat tindakan sosial bisa dilakukan.
Jumlah penyuluh kehutanan yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga satu orang penyuluh sering harus mendampingi banyak kelompok sekaligus. Padahal, mereka juga bertanggung jawab atas berbagai tahapan penting seperti sosialisasi, pembentukan kelompok, pengurusan administrasi, hingga proses pengajuan dan validasi proposal yang membutuhkan kunjungan langsung ke lokasi. Hal ini membuat prosesnya berjalan lambat dan bergantung pada tenaga yang ada. Selain itu, kemampuan penyuluh juga masih perlu ditingkatkan agar bisa lebih siap dalam mendampingi masyarakat. Karena itu, menambah jumlah penyuluh dan memperkuat kapasitas mereka jadi hal penting agar program perhutanan sosial bisa berjalan lebih lancar dan merata. Penelitian oleh Rahmin (2021) menunjukkan dampak rendahnya tingkat keterlibatan pendampingan dari KPH karena beberapa alasan. Lokasi yang harus dikunjungi seringkali jauh dan sulit dijangkau, sementara alat atau perlengkapan penunjang di lapangan juga masih kurang. Selain itu, anggaran dari pihak pengelola terbatas, dan pembayaran honor untuk para pendamping sering mengalami keterlambatan. Semua hal ini membuat peran pendamping jadi tidak maksimal di lapangan.
	Penanaman mangrove di area tambak sering menemui kendala teknis karena kondisi tambak yang berbeda-beda. Beberapa petambak khawatir penanaman mangrove justru merusak usaha mereka, misalnya daun mangrove yang rontok bisa membuat air tambak jadi asam dan membahayakan ikan, udang, atau kepiting. Karena itu, banyak yang menolak jika tambaknya ditanami. Supaya bisa diterima, perlu ada aturan yang jelas soal seberapa banyak mangrove boleh ditanam di tambak dan pelatihan teknik menanam yang sesuai kondisi setempat. Jika petambak sudah melihat contoh yang cocok, mereka bisa lebih terbuka terhadap sistem silvofishery. penelitian sebelumnya oleh Taena et al. (2025) menemukan bahwa petambak cenderung lebih menerima sistem silvofishery setelah melihat contoh demplot yang berhasil di lapangan. Oleh karena itu, mengintegrasikan hutan mangrove dengan usaha tambak lewat pengembangan silvofishery menjadi cara efektif untuk meningkatkan produksi ikan sekaligus menjaga kelestarian mangrove.
	Terbatasnya infrastruktur dan logistik cukup menyulitkan pelaksanaan program. Beberapa desa yang jauh atau berada di pulau kecil masih kekurangan listrik, jadi alat-alat yang butuh daya tidak bisa digunakan secara maksimal. Jarak yang jauh antar lokasi juga bikin kegiatan seperti pengecekan lapangan, pengiriman bantuan, dan pelatihan jadi lebih lama dan mahal. Akibatnya, pelaksanaan program sering tertunda dan pendampingan ke masyarakat tidak bisa dilakukan sesering yang dibutuhkan. Karena itu, perlu penyesuaian jadwal dan dukungan tambahan agar kegiatan tetap bisa berjalan lancar. Kendala yang sama ditemukan oleh Andika et al. (2025) bahwa salah satu tantangan besar dalam membangun infrastruktur di Desa Kotasan adalah kondisi geografis dan fasilitas dasar yang masih terbatas. Toko bangunan yang letaknya jauh membuat pengiriman bahan jadi sulit. Ditambah lagi, jalan penghubung masih kurang bagus, apalagi saat musim hujan, kendaraan pengangkut bahan sering kesulitan mencapai lokasi. Masalah ini bukan cuma bikin proses jadi lama, tapi juga menambah biaya dan risiko kerusakan bahan selama perjalanan.
Di beberapa tempat, bantuan yang diberikan belum bisa memenuhi semua kebutuhan anggota kelompok. Seringkali satu alat harus dipakai bersama oleh banyak orang, padahal masing-masing berharap bisa dapat sendiri. Di sisi lain, produk olahan dari tambak seperti terasi atau amplang juga kesulitan bersaing karena pasar sudah penuh dengan produk sejenis dari pelaku usaha lainnya. Supaya usaha mereka bisa terus jalan, bantuan awal perlu dilanjutkan dengan dukungan tambahan seperti akses modal, pelatihan pemasaran, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Tantangan lain juga muncul dari kondisi tambak yang berbeda-beda dan teknik tanam yang belum seragam. Selain itu, penyuluh juga tidak selalu leluasa dalam bekerja karena aturan dari atas kadang membatasi. Semua hal ini menunjukkan bahwa bantuan sebaiknya disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kelompok, dan pendampingan juga perlu dirancang agar bisa benar-benar membantu mereka berkembang. Penelitian oleh Oktaviani et al. (2025) mengungkapkan Bantuan dari pemerintah desa berupa alat pertanian, pupuk, benih unggul, dan modal usaha dinilai belum merata. Kondisi ini membuat sebagian kelompok tani merasa tidak mendapat perlakuan yang adil karena distribusinya masih timpang.
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5.1. [bookmark: _Toc222841890]Kesimpulan
Penelitian ini sudah menjelaskan tentang penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam yang melibatkan stakeholder. Peneliti menemukan bahwa proses penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam yang melibatkan stakeholder dimulai dari tahap pembuatan KTH, penyerapan aspirasi, penyusunan anggaran, verifikasi dan penyusunan proposal, input ke SIPD/RKA sebagai persetujuan PAGU, dan pelaksanaan & monitoring. KPHP Delta Mahakam mendampingi pembentukan Kelompok Tani Hutan KTH sehingga memenuhi persyaratan administratif dan memiliki legitimasi sebagai unit pengusul program perhutanan sosial. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui RKPS dan musrenbang, lalu diformulasikan menjadi Rencana Anggaran Biaya RAB yang memuat spesifikasi teknis, volume, dan estimasi biaya sesuai nomenklatur serta pagu anggaran. Setiap RAB diverifikasi oleh PPTK dan tenaga kehutanan melalui pemeriksaan lapangan untuk demplot dan verifikasi dokumen sebelum diinput ke SIPD RKA untuk diselaraskan dengan pagu dan disahkan sebagai PAGU serta DPA. Pelaksanaan berjalan berdasarkan DPA dan dipantau melalui evaluasi realisasi terhadap RAB, yang kemudian menjadi masukan bagi revisi RKPS dan penyesuaian PAGU pada siklus berikutnya.
Keterlibatan stakeholder dalam program perhutanan sosial di KPHP Delta Mahakam berdampak terhadap pencapaian kinerja program KPHP. Keterlibatan berbagai pihak menambah sumber daya material dan kelembagaan seperti alat produksi, kapal, dan pendanaan serta memperkuat legitimasi sehingga pelaksanaan lebih mudah direalisasikan. Pelatihan yang disesuaikan dan pendampingan teknis meningkatkan keterampilan anggota KTH meskipun frekuensinya masih dibatasi anggaran. Dukungan pemangku kepentingan mempermudah realisasi demplot, penanaman, dan produksi. Kombinasi dukungan ini mendorong capaian seperti perluasan usulan perhutanan sosial dan kenaikan kelas KUPS, namun keberlanjutan tetap bergantung pada kapasitas dan infrastruktur.
Ketersediaan penyuluh, pendamping, serta infrastruktur seperti listrik, jalan, dan logistik masih terbatas sehingga kegiatan sering tertunda dan biaya meningkat. Jumlah dan kapasitas penyuluh yang kurang membuat sosialisasi dan pendampingan belum optimal sehingga adopsi program oleh masyarakat masih rendah. Hambatan teknis, perbedaan kondisi tambak, keterbatasan alat, dan masalah pemasaran memperlambat kegiatan dan membuat usaha kelompok kurang berkembang. Meskipun telah ada capaian awal seperti demplot dan bantuan, keterbatasan kapasitas dan infrastruktur masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan dan perluasan manfaat program.
5.2. [bookmark: _Toc222841891]Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Studi dilaksanakan pada wilayah delta dengan karakter hutan sosial, sehingga hasilnya belum tentu dapat diterapkan langsung di daerah dengan kondisi berbeda. Sumber data utama berupa wawancara dan dokumen berpeluang merefleksikan sudut pandang informan dan keterbatasan catatan tertulis. Akses lapangan yang sulit dan infrastruktur yang belum memadai juga membatasi jangkauan pengumpulan data. Dengan demikian, pembaca disarankan mempertimbangkan perbedaan karakter wilayah saat menggunakan temuan ini.
5.3. [bookmark: _Toc222841892]Saran Penelitian
Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan studi dengan menambah perspektif informan lainnya, termasuk pelaku pasar dan pelaksana program di tingkat desa. Penggunaan data kuantitatif dan pengamatan dalam jangka waktu lebih panjang juga penting untuk melihat dampak dan keberlanjutan program secara lebih terukur. Selain itu, kajian mengenai kendala akses, infrastruktur, serta alur penganggaran perlu diperdalam agar menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi penguatan pelaksanaan perhutanan sosial di lapangan.
5.4. [bookmark: _Toc222841893]Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam penyusunan anggaran bukan sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi proses timbal balik yang membentuk cara kerja lembaga dan masyarakat. Ketika KTH dilibatkan dalam penyusunan usulan, struktur aturan dan mekanisme anggaran di KPHP ikut memberi ruang bagi partisipasi, sekaligus membatasi melalui ketentuan yang ada. Di sisi lain, praktik yang dilakukan KTH dan aparat KPHP dalam forum perencanaan, verifikasi, hingga pelaksanaan kegiatan turut memperkuat bahkan menyesuaikan pola penganggaran yang berjalan. Temuan ini memberi makna bahwa keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh bagaimana struktur dan para pelaku saling berinteraksi secara berkelanjutan dalam mengelola aturan, sumber daya, dan tanggung jawab bersama
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara
1. Bagaimana proses penyusunan anggaran di KPHP Delta Mahakam?
2. Siapa saja pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran ini? Dan apa peran masing-masing pihak tersebut?
3. Informasi apa saja yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran? Bagaimana informasi tersebut dikumpulkan dan diolah?
4. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam proses penyusunan anggaran? Apakah ada forum atau rapat khusus yang diadakan?
5. Apakah ada perubahan signifikan dalam proses penyusunan anggaran dari tahun ke tahun? Jika ada, apa faktor pendorong perubahan tersebut?
6. Bagaimana KPHP Delta Mahakam melibatkan stakeholder dalam proses penyusunan anggaran?
7. Metode apa yang digunakan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari stakeholder?
8. Seberapa besar pengaruh masukan dari stakeholder terhadap keputusan akhir dalam penyusunan anggaran?
9. Apakah ada mekanisme khusus untuk memastikan bahwa semua stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi?
10. Adakah kelompok stakeholder tertentu yang dianggap lebih penting atau berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran?
11. Bagaimana Anda mengukur kinerja program-program yang dijalankan oleh KPHP Delta Mahakam?
12. Apakah ada indikator kinerja khusus yang digunakan untuk mengukur dampak keterlibatan stakeholder?
13. Menurut Anda, seberapa besar kontribusi keterlibatan stakeholder terhadap pencapaian kinerja program?
14. Apakah ada contoh konkret bagaimana masukan dari stakeholder telah meningkatkan efektivitas atau efisiensi program?
15. Adakah tantangan atau hambatan dalam melibatkan stakeholder secara efektif dalam proses penyusunan anggaran?
16. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di KPHP Delta Mahakam?
17. Bagaimana kendala tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan program?
18. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
19. Apakah ada pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mengatasi kendala tersebut?
20. Bagaimana rencana KPHP Delta Mahakam untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di masa mendatang?



Lampiran 2. Analisis Data
	No. Wawancara
	:
	1

	Inisial Informan
	:
	R

	Jabatan Pekerjaan
	:
	Anggota KTH Ramah Lingkungan

	Peneliti
	:
	Muhammad Haikal Aimar

	Jenis Wawancara
	:
	Semi Terstruktur

	Hari/Tanggal
	:
	25 Februari 2026

	Waktu
	:
	11.17 WITA

	Lokasi
	:
	Aula UPTD KPHP Delta Mahakam



	No
	Narasumber
	Pernyataan (halaman)
	Open Code
	Axial Code
	Selective Code

	1
	Pak Ramlan
	“Nah karena ini berada di dalam kawasan hutan negara, nah jadi status kami itu usaha taninya berada di dalam kawasan negara, nah supaya legal makanya dari KPHP Delta Mahakam ini kan melakukan pendampingan terhadap eh… kami masyarakat, pemberdayaan, kepada mereka yang memang kehidupannya itu bergantung di… di dalam kawasan hutan yang di kelola KPHP Delta Mahakam. Nah, jadi supaya kami bisa mengakses eh… apa izin persetujuan perhutanan sosial gitu ya, salah satu yang apa yang bisa apa ya memberikan mereka akses legal itu salah satunya itu bentuk kelompok, Kelompok Tani Hutan.” (hlm. 1)
	Pembentukan KTH melalui pendampingan KPHP
	Dualitas Struktur: Struktur Memfasilitasi Agen
	Dualitas Struktur

	2
	Pak Ramlan
	“Ehh kan kalau membentuk kelompok tani hutan kami harus ditentukan nih eeh.. apa… ehh… arealnya itu dimana aja, nah itu nanti kami kalau tahapan membentuk kelompok ini kan setelah kita mengikut arahan sosialisasi dari pihak KPH ke masyarakat tentang kawasan hutan, kemudian dimana tata cara pembentukan kelompok tani ada kami ngajukan, kemudian kami menyerahkan tuh administrasi KTP, KK, sama lokasi arealnya. Nah jadi kalau arealnya itu di dalam kawasan mereka KPHP Delta Mahakam, berarti kami masyarakatnya berada di dalam arealnya, tapi kalau dia alokasinya di luar areal KPHP Delta Mahakam yang disekitarnya itu kan itu berarti dia mereka letaknya di luar dari kawasan. KPHP Delta Mahakam ini memang 90% itu mangrove, jadi datarannya sedikit saja, daratannya maksudnya…”
	Penentuan areal dan syarat administratif pembentukan KTH
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	3
	Pak Ramlan
	“Kan ada peta.. nah kalau di masyarakat memang, kami awal-awalnya memang agak awam dengan peta gitu kan, nah tapi sekarang karena sudah sering ada pendampingan, sosialisasi, kami juga sudah ada pegang peta, peta kami sendiri juga kami pegang, jadi sudah ini sih… maksudnya apa.. sudah kecil lah untuk tumpang tindih, kecuali memang yang mereka ni agak minim pengetahuan gitu, yang yaa.. yang bisa dibilang mereka suka serobot-serobot gitu nah itu kemungkinan besar tumpang tindih.” (hlm. 3)
	Adaptasi masyarakat terhadap peta kawasan
	Dualitas Struktur: Agen berkontribusi terhadap struktur
	Dualitas Struktur

	4
	Pak Ramlan
	“Ehh kalau soal penganggaran… itu biasanya… lebih banyak diurus sama PPTK ya… kami sih nggak terlalu terlibat langsung gimana di situ. Tapi, kalau soal pengadaan peralatan untuk kegiatan itu ya ekonomi produktif, kami biasanya didampingi sama pendamping dari kehutanan.” (hlm. 3)
	Keterlibatan PPTK & pendamping kehutanan
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	5	Comment by Muhammad Haikal Aimar: 3 & 4 berasa dari satu paragraph pernyataan narasumber
	Pak Ramlan
	"Nah itu salah satu kewajiban kami sebagai KPS itu menyusun RKPS, yaitu Rencana Kerja Perhutanan Sosial untuk 10 tahun ke depan, nah di dalam rencana kerja itu, misalkan kami di tahun beberapa merencanakan kegiatan-kegiatan usaha, nah tapi di tahun ketiga kami mau mulai usaha ternak. Tapi saat itu kami baru punya lahannya saja, belum ada ternaknya. Nah kami ajukan ehh masukkan proposal mengajukan di KPHP, minta minta bantuan ternak gitu.." (hlm. 3)
	Penyusunan RKPS sebagai kewajiban KPS untuk perencanaan usaha jangka panjang
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	6
	Pak Ramlan
	“Peralatan ekonomi apa, nah itu disesuaikan sama RKPS nya, kemudian diajukan aja proposalnya ke KPH, nah nanti KPH ada pertimbangan dan ada seleksi gitu kan, yang mana yang diprioritaskan kelompok kelompok yang mau dikasih bantuan.”
	Seleksi proposal bantuan berdasarkan RKPS oleh KPH
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	7
	Pak Ramlan
	“Perlu crosscheck dan pertimbangan. Sebenarnya darisana maksudnya crosscheck itu ndak perlu ada beberapa, ada beberapa perlu bantuan yang harus disana cek, ground check lokasi gitu kan misalnya demplot gitu kan memang harus cek lokasi berkali-kali, nah tapi kalau kayak bantuan alat ekonomi produktif yang kayak seperti apa, penggiling daging gitu kan gaperlu mereka ke lokasinya kan, itu cukup via telepon saja gitu, atau kita kan selama ini sudah interaksi gitu udah tau sih kondisi kami gitu kan, tinggal di ini aja, konfirmasi telepon.” (hlm. 4)
	Mekanisme verifikasi dan cross‐check proposal
	Indikator Kinerja: Inputs
	Indikator Kinerja 

	8
	Pak Ramlan
	“Heem, kita biasanya nyampaikan kayak apa alat pemanenan yang di apa.. tambak itu kan agak kurang mencukupin, nah itu disampaikan.. jadi kalau ada alokasi anggaran untuk bantu kami, biasanya dibantu. Tapi kalau memang lagi engga ada kayak sekarang ni lagi efisiensi, nah”
	Penyampaian kebutuhan alat panen tambak tergantung alokasi anggaran
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	9
	Pak Ramlan
	“Biasanya kan kami ditanya waktu masukkan proposal, ini mau spesifikasi yang seperti apa gitu, nah nanti misalkan kami menyampaikan biasanya sih kalau kelompok perhutanan sosial lah gitu, nyampaikan pasti yang tinggi-tinggi kan angkanya, mau yang bagus gitu. Nah, nanti dari sana ketersediaan anggaran untuk bantuan ini berapa nanti disampaikan kurang lebihnya, ohh dari KPH bisanya yang di harga segini gitu, kalau misalkan mereka bersedia ya dilanjutkan.” (hlm. 5)
	Negosiasi spesifikasi alat sesuai anggaran
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	10
	Pak Ramlan
	“…selalu nyampaikan keluhannya di mana-mana… pas telfonan juga…” (hlm. 6)
	Kanal komunikasi informal (forum, telepon)
	Partisipasi: Masyarakat	Comment by Muhammad Haikal Aimar: 6 berasal dari 2 pernyataan narasumber yang dijadikan satu
	Partisipasi

	11
	Pak Ramlan
	“Kalau yang menyampaikan sih kami kebanyakan memang pengurus, ketua, serketaris, atau bendahara karena itu yang lebih aktif kan, lebih aktif ke pemerintah. Kalau anggota itu biasanya mereka menyampaikan ke kita pengurus misalnya “pak saya mau ini” nyampaikannya ke pengurus, lain langsung ke kita-kita.”
	Aspirasi masyarakat disampaikan melalui pengurus KTH
	Partisipasi: Masyarakat
	Partisipasi

	12
	Pak Ramlan
	“Enggak, enggak tiap minggu gitu. Jadi kalau pelatihan ini kan eh kalau kasi ini kan perlu biaya tinggi, kalau ke wilayahnya delta mahakam.. jadi kalau mau mengadakan pelatihan itu pasti berkaitan sama anggaran yang disediakan di KPH gitu, atau ada pihak luar yang ngadakan yang melibatkan kelompok, nah itu bisa mengundang KPHP utnuk hadir, biasanya saling kolaborasi aja, bisa dari dinas mengadakan pelatihan, atau dari KPHP.” (hlm. 8)
	Frekuensi pelatihan tergantung anggaran
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	13
	Pak Ramlan
	“Yaa kalau mencukupi secara apa.. kuantitas sih belum, karena pasti pengennya satu kelompok misalnya jumlah anggotanya 15, pengennya 15 orang itu dapat, kayak gitu kalau dari masyarakat, dari kelompok pasti maunya kayak gitu, jadi misalkan dikasih bantuan, kan ada pengolahan hasil, jadi misalkan alat penggiling,  jumlah kelompok ini anggotanya jumlah anggotanya ada 20, nah dapat bantuannya kan gamungkin 20 nih karena disesuaikan dengan anggaran. Misalkan dapatnya 1, nah jadi itu pasti mereka pengen lagi ada 19 itu, 19 bantuan lagi.”
	Keterbatasan bantuan dibanding jumlah anggota
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	14
	Pak Ramlan
	“Engga, kalau sejauh ini belum ada bantuan pakan pupuk gitu belum ada, kalau dari KPHP. Tapi kalau dari dinas, ada sih bantuan yang satu paket, ohh yang ini baru-baru aja sih dari KPHP yang satu paket ada pupuknya untuk apa.. pembangunan hutan rakyat, tapi Kelompok Tani Hutan, bukan KPS.”
	Bantuan pupuk dari KPHP untuk rakyat
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	15
	Pak Ramlan
	“Kalau ketua pertanian mereka harusnya sih selalu minta ke pertanian, karena pertanian ada program yang harus ngisi RDKK itu, yang rencana penanaman, sama jumlah kebutuhan pupuk… pupuk, bibit… eh pupuk, benih, dan lain-lainn itu ke pertanian mereka mintanya.. kalau yang usahanya..”
	Pengajuan kebutuhan pupuk dan benih melalui RDKK dinas pertanian
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	16
	Pak Ramlan
	“Jadi waktu itu datang ke bimtek pelatihan penggunaan alat sekaligus praktek bikin pelet” (hlm. 9)
	Pelatihan penggunaan alat
	Indikator Kinerja: Inputs
	Indikator Kinerja

	17
	Pak Ramlan
	“Ahh paling ini sih ada beberapa alat yang harus menggunakan listrik, nah itu agak terkendala di situ, karena kalau yang di apa.. 3 desa yang di laut yang di anggana itu kan mereka terbatas masukan listriknya terbatas, jadi penggunaannya alatnya juga terbatas juga.” (hlm. 10)
	Kendala infrastruktur listrik
	Indikator Kinerja: Inputs
	Indikator Kinerja

	18
	Pak Ramlan
	“Jadi, dari banyaknya kelompok… emm kelompok perhutanan sosial lah ya yang diberi bantuan memang kan macem-macem, ada yang mereka punya rasa syukur yang bagus lah ya, nah itu ngucapin terima kasih seberapapun yang diberi. Tapikan ada yang apa… eh rasa rasa syukur ni agak kurang jadi seberapapun mereka yang dikasih, mereka tetap ini.. tetap minta lagi sama yang “aduh kenapa, kenapa alatnya kurang?”.” (hlm. 11)
	Variasi ekspresi syukur dan tuntutan lanjutan
	Partisipasi: Masyarakat
	Partisipasi

	19
	Pak Ramlan
	“nah jadi pelan-pelan sudah ada keluar aturan ehh efisiensi, disampaikan, ehh dicoba aja dimasukkan proposalnya.. nah nanti kan apa.. disetujui ndaknya itu yaa sambil diliat keadaan efisiensi ini kan gitu. Terus, kalau masalah food estate, ehh di daerah kami itu. Nah itu memnag sudah lama, lama sekali dicanangkan menjadi food estate, karena disitu memang apa.. pertanian yang diabad itu, gitu.” (hlm. 12)
	Kebijakan Food Estate Mempengaruhi Anggaran
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	20
	Pak Ramlan
	“Harapannya, jadi mereka maunya alatnya banyak, bantuannya banyak, perhatiannya juga banyak, sering apa.. sering ada pelatihan apa… karena kalau.. mereka tu ya maunya banyak gitu..” (hlm. 12)
	Aspirasi Masyarakat akan Dukungan Lanjutan
	Dualitas Struktur: Agen berkontribusi terhadap struktur
	Dualitas Struktur

	21
	Pak Ramlan
	“Iya kalau di apa…. di serangkaian bantuan itu kan..  terus nanti partisipasinya ya mereka harus menggunakan alat itu, terus harus ada produknya gitu, hasil akhrinya dari serangkaian.. jadi ndak hanya.. ndak hanya masukkan proposal, dapat bantuan, terus selesai nggak.. tapi mereka pasti dituntut ehh dapat bantuan itu dipakai untuk menghasilkan apa gitu..” (hlm. 13)
	Evaluasi penggunaan & tuntutan output
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	22
	Pak Ramlan
	“Mereka terlibat juga di musrenbang, karena, apa… ehh kelompok perhutanan sosial ini juga ada yang dia jadi anggota BPD, ada yang jadi Ketua, ada PEMDES juga.” (hlm. 14)
	Partisipasi KTH dalam musrenbang
	Partisipasi: Masyarakat
	Partisipasi
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	23
	SA-1
	“Jadi KPHP Delta Mahakam sama seperti KPH KPH lainnya yang ber PT dinas kehutanan itu menyusun anggaran, kita berdasarkan ada eh berdasarkan pada regulasi juga sih yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan sekarang kan, kemarin yang mengacu pada program prioritas Kemenhut, kemudian turun ke tingkat provinsi itu ada Rencana kehutanan tingkat provinsi, kemudian turun lagi ada rencara kehutanan Tingkat tapak, tapak itu tadi ada PJ…. disitu kita nyusun anggaran, kita mengolah dulu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan jika berdasarkan KTH. Nah, kemudian kita menyesuaikan lagi, anggarannya ada gak? yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan seluruh rencana-rencana dan rencana program kegiatan tersebut.”
	Penyusunan anggaran berbasis regulasi berjenjang dan kebutuhan KTH
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	24
	SA-1
	“Kebetulan di UPTD KPHP Delta Mahakam, seperti KPH KPH lain juga kan memiliki anggaran besar nih. makanya, ketika menyusun anggaran kita melihat PAGU, persediaan pagu yang dibagi-bagi oleh Dinas Kehutanan. Jadi contoh semisalnya kita memang ada beberapa menu wajib yang ada disiapkan oleh Kementerian, namanya RKP (Rencana Kerja dan Penganggaran) terus ada menu pilihan, menu pilihan kegiatan apa saja yang ada, tapi kegiatan utama yang di amanahkan oleh diikuti oleh dinas kehutanan itu seksi perencanaan yang bukan seksi perencanaan dua seksi ya, perencanaan di bawah seksi perlindungan dan permbedayaan Masyarakat, satu TU di depan ya.”
	Penyesuaian anggaran dengan PAGU dan menu kegiatan wajib maupun pilihan
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	25
	SA-1
	“Jadi kalau seksi perencanaan, kita ngambil.. kebetulan kita ada kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional di seksi KPH. Kemudian ada kegiatan penyusunan RPJP, yang dilakukan per 10 tahun, update setiap tahun, itu namanya RPJPd itu setiap tahun kita susun, seksi perencanaan itu yang melaksanakan, kemudian ada kegiatan koordinasi sinkronisasi, pengendalian izin usaha di kawasan hutan produksi, di kawasan KPHP Delta Mahakam ada beberapa PBPH atau PPKH Namanya persetujuan pengguna kawasan hutan, ada beberapa operator Pertamina yang bekerja di PT kami. Kemudian ada terakhir ni sepertinya bantuan saja ni karena kemaren memang ada kegiatan sesi pak Imon, seksi dua cukup banyak kegiatan beliau, ada perlindungan patroli, ada nanam, ada juga hutan sosial. Nah hutan sosial ni diperbantukannya ke kami, ke seksi perencanaan. Nah jadi, sebenarnya kita juga menangani juga program pendanaan Masyarakat. Nah disini ada dua kegiatan PAGU 2025 tapi kalau pagu sebelumnya digabung, ada kegiatan penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.”
	Kegiatan anggaran meliputi operasional perencanaan jangka panjang izin usaha dan program sosial
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	26
	SA-1
	“Nah dari empat tadi saya sebutkan, itu semua kita susun anggarannya berdasarkan kertas kerja yang kita susun secara manual dulu kan, kemudian kita – dengan standar harga satuan yang tersedia di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).”
	Penyusunan anggaran dari kertas kerja manual ke sistem SIPD
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	27
	SA-1
	“Terus ada aplikasi sudah  yang disiapkan, nanti kita susun, kita mengolah rencana kerja anggaran, kita pakai aplikasi tuh, gabisa lagi nyusun manual kayak dulu, kita klik klik klik yang mana kita butuhkan.”
	Penyusunan anggaran berbasis SIPD menggantikan manual
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	28
	SA-1
	“Disitu ada misalnya penyusunan RPJP, RPJP berarti kita membutuhkan paling enggak ada belanja jasa narasumber misalnya, narasumber untuk membantu menyusun RPJP kan. Nah itu kita siapkan, kita klik, kita cari, mana di SIPD tadi jasa narasumber yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita membutuhkan narasumber yang kompeten dengan lulusan S3 misalnya, muncul tersedia tuh tinggal di klik, terus kita pilih berapa bulan kita membutuhkan dia, entah satu bulan saja, dua bulan, tiga bulan, kita pilih itu di SIPD nya”
	Penggunaan SIPD untuk belanja jasa narasumber penyusunan RPJP
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	29
	SA-1
	“Ini sama juga seperti yang lainnya, juga kegiatan sekitarnya ini juga SIPD, kalau sudah klok nanti, dan pagu juga yang diberikan juga sudah klok, mentok, nah kita nanti baru kita akan cetak nah itu prosesnya nanti lagi setelah cetak akan di, direview oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang terdiri dari BAPPEDA, dari biro Adbang, ada juga barang jasa, nah itu lengkap tim-timnya tuh. Mereka yang akan mereview asistensi, istilahnya asistensi, istilah di Bahasanya ini kebutuhannya sudah tepat kah ini, terlalu besar kah ini atau ini – ini cukup KPH kekecilan, nanti dari situ eee nego juga, atau ga nyambung ga relevan tidak ada peran maka hapus. Akhirnya diperbaikin setelah adanya perbaikan atau review atau asistensi tadi kita bikin lagi RKA lagi di dalamnya, SIPD tadi kita baikin, nah setelah itu nanti kalau sudah fix disetujui sesuai berita acara yang tadi oleh TAPD perbaikannya kita ikutin sudah, tinggal dicetak, nanti namanya DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), itu prosesnya seperti itu dia.”
	Review TAPD untuk validasi RKA hingga menjadi DPA
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	30
	SA-1
	“Tinggal melaksanakan, jalan kegiatan di lapangan nanti buka DPA, oh ini, penyusunan RPJP, kita harus kemarin ada narasumber diperbolehkan dua orang selama dua bulan misalnya. Langsung kita proses, kita bersurat kemana kita membutuhkan, ke UNMUL misalnya, Fahutan UNMUL, minta dua orang dosen atau peneliti untuk membantu penyusunan RPJP.”
	Pelaksanaan program berdasarkan DPA dengan dukungan akademisi
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	31
	SA-1
	“Kalau perubahan penyusunan sama seperti tadi tu dia, gaada perubahan signifikan proses penyusunannya ya.”
	Proses penyusunan anggaran relatif tetap
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan



	Anggaran Sektor Publik

	32
	SA-1
	“Anggaran juga dalam beberapa tahun terakhir ini kita juga cukup besar terus dapat karena ada tambahan dari sumber dana, dana reboisasi namanya”
	Tambahan dana reboisasi meningkatkan kapasitas anggaran
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	33
	SA-1
	“maka kelebihan anggaran kita bisa merekrut bakti tenaga-tenaga bakti dibawah yang ditempatkan setiap KPH tu ada 15 orang, nanti dianggarkan oleh melalui dana bagi hasil, dana reboisasi.”
	Penggunaan dana reboisasi untuk merekrut tenaga bakti
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	34
	SA-1
	“Nah itu setiap tahun tidak ada yang signifikan sih, gatau nanti kedepannya habis nanti mungkin akan signifikan mungkin merosot.”
	Ketidakpastian keberlanjutan dana reboisasi
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	35
	SA-1
	“Itu akan kita lihat saja nanti, yang jelas ini gubernur baru kan bulan, mungkin efektif bulan maret nanti baru mulai kan, tapi ini sudah memproses ni tim transisinya kan udah kita pemangkasan anggaran karena intruksi dari pusat langsung kemarin ya ada efisiensi 50%.mungkin kalau dikatakan tadi signifikan disitu, mungkin disitulah, perubahannya disitu, karena ada kebijakan nasional kan, efeknya efisiensi anggaran.”
	Pemangkasan anggaran karena kebijakan nasional efisiensi 50% menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan anggaran
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	36
	SA-1
	“Masih ada, makanya kan kita mencari RPJPd juga menyerap aspirasi dari tingkat tapak, kan ini memang ujung tombaknya KPHP Delta Mahakam adalah penyuluh-penyuluh kehutanan. Jadi setiap ada musrenbang tingkat desa, itu penyuluh kan mendengarnya keikut tuh, bersumbangsih pemikiran pemasukan, pemasukan juga aspirasi juga ditampung, nah dari situ juga dibawalah ke kecamatan, gitu terus mereka tuh, nah nanti baru nyampaikan ke kami “ini pak ada usulan ini pak, mereka ini ini” nah itu dituangkan di RPJP, RPJPd terutama. Kadang kalau di RPJP nya gak.. tapi rata-rata umumnya RPJP 10 tahun sudah kita siapkan tuh, programkan… untuk tampolan program tahunannya nanti. Harus ada, bottom up itu ada perencanaan bottom up dari bawah ke atas ya, gabisa kita langsung menyalahkan program-program tetiba kan gaboleh..” (hlm. 4)
	[bookmark: _Hlk209648331]Penyusunan RPJPd menyerap aspirasi masyarakat melalui penyuluh kehutanan dan musrenbang dengan pendekatan bottom up
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan

	Anggaran Sektor Publik

	37
	SA-1
	“Stakeholder tu kan berarti ada akademisi tadi, akademisinya sudah pasti, fungsi anggaran kita tadi saya singgung tadi kan, kita pakai narasumber aja jadi tenaganya dari mereka. NGO sudah pasti, kayak di Delta Mahakam ni paling sering berkolaborasi dengan Delta Mahakam adalah Yayasan Mangrove Lestari, itu paling sering itu, baru ada juga  GGGI itu aktif juga, dana nya juga termasuk yang BUMN, Pertamina, nah itu juga itu kemitraan di Delta Mahakam, sering kolaborasi untuk kegiatan, jadi mereka ada program-programnya sendiri-sendiri juga nih yang untuk kaitannya dengan kebudayaan masyarakat dan pemberdayaan lingkungan, sudah pasti itu. Tetapi juga mendorong tu mereka menggerakan isu strategis di Delta ni dua isu, pemberdayaan lingkungan maupun pemberdayaan masyarakatnya itu harus dimasukkan dalam program utama setiap stakeholder, banyak itu.” (hlm. 5)
	Keterlibatan akademisi NGO dan BUMN dalam kolaborasi program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di Delta Mahakam
	Partisipasi: Organisasi
	Partisipasi

	38
	SA-1
	“Sama tadi ada… ada salah satu DPA kami tadi yang judulnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha. Nah itu untuk yang pertamina, operator pertamina mereka pengguna Kawasan hutan tuh. Jadi tuh kita tiap tahun tuh ada kita rapat baru ke lapangan, melihat kerjaan-kerjaan mereka, termasuk program pemberian Masyarakat mereka apa saja, itu sudah pasti kita akan ada itu evaluasi. Terus dengan NGO juga tadi, kita kumpul-kumpul, talking morning atau melihat acara-acara apa di hotel, diundang, gatau nih kalau di 2025 apakah masih ada hotel atau enggak. Biasanya kami sediakan aja di kantor, kita di ruang rapat sambil minum kopi atau teh berdiskusi di situ. Kenyataannya mereka memang membutuhkan hal-hal formal seperti itu, ketemu dengan KPHP untuk bahan mereka laporan lampiran untuk laporan mereka untuk ke donator mereka, nah itu mereka juga menjadi menu wajib juga untuk berkoordinasi juga dengan KPH”
	Evaluasi izin usaha Pertamina dan koordinasi formal dengan NGO
	Partisipasi: Organisasi
	Partisipasi

	39
	SA-1
	“Kalau evaluasi RPJP nya itu mungkin dilakukan biasanya kita internal aja karena kebanyakan kalau sudah ada program kegiatan kita jalan, berarti tu memang tidak ada PAGUnya anggarannya, jadi kita tidak usah anggarkan, kita laksanakan dulu.”
	Evaluasi RPJP dilakukan internal tanpa anggaran khusus
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	40
	SA-1
	“Kalau kita pemerintahan sudah pasti kita melayani semua Masyarakat secara sama, adil, tidak ada pembeda-pembedaan, sudah kita tekankan bahwa siapapun yang datang, membutuhkan pelayanan, misalnya pengen bentuk kelompok tani hutan boleh nggak “monggo silahkan” tapi ada syarat tetap, syarat mereka kalau pengen KTH harus jelas dulu, apakah ada area yang selama ini sudah dipakai untuk kebutuhan hidup mereka, dan kawasan hutan ya. Tapi kalau baru menyoba-nyoba ikut-ikutan nah itu mungkin kami, akan kita bedakan, beda ni makanya kita utamakan yang sudah eksis, yang sudah lama ketergantungan di kawasan hutan, dia mau bentuk KTH monggo silahkan. Kita register, kita bantu, nanti diregister oleh Kepala Dinas Kehutanan. Kemudian nanti kita bawa lagi mereka untuk ngajukan perhutanan sosial, agar nanti mereka boleh bermain dalam kawasan hutan.”
	Pendaftaran KTH diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah lama bergantung pada kawasan hutan
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	41
	SA-1
	“Nah itu nanti, artinya kita gaada beda-bedakan, kemudian nanti mengalir saja, dana yang tersedia untuk hutan sosial nah itu kita nah yang disini mungkin kalau mau diasumsikan beda boleh, karena dari seluruh KTH yang punya izin akhirnya menjadi Kelompok Perhutanan Sosial itu tidak semuanya aktif kan, ada juga yang diem aja gak ngapa-ngapain, nggak ada perubahan, hutan mungkin tetap dibukanya, itu tidak kita akan beri untuk bantuan alat-alat produktif tadi. Tapi beda dengan mereka yang aktif, mereka ikut bertanam terus yakan, baru mereka kreatifnya inovasinya ada menghasilkan hasil turunan produk-produk kehutanan, itu kita bantu, apa kebutuhan mu misalnya, alat pemotong daging, mungkin pengawet, cincang ikan atau apa ya kan, makanan tambak, ikan tambak atau apa nanti kita beri bantuan. Termasuk ekowisata mereka minta bantuan gazebo, nah itu kita liat, oh aktif memang KTH nya, terus direkomendasi oleh penyuluh kehutanan kami. “iya pak bagus pak KTH nya pak” untuk mereka, memancing yang lain juga untuk juga lebih aktif, seperti itu.”
	Bantuan alat produksi diberikan sebagai prioritas kepada KTH yang aktif dan inovatif
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	42
	SA-1
	“Jadi kita memang ada skala prioritas untuk mereka yang memang kinerja bagus, tu kan. Kawasan hutan tu tidak tambah merusak hutan, tapi malah mendukung untuk pemulihan hutannya, mereka tetap berproduksi dalam kawasan hutan tapi juga tidak mengurangi fungsi hutannya, nah itu yang akan kita lebih prioritaskan untuk beri reward melalui bantuan-bantuan alat produksi, begitu.”
	KTH berperforma baik diprioritaskan menerima reward karena menjaga fungsi hutan sekaligus berproduksi
	Indikator Kinerja: Outcomes
	Indikator Kinerja

	43
	SA-1
	Jadi ya kalau kurangnya paling nanti “pak seperti ini, nanti pak pertamina agar ini, kalau bisa, oh iya siap pak” paling kaya gitu mereka, tetapi untuk mengevaluasi khususnya kita nggak langsung gak nanya “yasudah dilaksanakan” engga,  karena memang secara hirarki, kita nggak ada, ehh apa istilahnya, atasan langsung mereka bukan ya, hanya koordinasi sifatnya seperti itu
	[bookmark: _Hlk209656128]Evaluasi terhadap Pertamina bersifat koordinatif karena KPHP bukan atasan langsung
	Dualitas Struktur: Struktur Memfasilitasi Agen
	Dualitas Struktur

	44
	SA-1
	“Tantangannya apa ya? Tantangannya kita di Delta Mahakam ini kan sudah terlalu banyak penguasaan lahannya ya kan dan kawasan hutan seharusnya itu harus ada perizinan hutan sosial.”
	[bookmark: _Hlk209657938]Tantangan penguasaan lahan tanpa izin
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	45
	SA-1
	“Tapi kan dari 100an ribu hektar, mungkin dikuasai udah 50 ribu hektar lebih, oleh masyarakat, diokupasiin menjadi tambak-tambak, yang secara baru kebikin kan 9000an hektar nih, berarti kan 100an ini masih eksisting masyarakat ni masih belum legal, nah ini tantangannya kita harus melegalkan mereka nih, makanya setiap sosialisasi disampaikan, boleh berusaha dengan apa yang disampaikan pak jokowi mungkin diteruskan pak prabowo, silahkan masyarakat juga diberikan hak akses dan kawasan hutan silahkan. tapi itu kita kemas, kita arahkan kita bisa membungkus mereka dalam bentuk perhutanan sosial, nah itu tantangannya. Di masyarakat ni nggak semua sama persepsi kan, ada yang peduli lingkungan yang mengerti paham langsung ikut tuh, 9000 hektar ni termasuk ini, 29 unit kelompok perhutanan sosial yang mengerti paham, walaupun ada beberapa 14 kemudian yang menyusul ini lagi proses untuk usulan, itu sekitar 1400 hektar lagi ada usulan lagi untuk ikut perhutanan sosial, ini juga termasuk tapi masih diproses oleh Kementerian nih, outputnya, nanti misalnya masih banyak tuh tantangannya lagi dari KPH untuk menyadarkan masyarakat agar berlomba-lomba segera ikut usul perhutanan sosial.
	[bookmark: _Hlk209658181]Upaya legalisasi lahan belum berizin
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	46
	SA-1
	“Karena di masyarakat tu ada persepsi, kalau mengikuti program pemerintah, nanti bisa diambil pemerintah lahan kita itu masih ada tantangannya tu, kita harus menjelaskan bahwa salah pemikiran seperti itu, malah sebaliknya karena itu tidak melakukan proses program sosial, maka malah mereka posisinya lemah, misalnya kita pemerintah mengcross nanti kan, “kamu loh gaada izin” gaboleh lagi berusaha.” (hlm. 9)
	Persepsi keliru masyarakat terhadap program
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	47
	SA-1
	“Terbalik, itulah yang masyarakat yang kita harus memaklumi dengan kondisi keterbatasan pendidikan, pengetahuan, ini kadang itulah yang masih belum ngerti.”
	[bookmark: _Hlk209658983]Keterbatasan pengetahuan masyarakat
	Dualitas Struktur: Struktur Memfasilitasi Agen
	Dualitas Struktur

	48
	SA-1
	“Tantangan tuh, penyuluh kehutanan maupun kami yang ada di perencanaan untuk menyadarkan masyarakat agar, tapi memang sudah perannya bagus kok peruntukannya cuman kemarin di pemerintahan, di pusat aja sekarang yang agak mengerem bertimbang, ketimbang lebih dalam lagi karena kalau cuma di perhutanan sosial akan jadi dilema juga akhirnya, semua terbuka jadi tambak nanti misalnya.”
	[bookmark: _Hlk209659079]Tantangan penyuluh dalam menyadarkan masyarakat di tengah kebijakan pusat yang membatasi
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	49
	SA-1
	“Baru janji-janji masyarakat untuk memperbaikin lingkungan tuh kapitalitas… kapital yang lemah kan modal kan, bagaimana mereka mampu seperti Perusahaan itu kan, “Oh kamu gak melaksanakan” dapat surat teguran atau apa nanti dipenalti oleh pusat. Ke masyarakat, ketegur ya tentu mereka gabisa apa apakan lagi, paling minta maaf ya kan, atau malah terburuknya bisa melawan kan akhirnya kan, nanti dipersulit mentang-mentang mereka kecil nah itu kan, kadang seperti itu.”
	[bookmark: _Hlk209659277]Ketidakmampuan masyarakat memenuhi sanksi kebijakan pusat
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	50
	SA-1
	“Misal salah satu tantangannya, misal satu atau beberapa tantangan tadi ya, persepsi, terus kalau di dari yang tadi swasta tadi kan, karena secara hierarki memang tidak ada tata hubungan kerja kami sebagai atasan bawahan gaada ya kan, itu kadang-kadang juga enggak ada laporan sepenuhnya dari swasta atau BUMN yang bekerja dalam kawasan hutan, gitu.” (hlm. 10)
	Minimnya pelaporan swasta/BUMN
	Partisipasi: Organisasi
	Partisipasi

	51
	SA-1
	“Kalau tantangan kegiatan penanaman itu kan di Delta ini kan sudah terbuka gitu kan berupa tambak-tambak tanami gak semua petambak juga rela ditanamin tambaknya karena malah menganggu, kalaunya rontok daun-daun itu kan berlebihan itu malah air tambak jadi asam, nah itu nanti ikan-ikan kepitingnya udangnya mati, nah itu juga tantangan juga. 
	[bookmark: _Hlk209660055]Penolakan petambak terhadap penanaman mangrove karena mengganggu usaha tambak
	Dualitas Struktur: Agen Berkontribusi terhadap Struktur
	Dualitas Struktur

	52
	SA-1
	“Jadi harus ada proporsi pengaturan penanaman mereka, komposisinya berapa, presentase mangrove dan tambak berapa itu juga menjadi tantangan tersendiri juga untuk mengoptimalkan mangrove di dalam tambak, gitu.” (hlm. 10)
	[bookmark: _Hlk209660160]Perlunya pengaturan proporsi mangrove dan tambak
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	53
	SA-1
	“Kalau nya program, selama yang beberapa tahun terakhir ni kita 100% terpenuhi pasti, ya kan terpenuhi. Misalnya, hutan sosial itu 1000 hektar, dari KPHP Delta Mahakam akan diusulkan untuk perhutanan sosial, atau ini kan kita 1134 hektar kita usulkan, artinya memenuhi program, target dari ada 12 KTH ngusulkan itu 1100an lebih 1134 nah itu untuk perhutanan sosial.”
	[bookmark: _Hlk209683488]Target perhutanan sosial tercapai sesuai usulan KTH
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	54
	SA-1
	“Walaupun dalam prosesnya ada kendala tadi kan, ada masyarakat ragu atau apa tapi tetap bisa terpenuhi, karena kalau ada keraguan kita eh… masi banyak KTH-KTH yang lain yang aktif mengusulkan atau berpotensi penyusunan untuk bangunkan “ayok, masi semangat atau usulkan” itu kita pancing juga kalau kurang. Jadi, kendalanya… kalau kendala pasti ada. Kalau secara umumnya, pasti kalau ada kendala akan menghambat tujuan udah pasti kan.”
	[bookmark: _Hlk209683641]Kendala masyarakat ragu diatasi dengan dukungan KTH aktif
	Dualitas Struktur: Struktur Memfasilitasi Agen
	Dualitas Struktur

	55
	SA-1
	“Cuman kalau tujuannya kita tidak terlalu tinggi target kita, umumnya masih bisa dipenuhin. Beda kalau targetnya tinggi sekali, misalnya 50 ribu hektar ni harus perhutanan sosial, nah itu yang akan berat, tapi kita setiap tahun kan kita realistis 1000an saja dulu, kalau lebih syukur, kalau nya 1000 ya pas sudah memenuhi gitu.”
	[bookmark: _Hlk209684593]Target realistis memudahkan pencapaian program
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	56
	SA-1
	“nah itu salah satu kedepan, untuk menunjang kegiatan, mendukung kinerja yang baik yang tercapai semuanya, itu adalah meningkatkan jumlah perhutanan sosial, jumlah dan kapasitas atau kualitasnya itu makanya dites penyuluh ada dengan tiga orang bisa, tapi kalau makin banyak makin bagus kan bisa pegang satu desa kalau memungkinkan, tapi sekarang malah susah malah.. malah sekarang tinggal satu, memang ada tambah satu pindahan dari tempat lain. Tapi juga seorang Ibu guru yang sekarang lagi juga hamil, jadi kaitannya itu, punya kehutanan ini sangat-sangat membantu ya dengan keberadaan, untuk mendukung perhutanan sosial, tapi ada penyuluh susah karena ada tahapan-tahapan mereka harus ke lapangan dulu sosialisasi, membentuk KTH, kemudian merapikan administrasi-administrasi anggaran jasa anggaran rumah tangganya, nah baru nanti mengusulkan lagi PS prosesnya panjang. Itu hanya bisa dilakukan oleh para penyuluh, karena juga nanti ada validasi dari mereka tanda tangan, jadi salah satu yang perlu disiapkan adalah kapasistas… jumlah dan kapasitas penyuluh kehutanan plus pendamping kehutanan sosial, nah itu tuh salah satu.”
	[bookmark: _Hlk209686580]Keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh kehutanan dalam mendukung perhutanan sosial
	Indikator Kinerja: Inputs
	Indikator Kinerja

	57
	SA-1
	“Kemudian kalau secara normatif ini sangat pasif sekali, dana udah pasti kan. Kalau bicara dengan apa… ada rencana ataupun kegiatan itu harus didukung, kebetulan saja ini sumber dana beberapa tahun ada konsensus, ada DBH DR, tapi itu mudah-mudahan itu konsisten. Kalau kita sampai nanti dana DBH DR ini gaada, nah itu mungkin akhir cerita akan beda nanti kan, pasti tidak akan bisa maksimal kita memfasilitasi semua KPH kan, pasti akan terpilih, dipilih-pilih mau ndak mau ni, yang bener-bener kan terbatas kan.”
	[bookmark: _Hlk209686673]Ketergantungan pada dana DBH DR untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial
	Anggaran Sektor Publik: Pembiayaan
	Anggaran Sektor Publik

	58
	SA-1
	“Kemudian apa ya, ya peningkatan-peningkatan kompetensi pegawainya sih sudah pasti kita kirim kemana, ada pelatihan untuk apa.. karyawan-karyawannya KPHP Delta Mahakam itu sudah pasti.”
	[bookmark: _Hlk209686920]Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan
	Indikator Kinerja: Inputs
	Indikator Kinerja

	59
	SA-1
	“Kemudian ehh, dukung kebijakan sih.. dukung kebijakan regulasi udah pasti juga kita butuhkan, KPH ni bisa berbuat apa dan sejauh apa nah itu kita persiapkan akan membutuhkan dukungan regulasi itu. Kalau nanti di dalam prosesnya lapangan dibatasin “KPH gaboleh ini gaboleh bertanam dalam Kawasan hutan” seperti saat ini ya kan, KPH sangat aneh gitu kan, tidak boleh bertanam di dalam kawasan hutan sendiri, bolehnya hanya di luar kawasan hutan. Tapi pihak lain yang bukan pemangku kawasan seperti kami boleh bertanam… nah ini kan suatu yang sangat kontradiktif gitu kan, tapi ya gamasalah selama kegiatan itu banyak pihak lain bertanam kita monggo silahkan, tapi kita tetap berproses ni kita kenapa kami nggak boleh bertanam, ini apa yang menjadi kebijakan dari pusat, jadi uang kita tuh kita gunakan untuk tanam di sekitar kawasan hutan, di lahan milik.”
	[bookmark: _Hlk209687208]Kebijakan pusat membatasi kewenangan KPH dalam pengelolaan kawasan hutan
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	60
	SA-1
	“Nah itu mungkin yang kita elemen yang kita butuhkan, kemudian para pihak tadi, dukung para pihak. Selama ini bagus sih dukung para pihak, nanti semua yang berkegiatan di kawasan Delta Mahakam tu sepaham gitu loh, kita harus memulihkan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat di dalamnya, jadi saling.. berdampingan jalan, jadi simbiosis mutualismenya dapat gitu kan. Kalau nggak gitu masyarakat cuman lalu lalang, tapi mereka tidak diberi bantuan-bantuan atau bimbingan itu tidak akan jalan semua”
	[bookmark: _Hlk209687420]Dukungan para pihak dalam memulihkan lingkungan dan memberdayakan masyarakat
	Partisipasi: Organisasi
	Partisipasi
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	61
	SA-2
	“Terima kasih, untuk di pemerintahan itu memang ada program yang sifatnya itu baku, yaitu untuk memenuhi kebutuhan minimal untuk kegiatan kantor yang sifatnya lebih ke administratif. Sedangkan untuk yang sifatnya kegiatan, artinya tentang tugas pokok dan fungsi daripada OPD kami, tentu ada lebih khusus lagi di spesifikkan terutama yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kehutanan.”
	[bookmark: _Hlk209701787]Program administratif baku dan program khusus bidang kehutanan
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	62
	SA-2
	“Kami di KPHP Delta Mahakam ini merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah dinas kehutanan. Kalau bicara tentang tugas pokoknya, yaitu tentu saja bagaimana menjaga hutan itu tetap lestari secara keberlanjutan. Kami ada dibatasi untuk beberapa program di kegiatan yang telah dituangkan dalam ketentuan baik itu dalam nomenklatur yang ditetapkan oleh KLHK Kementerian Kehutanan, dan yang disinkronkan dengan Permendagri.”
	[bookmark: _Hlk209702077]Kewenangan KPHP Delta Mahakam dibatasi oleh regulasi pusat dan Permendagri
	Dualitas Struktur: Aturan/(Kebijakan) Struktur
	Dualitas Struktur

	63
	SA-2
	“Kalau dari kami sendiri untuk tugas yang sifatnya administrasi itu umum sudah sama se-Indonesia, sifatnya itu lebih ke administratif. Salah satu kegiatan, salah satu programnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sedangkan kegiatannya sendiri itu ada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, dan yang lainnya. Di dalam kegiatan itu sendiri, ada beberapa sub kegiatan, itu yang sifatnya untuk menunjang urusan pemerintah daerah.”
	[bookmark: _Hlk209702297]Program penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah
	Anggaran Sektor Publik: Pengelolaan
	Anggaran Sektor Publik

	64
	SA-2
	“Sedangkan untuk lebih khususnya, di dalam ehh bidang kehutanan, kami dititpin ada dua program yaitu program pengelolaan hutan, dan program.. ada 3! program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, itu yang kedua, yang ketiga program pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.”
	[bookmark: _Hlk209703268]Program inti KPHP pengelolaan hutan, konservasi SDA, dan penyuluhan masyarakat
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	65
	SA-2
	“Kalau program pengelolaan hutan, itu salah satunya pengelolaan perencana tata hutan, kesatuan pengelolaan hutan atau disebut KPH (Kewenangan Provinsi), sedangkan kegiatan yang kedua adalah kegiatan perencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Kegiatan lainnya adalah pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, ada juga kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan, ditambah lagi ada kegiatan-kegiatan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.”
	[bookmark: _Hlk209703395]Kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	66
	SA-2
	“Sedangkan untuk program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kami ada satu kegiatan dan satu sub kegiatan. Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting daerah penyanggah kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Sedangkan untuk program yang ketiga, program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehbutanan. Kita ada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kegiatan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, ini isinya cuma kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang kehutanan.”
	[bookmark: _Hlk209703542]Program konservasi dan penyuluhan pemberdayaan masyarakat kehutanan
	Indikator Kinerja: Outcomes
	Indikator Kinerja

	67
	SA-2
	“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang saya sampaikan tadi, bahwa UPTD KPHP menyelenggarakan beberapa fungsi, yang pertama adalah menyusun perencanaan program kegiatan pengelolaan hutan produksi, yang kedua melaksanakan tata hutan pada wilayah KPHP. Selanjutnya, yang ketiga pelaksanaan penyusunan perencana pengelolaan hutan KPHP. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP.
	[bookmark: _Hlk209711172]Penyusunan perencanaan program pengelolaan hutan produksi
	Anggaran Sektor Publik: Perencanaan
	Anggaran Sektor Publik

	68
	SA-2
	“Kita dari program, diturunkan ke kegiatan, diturunkan lagi ke sub kegiatan, tentu dari pemerintah daerah sudah mematok target kita di masing-masing sub kegiatan ada output luaran yang telah ditentukan. Misalnya dalam penanaman, targetnya dipatok misalnya 50 hektar. Nah tentu, saya selaku kepala KPHP Delta Mahakam akan melaksanakan mencapai target yang 50 hektar yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tentu saja saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan itu, baik dari perencanaan, dalam pelaksanaan, maupun dalam hal pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan program kegiatan dan sub kegiatan lainnya, saya mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan kegiatan ini sampai akhir tahun, sampai tercapai tujuan yang telah ditetapkan, demikian.”
	[bookmark: _Hlk209711442]Pelaksanaan program berdasarkan target output pemerintah daerah
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	69
	SA-2
	“Khusus untuk KPHP Delta Mahakam ini daerah pesisir, yang didomniasi oleh kegiatan tambang ikan, tentu saja ini kalau kita bicara tentang ketahanan nasional ini sangat mendukung sekali dari sisi ketahanan nasional, berapa orang yang bisa dihidupi, berapa besar putaran ekonomi yang cukup untuk ngehidupin penduduk sekitarnya. Bahkan merekada sebagian juga melaksanakan produksi yang bisa dijual ke luar daerah, tentu harapannya ini adalah bagian daripada upaya pemerintah untuk menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Untuk produksi kayu, kami Delta Mahakam yah… masi dibilang tidak ada, karena kayunya juga bukan kayu komersial, kayu bakau. Bahkan kami dituntut untuk lebih menanam lagi, biar ada keseimbangan antar ekosistem hutan di wilayah KPHP Delta Mahakam. Yang jelas bicara KPHP Delta Mahakam itu produknya adalah berupa produksi perikanan. Ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan lain sebagainya. Itu yang bisa menopang baik masyarakat sekitar, maupun secara khusus masyarakat sekitar Kutai Kartanegara itu all masuk ke kabupaten Kutai Kartanegara dan secara umum menopang perekonomian nasional, demikian.”
	Produk utama KPHP Delta Mahakam berupa perikanan mendukung ekonomi masyarakat dan ketahanan nasional
	Indikator Kinerja: Outcomes
	Indikator Kinerja

	70
	SA-2
	“kalau bicara teknis tentu saja ada tantangannya. Bicara teknis di sini misalnya itu masalah pola tambak yang bagaimana yang harusnya mereka kerjakan. Terus tantangan lainnya adalah masalah tanaman, tanaman yang bagaimana yang cocok yang harus ditanam? Dan teknik-teknik pola penanaman yang bagaimana yang tepat? Tentu saja ini menjadikan tantangan kami ke depan.”
	[bookmark: _Hlk209791481]Tantangan teknis pola tambak dan teknik penanaman
	Indikator Kinerja: Outcomes
	Indikator Kinerja

	71
	SA-2
	“Itu tantangan teknis, kalau bicara tantangan non-teknis juga ada, yang saya singgung sedikit adalah masalah sosialnya. Tidak mudah memberikan pemahaman terhadap mereka yang berkegiatan yang ditambak, karena mereka ini adalah.. ehh tambak ini merupakan hasil kehidupan mereka.”
	[bookmark: _Hlk209791465]Tantangan non-teknis berupa pemahaman sosial masyarakat tambak 
	Partisipasi: Masyarakat
	Partisipasi

	72
	SA-2
	“Untuk mengatasi tantangan teknis itu, kita selalu mengadakan berbagai macam kegiatan baik itu dengan berbagai pihak seperti pihak akademisi, kami juga sering melakukan diskusi, FGD, pertemuan, dan lain sebagainya yang sifatnya bersifat teknis. Bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di lapangan. Banyak Stakeholder yang terlibat untuk mengatasi teknis ini, berbagai macam instansi atau lembaga pendidikan baik yang di dalam maupun di luar juga sering kami melakukan diskusi-diskusi terkait dengan masalah teknis seperti ini, demikian.”
	[bookmark: _Hlk209791443]Keterlibatan berbagai stakeholder dalam mengatasi tantangan teknis
	Partisipasi: Organisasi
	Partisipasi

	73
	SA-2
	“Baik, ada beberapa kegiatan pelaku atau pelaksana kegiatan di KPHP Delta Mahakam, baik dari instansi kami sendiri (KPHP) maupun pihak di luar instansi, seperti yang dilakukan oleh pihak BPDAS (Balai Pengelolaan Dasar Aliran Sungai) Mahakam berau, ada juga pihak swasta seperi Pertamina Foundation, ada juga pihak dari pemegang izin PPKH seperti grup bayan, grup indeksi, dan lainnya. Ada juga NGO yang melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.”
	[bookmark: _Hlk209794670]Pelibatan pihak dari luar instansi
	Partisipasi: Organisasi
	Partisipasi

	74
	SA-2
	“Untuk masalah penanaman selama ini, tuntutan masyarakat itu, kalau tambaknya itu masih aktif, dia.. kita polanya silpofishery. artinya tanaman itu tidak ditanam dalam kondisi padat, biat mereka bisa diberi ruang lagi untuk melaksanakan keigatan lainnya, yaitu melaksanakan kegiatan penaburan ikan dan kepiting, ikan, udang, dan lain sebagainya, mereka punya ruang masih. Tapi ada juga pola yang padat ketika itu tambaknya sudah tidak aktif, pada dasarnya masyarakat menerima untuk kegiatan ini, begitu juga yang dilakukan oleh beberapa pihak lainnya.”
	[bookmark: _Hlk209794818]Pola penanaman silvofishery menyesuaikan kondisi tambak
	Indikator Kinerja: Outcomes
	Indikator Kinerja

	75
	SA-2
	“Kalau dengan kegiatan lainnya adalah CSR tentu disesuaikan dengan kemampuan dari pihak yang menyokongnya. Misalnya ada KPH kami Muara Jawa, di Muara Kembang, itu diberi bantuan alat oven untuk mengeringkan lidi dari nipah, ini diberikan bantuan dari Pertamina Foundation. Karena pihak Pertaminyanya cukup mempunyai dana, mereka mendapatkan bantuan.
	[bookmark: _Hlk209795477]Dukungan CSR dari swasta dalam bentuk bantuan alat produktif
	Partisipasi: Organisasi
	Partisipasi

	76
	SA-2
	“Tentu saja, kami mempunyai masing-masing kendala, dan hambatan untuk mencapai kegiatan itu. Misalnya dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, tentu dalam kelompok tani itu ada masing-masing anggota ini berbeda pandangan, berbagai macam permintaan, sedangkan kemampuan kami juga terbatas dalam pengelolaan keuangan. Tentu saja ini menjadi tantangan kedepan, kami harus memilih yang mana prioritas, dan disesuaikan dengan nomenklaktur yang ada di kegiatan kami. Tidak semua yang diinginkan masyarakat itu bisa kami penuhi, karena tidak berkesubayang.. dengan tugas pokok fungsi kami, dan tidak berkesesuaian dengan nomenklaktur yang telah dituangkan di dalam program dan kegiatan.”
	[bookmark: _Hlk209797341]Perbedaan kebutuhan masyarakat
	Dualitas Struktur: Struktur Memfasilitasi Agen
	Dualitas Struktur

	77
	SA-2
	“Sedangkan masalah lainnya juga terkait dengan perlindungan hutan, patroli hutan karena cukup luas, menguras tenaga untuk mengawasi areal KPHP. Jadi memang tidak mudah, wilayah kerja kita terdiri dari banyak pulau, jadi butuh ekstra kerja keras untuk mengawasi, butuh dana yang cukup, butuh tenaga yang cukup, untuk melaksanakan perlindungan maupun kegiatan pencegahan karhutla yang terjadi dalam wilayah kerja kami.”
	[bookmark: _Hlk209797392]Tantangan perlindungan hutan
	Indikator Kinerja: Inputs
	Indikator Kinerja

	78
	SA-2
	“Untuk beberapa produk itu, masyarakat atau petambak atau petani, tidak mempunyai kesulitan, tapi ada juga yang untuk kayak produk turunannya, karena hasil tambak ini bisa berupa ikan maupun udang, ini ada produk turunan seperti amplang misalnya, yang kerupuk, udang misalnya, atau terasi, ada juga produk rumput laut gitu, ada seperti sirup mangrove, ini ada beberapa kendala tentang pemasarannya. Mungkin ini lebih disebabkan karena ini lebih ke persaingan usaha, mereka mau memproduksi lebih massive lebih besar lagi, tapi kadang terkendala di pemasaran. Kalau misalnya contoh saja kaya saya contohkan amplang, mereka mau memproduksi amplang sementara di berbagai UKM juga sudah melaksanakan sudah memproduksi amplang, jadi mereka juga merasa tertantang untuk memproduksi, kita juga memfasilitasinya juga serba salah juga, mau memfasilitasnya.”
	[bookmark: _Hlk209797991]Kendala pemasaran produk turunan
	Indikator Kinerja: Outputs
	Indikator Kinerja

	79
	SA-2
	“Beberapa teman-teman NGO juga sempat memfasilitasi seperti memberikan semacam bimbingan teknis bagaimana pemasaran secara online, di berbagai macam media sosial, seperti facebook, instagram, dan lain sebagainya. Itu bagian dari upaya kami untuk mengatasi kendala teknis berupa pengembangan usaha atau produk turunan yang dihasilkan dari produksi tambak ikan.”
	[bookmark: _Hlk209798007]Upaya fasilitasi stakeholder untuk mendukung pemasaran
	Partisipasi: Masyarakat
	Partisipasi

	80
	SA-2
	“Kalau produksi jual langsung untuk sebagian para petambak selama ini pasar domestik secara umum masih teratasi mereka bisa menjual hasil produknya, demikian.”
	[bookmark: _Hlk209798206]Produk tambak aman di pasar domestik
	Indikator Kinerja: Outcomes
	Indikator Kinerja

	81
	SA-2
	“Eh untuk garis sisi SDM, penyuluh, tentu secara umum dinas kehutanan itu masih kurang, secara umum.. Tapi, secara…. karena ini merupakan kewajiban kita ya kita memaksimalkan tenaga kita yang sudah ada, itu dari sisi kuantitas kurang. Dari sisi kualitas tentu saja kita tidak henti-hentinya, terus akan meningkatkan kemampuan untuk.. kemampuan penyuluh untuk bisa meningkat lagi kemampuannya dalam menghadapi masyarakat.”
	[bookmark: _Hlk209798512]Kekurangan kuantitas SDM penyuluh kehutanan
	Indikator Kinerja: Inputs
	Indikator Kinerja

	82
	SA-2
	“Sedangkan kaitannya dengan Kelompok Tani Hutan sendiri, kalau kita mengadakan pelatihan, tentu saja kita memberikan pematerinya sesuai dengan bidang dan tugasnya, sesuai profesinya. Ada beberapa kegiatan pelatihan selama tahun 2023, 2024 ini kami lakukan. Ini dasarnya adalah sebagian itu memang permintaan dari kelompok masyarakat.”
	[bookmark: _Hlk209798594]Pelatihan KTH berdasarkan bidang/profesi dan permintaan masyarakat
	Partisipasi: Masyarakat
	Partisipasi

	83
	SA-2
	“Kalau mereka tidak bisa menyuarakan pelatihan, kami memberikan opsi ohh cocoknya pelatihannya ini sesuai dengan potensi yang ada di KTH. Misalnya KTH nilam, karena mereka disitu memproduksi lidi nimpah, kami memberikan menawarkan pelatihan yang diversifikasi mereka tidak cuma membuat lidi, mereka bisa menghasilkan lainnya, tempat-tempat misalnya, tempat penyimpanan barang yang terbuat dari lidi nimpah, atau membuat keranjang atau membuat tempat yang bahan bakunya itu dari daun nipah. Ada juga membuat sirup dari nipah, ini disesuaikan dengan potensi alamnya, yang kita tawarkan. Juga, bahkan mereka bisa meminta disesuaikan, ada pelatihan misalnya membuat kaldu dari kepala udang karena di KPHP Delta Mahakam ini produksi udangnya banyak, dan selama ini udang itu kepalanya cuma dibuang saja, jadi kita optimalkan dengan memberikan pelatihan  dan mendatangkan narasumber, instruktur yang memang bisa untuk memberikan pelatihan.”
	[bookmark: _Hlk209798778]Diversifikasi produk hasil hutan dan perikanan melalui pelatihan
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	84
	SA-2
	“Ehh.. kegiatan ini kaitannya dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan. Tentu saja setiap kegiatan yang kami lakukan ada pencatatan, ada surat perintah misalnya yang keluar, ada nota dinas yang dikeluarkan, terus juga hasil dari kegiatan itu ada membuat laporan. Dari masing-masing item, kita buat laporan, kegiatan itu kita buat list, kita conteng yang mana sudah selesai, nanti masing-masing pegawai itu ada yang namanya capaian kinerja, baik itu individu maupun organisasi secara berjenjang. Jadi dari capaian kegiatan itu kita nanti menkerucut ke atas, sampai ke pimpinan. Kami selaku kepala UPTD, tentu saja laporan kegiatan itu merupakan kolektivitas dari berbagai macam seksi, kepala seksi. Ketika mereka mencapai kegitannya, targetnya itu adalah bagian daripada capaian target saya sebagai kepala KPHP dan sebagai organisasi UPTD KPHP. Ini kita sampaikan nanti juga pelaporannya ke dinas kehutanan, yang merupakan bagian daripada cascading laporan dari kepala dinas kehutanan kepada gubernur Kalimantan Timur, demikian.”
	[bookmark: _Hlk211420654]Pencatatan dan pelaporan capaian kinerja organisasi
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	85
	SA-2
	“Tentu saja ada timbal balik, dukungan balik dari dinas kehutanan kepada KPHP. Untuk tahun 2024 saja, kami dari kegiatan perhutanan sosial ini dari 20 target peningkatan kelas KUPS KPHP Delta Mahakam itu mampu meningkatkan kelas KUPS nya itu dari silver ke gold ada lima kelompok usaha perhutanan sosial. Karena ini merupakan capaian yang menurut kami cukup signifikan, dinas otomatis di tahun 2025 ini memberikan dana yang lebih kepada KPHP Delta Mahakam untuk kegiatan perhutanan sosialnya. Dibandingkan dengan KPHP-KPHP yang lainnya, ini adalah bentuk dukungan balik dari dinas kehutanan kepada KPHP, artinya untuk kegiatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, KPHP telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, demikian.”
	[bookmark: _Hlk211421179]Peningkatan kelas KUPS memicu dukungan anggaran dari dinas kehutanan
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	86
	SA-2
	“ehh ada beberapa stakeholder yang melaksanakan kegiatan di wilayah kerja KPHP Delta Mahakam, yang bersentuhan dengan para petani, para kelompok tani hutan, yang ada di wilayah KPHP Delta Mahakam. Contohnya sendiri adalah pihak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selain kami dari provinsi, di bawah dinas kehutanan, KPHP Delta Mahakam, pihak kabupaten kukar sendiri juga berbagai macam bantuan diberikan kepada kelompok tani hutan itu, contohnya pemberian liner udang, liner udang. Ini cukup banyak diberikan, untuk catatannya kami tidak… secara khusus tidak tau, yang jelas ketika memberikan bantuan, kami ada di tempat yang bersangkutan. Ada juga bantuan lainnya seperti, kapal.. kapal untuk para petambak. Disini mereka mendapatkan bantuan kapal, sedangkan pihak lain yang memberikan bantuan itu sepertu Pertamina Foundation itu juga ada memberikan berbagai macam bantuan, baik berupa alat ekonomi produktif, maupun bantuan lainnya. Yang seperti saya sampaikan tadi, mereka ada memberikan bantuan seperti.. apa ini.. alat pengering begitu, dan bantuan lainnya. Sedangkan untuk KPHP kami sudah sampaikan tadi berbagai macam juga kami beri bantuan selain alat ekonomi produktif, kami juga membuat..,, memberikan bantuan berupa fasilitas jembatan, maupun gazebo yang bisa dijadikan tempat wisata, dan juga kami memberikan sebagian beberapa kapal kepada KTH. Jadi secara umum, berbagai pihak yang ada melakukan aktivitas di wilayah kerja KPHPO Delta Mahakam ini memberikan berbagai macam bantuan kepada kelompok tani yang ada di sekitar wilayah kerja kami.” (hlm. 12)
	[bookmark: _Hlk211421836]Pemberian bantuan alat ekonomi produktif dan fasilitas penunjang oleh berbagai stakeholder kepada kelompok tani hutan
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	87
	SA-2
	“Eh.. sementara ini kita menjalankan eh.. apa.. tugas pokok kita sebagai kepala KPHP ini tidak lepas daripada tugas yang telah dituangkan di dalam.. di dalam pergub tadi. Namun demikian, sebenarnya bukan inovasi saya sendiri, saya lebih senang itu menggali itu dari bawah, apa sih kemauan daripada KTH, apasih kemauan daripada kelompok untuk meningkatkan ekonomi misalnya, atau meningkatkan kesejahteraan. Saya lebih menggali ke bawah, ketemu langsung, dan sifatnya itu menanya langsung ke KTH, apasih yang kalian mau. Kalau secara khusus, inovasi tidak ada, lebih memberikan atau menunggku apa yang diinginkan amsyarakat. Kita percuma juga kalau punya usulan yang “wah” tapi tidak berkesesuaian dengan kemauan masyarakat, sulit dilaksanakan. Beberapa waktu lalu, saya sempat memberikan semacam apa.. usulan kepada dinas kehutanan dalam bentuk diskusi semacam demplot untuk percontohan penanaman mangrove, yang berupa bedeng, supaya keberhasilannya itu bisa dilihat secara nyata. Namun demikian usulan apapun yang kita tawarkan ketika ini kita kalkulasikan dengan pembiayaan, dan kita sinkronkan kegiatan dan sub kegaitan yang ditawarkan dalam nomenklatur, kalau itu tidak ada, ini menjadi usulan yang sia-sia. Jadi sementara ini tidak ada inovasi yang kami sampaikan, kami cuma tunduk kepada nomenklatur kegiatan-kegiatan yang sifatnya konvensional saja.”
	[bookmark: _Hlk211428550]Penggalian aspirasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan nomenklatur dan anggaran
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	88
	SA-2
	Selama ini kalau kolaborasi, kita dengan masyarakat ini sudah jalan dengan baik, dalam artian apa yang kita lakukan untuk mencapai program dan kegiatan didukung oleh masyarakat. Untuk KPHP sendiri, baik itu kegiatan perlindungan hutan, maupun kegiatan perhutanan sosial, sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Buktinya apa? Buktinya untuk perlindungan hutan kita sudah mempunyai yang namanya tuh masyarakat mitra polhut. Kita juga bisa membentuk namanya MPA (Masyarakat Peduli Api), dalam melaksanakan kegiatan, mereka kita libatkan mereka juga terlibat secara aktif kalau itu ada kegiatan berupa pemadaman. Kaitannya dengan perhutanan sosial buktinya apa? Dukungan masyarakat buktinya dengan banyaknya perizinan yang sudah keluar dari KLHK, jumlahnya 29 persetujuan perhutanan sosial, ini legal yang dikeluarkan dari kementerian. Sedangkan yang masih dalam berupa kelompok tani hutan yang teregister di dinas hutan, di dinas kehutanan ini jumlahnya juga sudah belasan, sudah.. artinya apa ini merupakan dukungan masyarakat untuk KPHP Delta Mahakam, mungkin itu.
	Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perlindungan hutan dan perhutanan sosial
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	89
	SA-2
	“Selama ini kita untuk mengatasi sistem yang sudah baik ini kita ya, harus meningkatkan komunikasi kepada KPH KPH. Tentu saja KPH ini bukan individu yang bekerja, KPH ini adalah sekelompok orang, beberapa orang, banyak orang, banyak kepala, yang berbagai macam keinginan dan kepentingan. Ini bagian daripada dinamika kerja kelompok yang harus kami hadapin, mungkin tidak semua bisa menerima tawaran dari KPHP, tapi kami terus mencoba mengkomunikasikan dengan para ketuanya, ketua atau tokoh masyarakatnya. Selama ini itu yang sudah kami lakukan untuk mendukung kegiatan KPHP Delta Mahakam.”
	[bookmark: _Hlk211430673]Komunikasi dan koordinasi melalui tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
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	90
	SA-2
	“Tentu saja ini bukan sistem yang ideal, karena masyarakat itu terus berkembang, tantangan lain juga kita geografi misalnya, karena mereka tidak berkumpul dalam satru tempat, kadang kita juga harus sabar mengumpulkan mereka. Ada yang kerja di pulau misalnya, ini tantangan sendiri untuk memperbaikin sistem kita. Kadang juga kalau sudah ke luat kita hilang komunikasi jadi harus diberi waktu beberapa hari sebelumnya untuk mengumpulkan masyarakat.”
	[bookmark: _Hlk211431099]Sistem komunikasi dan mekanisme kerja kelompok memfasilitasi keterlibatan masyarakat
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	91
	SA-2
	“Secara umum, sistem kerja kita untuk komunikasi ke masyarakatnya kita bisa melewatri tokoh-tokohnya tomas atau tokoh masyarakat, sedangkan secara khusus, untuk menghadapi, untuk menjalankan kegiatan, kita sambil jalan untuk mengevaluasi lagi dimana kendala-kendala yang kami hadapi, tapi secara umum selama ini kami bisa saja melaksanakan kegiatan sehingga, capaian program dan kegiatan itu berjalan dengan lancar dan baik, tapi kedepan tentu ini bagian yang terus kami evaluasi, kami tidak juga mengatakan ini optimal tentu bagian dari yang harus kami lakukan evaluasi setiap saat, tapi itulah sistem yang sudah berjalan selama ini.”
	Evaluasi sistem komunikasi dan pelaksanaan kegiatan
	Indikator Kinerja: Outcomes
	Indikator Kinerja
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